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EFISIENSI PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA 
(Analisis Terhadap Kegiatan Bank Syari’ah yang Terdaftar di Bank Indonesia) 
R. Drajad Wardhana 
ABSTRAK 
Kelangkaan sumberdaya natural merupakan persoalan ilmu (pengetahuan) 
sebagai fungsi waktu. Dalam rangkaian persoalan kelangkaan yang terdapat dalam 
perekonomian Islam di Indonesia, kiranya Bank syariah mampu memecahkannya. 
Penelitian ini  didasarkan pada satu konsepsi, bahwa: sistem perbankan sebagai 
entitas keuangan memiliki kegunaan khusus, dimana dia (mudlarib) membangun 
kepercayaan pemilik dana (shahibul mâl) kepada orang lain/ masyarakat/ nasabah 
dalam sistem perbankan syari’ah, yang akan menghubungkan shahibul mâl dan 
nasabah dengan kewenangannya untuk membangun kesepakatan (dealing) melalui 
prosedur perbankan.  
Efisiensi sebagai salah satu rasio finansial merupakan formula yang relatif 
penting guna menunjukkan besaran yang perlu mendapat perhatian dan diharapkan 
mengarah ada beberapa faktor yang menegaskan optimisme tersebut yaitu besarnya 
jumlah umat Islam di Indonesia yang merupakan captive market yang belum digarap 
secara optimal. Dalam aspek-aspek yang dapat dipergunakan sebagai sarana 
manajemen guna mengambil keputusan yang diharapkan, selain juga sebagai 
peringatan awal (early warning system) terhadap kemungkinan terburuk posisi 
keuangannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
indikator perbankan syari’ah, berupa: Aset, Pembiayaan Modal, Pembiayaan 
Investasi, Pembiayaan Konsumsi dan Non Performing Financial Bank Syari’ah di 
Yogyakarta terhadap besarnya Efisiensi Perbankan Syari’ah dalam Rasio BOPO 
Bank Indonesia. Perhitungan dan interpretasi dari analisis data dilakukan dengan 
bantuan program aplikasi komputer SPSS, dengan pengujian hipotesis menggunakan 
metode uji normalitas, koefisien determinasi R2, uji-t dan uji-F.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, bahwa: variabel 
Aset, Investasi dan Non Performing Financial (NPF) memiliki hubungan positif tidak 
terdapat signifikansi sedangkan pada Modal dan Konsumsi terdapat hubungan 
negatif tetapi juga tidak terdapat signifikansi. Dari kelima variabel yang paling 
memiliki nilai pengaruh dominan hanya pada Aset itupun tidak terdapat signifikansi 
terhadap Rasio Efisiensi dalam BOPO Bank Indonesia.  







SYARI’AH BANKING EFFICIENCY IN INDONESIA  
(Analysis of syari’ah banking activities are Terdaftar in The Bank Indonesia) 
Drajad Wardhana 
ABSTRACT 
Scarcity of natural resources is a matter of science (knowledge) as a function 
of “time”, in a series of scarcity issues contained in the economy in Indonesia, 
Islamic banks would be able to solve the problem. Basing on a single conception, 
that: Syari’ah banking as a financial entity has a special purpose, which he 
(mudlarib) building owner’s trust funds (shahibul mall) to others/ community/ 
customers in a system, which will connect the mall Shahibul interests and customers 
with authority to establish agreements (dealing) with banking procedures. 
Efficiency as a financial ratio is a formula that is relatively important to show 
the amount that needs attention and is expected to lead to several factors that define 
the optimism of the large number of Muslims in Indonesia, which is a “captive 
market” that has not worked optimally. In another aspect can be used as a 
management tool that is expected to take decisions, as well as an early warning 
(early warning system) to the worst financial position.  
The study aimed to determine the extent of the influence of syari’ah banking 
indicators, such as: Asset, Capital Financing, Financing Investment, Financing 
Consumption and Non-Performing Financial Bank Syariah in Yogyakarta on the 
magnitude of Syari’ah Banking Efficiency Ratio BOPO in Bank Indonesia. 
Calculation and interpretation of data analysis conducted with the help of computer 
application program SPSS version 16.0, with some hypothesis testing techniques in a 
test of normality, the coefficient of determination R2, t-test and F-test. 
The conclusion can be drawn from the results of this study, are: the variable 
Asset, Investment and Financing of Non-Performing Financial (NPF) has a positive 
relationship and there is no significance to the efficiency ratio in BOPO Bank 
Indonesia. While on Capital Financing and Consumption there is a negative 
relationship, but also there is no significance to the efficiency ratio in BOPO Bank 
Indonesia. Overall there are no independent variables (X1, X2, X3, X4, X5) are the 
dominant influence on the dependent variable (Y), because all indicators show the 
significance of the numbers below 2, that is: Assets (1.319), Non-Performing 
Financial NPF (0.993), Investment Financing (0.409), Financing Consumption (-
0.778) and Capital Financing (-0.803). 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak 
pertengahan 1997 mengindikasikan adanya schocks di berbagai bidang. Keadaan 
tersebut telah membawa Indonesia mengalami setback dimana pertumbuhan Gross 
Development Product (GDP) mengalami penurunan yang drastis dari 7% pada tahun 
1997 hingga mencapai pertumbuhan -13,2% pada tahun 1998 (Widyanti dan Said, 
2001). Sudah tentu  keadaan moneter yang terjadi di Indonesia pada waktu itu 
menumbuhkan keprihatinan yang mendalam dan merupakan peringatan yang sangat 
berat bagi sistem perekonomian Indonesia.  
Di sisi lain sistem keuangan yang berbasis bunga pada negara-negara muslim, 
yang tidak lain merupakan hasil serapan dari negara-negara kapitalis yang pernah 
menguasai perekonomiannya dan keberadaannya merupakan salah satu sumber pokok 
tumbuh-kembang konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu negara-negara 
muslim merasa kesulitan untuk melakukan reduksi dalam kesenjangan dan 
pengembangan IKM (Industri Kecil dan Mikro), kecuali keseluruhan sistem 
keuangan tersebut perlu diatur ulang agar dapat menunjang pembentukan maqashid. 
Larangan Islam terhadap riba diharapkan dapat menjadi pemicu yang cukup 
baik dalam merealisasikan efisiensi yang lebih besar pada sektor pengeluaran 




diperbolehkan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan situasi sulit, maka 
pemerintah harus menaikkan penerimaan pajak mereka untuk membiayai pengeluaran 
yang sedang berjalan dan kurang produktif. Barangkali pemerintah juga perlu 
meningkatkan perlindungan kepada sewa (leasing) dan proyek-proyek infrastruktur di 
mana pembiayaan dan implementasinya dilakukan oleh sektor swasta atas dasar 
kompetisi dan menurut spesifikasi pemerintah. Mengingat pinjaman tidak berarti 
menyingkirkan tetapi mengundurkan kebutuhan utama untuk berkorban, maka 
pelarangan terhadap bunga diharapkan menjadi rahmat dengan menghilangkan beban 
cicilan jangka panjang yang menyertainya (Chapra, 2000). 
Beranjak dari sinilah pemerintah berusaha membangun sistem perbankan 
nasional dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional seiring 
dengan upaya restrukturisasi perbankan dengan dikembangkan bank syari’ah dan 
diharapkan mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan lebih luas. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam perbankan syari’ah dipakai konsep hubungan 
antar investor sebagai hubungan saling menguntungkan, selain juga pada bank 
syari’ah terdapat keunggulan komparatif berupa penghapusan-penghapusan beban 
bunga berkesambungan, pembatasan kegiatan yang bersifat spekulatif improduktif, 
serta perhatian pada pembiayaan terhadap usaha-usaha produktif yang halalan 
thoyibah. 
Secara sistematik perbankan syari’ah telah menunjukkan pada kinerja 
lembaga keuangan yang lebih baik, namun demikian tingkat return kepada nasabah 




konvensional. Kinerja perbankan syari’ah secara umum lebih baik dibandingkan 
perbankan konvensional, oleh karena itu perbankan konvensional bisa 
mempertimbangkan untuk membuka atau menambah unit usaha syari’ah atau 
mengkonversi menjadi bank umum syari’ah.  
Sektor keuangan syari’ah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 
spektakuler terutama pada satu dekade terakhir, sekalipun sektor ini belum memiliki 
pengaruh jangka pendek dan panjang yang signifikan terhadap pertumbungan 
ekonomi Indonesia. Pertumbuhan mengalami peningkatan ketika merespon inovasi 
pada total deposito dan dana pihak ketiga yang berarti perbankan syari’ah di 
Indonesia memiliki peluang cukup bagus untuk berkontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi secara agregat (Ajija, Setianto dan Hudaifah, 2002: 1).   
Dinyatakan dalam (Suswadi, 2007) tentang Dana pihak ketiga dan Modal 
disetor hendaknya dapat dikendalikan, dikarenakan dana pihak ketiga (DPK) dan 
modal disetor dalam perbankan syari’ah selama ini memberikan dampak negatif 
terhadap laba yang diperoleh bank, disebabkan oleh masuknya DPK dan modal tetapi 
pembiayaan yang diberikan tidak seimbang. Bagi hasil yang diterima bank tidak 
seimbang dengan beban bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang akhirnya 
dapat mengurangi laba yang diperoleh bank syari’ah. Demikian halnya penempatan 
pada bank lain seharusnya dapat dikurangi untuk mengurangi pengaruh negatif 
terhadap laba perbankan syari’ah yang ditimbulkannya, sehingga dengan 





Peningkatan efisiensi operasional (Biro Perbankan Syari’ah, 2002) yang 
berdampak pada perbaikan tingkat return kepada nasabah tentunya akan memacu 
para investor untuk bermitra dengan perbankan syari’ah. Selain mengharapkan jasa 
keuangan yang sesuai dengan syari’ah, juga tentunya mengharapkan tingkat return 
yang lebih baik. Keterbatasan bankir syari’ah yang handal yang menguasai 
operasional perbankan syari’ah, serta teguh menjalankan prinsip syari’ah juga 
merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syari’ah. 
 Dalam rangka menyiasati perkembangan perbankan syari’ah, pemerintah telah 
mengeluarkan produk perundang-undangan, yaitu: Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yang merubah 
perundang-undangan terdahulu dengan pertimbangan, bahwa pengaturan mengenai 
perbankan syari’ah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus. Kemudian disusul dengan 
diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4357) yang menggantikan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Pemerintah RI, 2002). 
 Peraturan dimaksud  telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia 
untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syari’ah, melalui 
kewenangannya tersebut telah menetapkan sasaran pengembangan perbankan 




terciptanya sistem perbankan syari’ah yang kompetitif dan efisien (Biro Perbankan 
Syari’ah, 2002), dengan ditandai:  
Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global guna 
mencapai pengembangan sistem perbankan syari’ah nasional yang mempunyai daya 
saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, serta mampu 
berperan signifikan dalam sistem perekonomian nasional dalam rangka  perbaikan 
kesejahteraan rakyat dan memenuhi standar operasional keuangan internasional.  
Terwujudnya aliansi strategis yang efektif, dengan membangun kerjasama 
antar berbagai pihak yang merupakan komponen dari stakeholder, sekaligus 
merupakan kata kunci dari kemajuan dan kesinambungan operasional industri 
perbankan syari’ah dimasa yang akan datang, hal ini mengingat maju atau tidaknya 
industri perbankan syariah berada di tangan para pihak yang secara langsung ataupun 
tidak langsung merasakan manfaat kehadirannya memerlukan. Berkaitan dengan hal 
itu secara langsung atau tidak langsung akan terbentuk kerjasama dengan lembaga-
lembaga pendukung, antara lain: Badan Arbitrase, Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan 
Syari’ah Nasional/ MUI, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya.  
Dalam hal itu perlu dikedepankan beberapa hal yang mendasari penelitian 
terhadap efisiensi perbankan syari’ah yang didasarkan pada pemahaman, bahwa: 
Bank Islam atau syari’ah, merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syari’ah Islam; selain itu dia (baca: bank syari’ah) adalah bank yang tata cara 
beroperasinya mengacu mengikuti ketentuan-ketentuan Syari’ah Islam dalam Al 




(Karnaen dan Antonio, 1992: 1-2). Tata cara bermu’amalat dimaksud ditujukan untuk 
menghindari praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba dan diisi dengan 
kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan 
(Muhammad, 2005).  
Di sisi lain Bank Indonesia, melalui nomenklaturnya Biro Perbankan 
Syari’ah, telah diberi kewenangan untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan 
prinsip syari’ah. Melalui kewenangannya tersebut telah ditetapkan sasaran 
pengembangan perbankan syari’ah sampai tahun 2011, salah satunya adalah 
terciptanya sistem perbankan syari’ah yang kompetitif dan efisien. Dalam rangka 
menyiasati perkembangan perbankan syari’ah, pemerintah telah mengeluarkan 
produk perundang-undangan, yang merubah perundang-undangan terdahulu dengan 
pertimbangan, bahwa pengaturan mengenai perbankan syari’ah belum spesifik 
sehingga perlu diatur secara khusus. 
B. Identifikasi Masalah 
Efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu parameter kinerja yang 
cukup populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan 
dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. Dengan menggunakan metode 
SFA yang dipakai dalam penelitiannya diketahui, bahwa efisiensi perbankan syari’ah 
selama tahun 2003-2006 mengalami peringkat rata-rata pertahun sebesar 94,37 % 
(Suswadi, 2007) dan laba perbankan syari’ah ini sangat dipengaruhi oleh pembiayaan 




Pengertian secara etimologis  mengenai efisiensi (Tim Penyusun Kamus, 
1994) bermakna merupakan ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan 
sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaannya. Pada  
Masyarakat Ekonomi Barat efisiensi tampak dalam koordinasi berasal dari organisasi 
skala besar, sedangkan pada usaha Etnis Cina berasal dari pembentukan jaringan  
(Redding, 1996: 200-201). Pemusatan perhatian terhadap pembentukan jaringan 
bukan berarti mengganggap hal itu merupakan penentu utama pertumbuhan 
perusahaannya. Usaha untuk mengejar efisiensi inovasi dan bukan pada skala usaha 
bersumber dari sulitnya para pemain utama mendominasi sumber-sumber terbatas 
yang ada, dengan asumsi bahwa bila tak ada dominasi siapa pun bisa mengambil 
peranan dalam sistem ekonomi.  
Pada satu pemahaman yang lain dinyatakan bahwa efisiensi merupakan 
kemampuan kemampuan industri untuk menghasilkan output dengan 
mempertimbangkan input yang digunakan (Suseno, 2008), dalam rangka menjelaskan 
efisiensi dalam sistem ekonomi dibutuhkan model-model yang kompleks dan 
multidisipliner. Masalah efisiensi dirasakan semakin penting pada saat ini dan di 
masa mendatang karena adanya permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat 
kompetisi usaha yang bertambah ketat, dan meningkatnya mutu kehidupan yang 
berakibat pada meningkatnya standar kepuasan konsumen. Bank yang dalam kegiatan 
usahanya tidak efisien akan mengalami ketidakmampuan bersaing dalam 




masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha (Karnaen, 2005). Pada bagian 
yang lain dinyatakan, bahwa:  
“efisiensi ditentukan dari rasio antara biaya operasional dengan jumlah 
transaksi yang terjadi dan untuk meningkatkan efisiensi, maka jumlah 
transaksi harus diperbanyak, caranya dengan menambah modal untuk 
menambah pembiayaan”. 
Peneliti dengan memperhatikan konsepsi di atas selanjutnya mengajukan 
penelitian tesis dengan judul: Efisiensi Perbankan Syari’ah di Indonesia, Analisis 
Terhadap Kegiatan Bank Syari’ah yang terdaftar di Bank Indonesia. 
C. Pembatasan Masalah  
 Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan pembatasan masalah dalam 
lingkup penelitian ini, bahwa penelitian dilakukan terhadap kegiatan Bank-bank 
Umum Syari’ah (BUS) di Indonesia termasuk Bank Mu’amalah Indonesia, serta Unit 
Usaha Syari’ah (UUS)  pada Bank Umum Konvensional (BUK) tidak termasuk Bank 
Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) - Syari’ah Rural Bank yang terdaftar di Bank 
Indonesia dalam skala nasional.  
 Dalam rangka menunjang optimalisasi ketersediaan waktu dan ketersediaan 
data dalam rangka mendukung ketepatan hipotesis, penelitian ini mempergunakan 
dua lingkup, yaitu data keadaan bank syari’ah yang tercatat pada Kantor Bank 
Indonesia di Yogyakarta dan data rasio efisiensi perbankan syari’ah skala nasional 




D. Perumusan Masalah 
Memperhatikan uraian di atas dapatlah disusun rumusan permasalahan dalam 
kaitannya dengan analisis efisiensi perbankan syari’ah di Indonesia, sebagai berikut:  
1. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor berupa:  aset, modal, investasi, konsumsi, 
serta Non Performing Financing (NPF) secara partial pada kegiatan perbankan 
syari’ah di Yogyakarta terhadap rasio efisiensi perbankan syari’ah secara 
nasional dalam periode tahun 2007-2010? 
2. Apa faktor kegiatan perbankan syari’ah yang paling dominan berpengaruh 
terhadap tingkat efisiensi perbankan syari’ah?  
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh besaran pengaruh faktor-faktor 
dalam perbankan syari’ah dalam lingkup kerja Bank Indonesia di Yogyakarta 
terhadap rasio efisiensi perbankan syari’ah di Indonesia, disisi lain diharapkan dapat 
diketahui faktor-faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap besaran rasio 
efisiensi perbankan syari’ah di Indonesia. 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi kalangan perbankan syari’ah 
Sebagai bahan masukan kepada penentu kebijakan dalam perbankan dan 
keuangan syari’ah dalam memantapkan strategi pengembangan manajemen bank 




2. Bagi lembaga pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman 
keilmuwan baik secara teoritis dan praktis terhadap Ekonomi Pembangunan 
Islam di Indonesia pada khususnya, serta sebagai sarana membuka wawasan dan 
pengalaman menganalisis persoalan ekonomi perbankan pada masyarakat Islam. 
3. Bagi peneliti 
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar 
Magister Ekonomi Syari’ah pada Program Studi Manajemen Keuangan dan 





KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
A. Deskripsi Teori 
1. Pengertian Bank Syari‟ah  
Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pemerintah RI, 1992), beberapa 
kegiatan yang dilakukan meliputi: Penghimpunan dana; Penyaluran dana; Jasa 
keuangan perbankan. Didalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1, 
disebutkan: pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak.  
Fungsi sistem moneter di Indonesia adalah sebagai: 
a. Penyelenggara mekanisme “lalulintas” pembayaran yang efisien, sehingga 
lalulintas pembayaran dapat dilakukan dengan biaya hambatan seminimal 
mungkin; 
b. Menghubungkan penabung dengan penanam modal untuk keperluan 





c. Menjaga kestabilan tingkat harga dengan cara menciptakan uang dan 
jumlahnya sesuai keperluan riel perekonomian. 
Bank utamanya didudukkan sebagai suatu perantara keuangan dengan 
menghimpun tabungan dari masyarakat berdasarkan mudlarabah dan 
menindaklanjutinya modal kepada para wiraswastawan dengan dasar yang sama. 
Laba pada masing-masing pihak (wiraswastawan atas modal yang dipinjami dari 
bank) dibagi menurut prosentase yang disepakati secara timbal balik. Di sisi lain 
bank juga menyelenggarakan layanan perbankan yang umum dengan 
membebankan biaya atau pungutan komisi. Modal yang dimiliki bank sendiri 
ikut, serta dalam sirkulasi usaha dengan tawaran jasa-jasa bank dan modal 
dengan dasar bagi hasil. Dengan menyisihkan sejumlah tertentu untuk biaya 
administrasi, hasil bersih dari dari perhitungan-perhitungan ini merupakan laba 
dari usaha bank.  
Perbankan Islam didasarkan pada dua prinsip utama yang digariskan 
dalam syari‟ah: larangan bunga (dibaca: riba) dan penggantiannya dengan bagi 
hasil juga diperlukan dan dapat diterima (Siddiqi, 1983). Penggantian bunga 
dengan bagi hasil terhadap tingkat keuntungan modal yang dipinjamkan bank-
bank dan pelunasannya akan sepenuhnya bergantung pada produktivitas 
perusahaan yang diusulkan. Wiraswastawan yang bekerja dengan modal yang 
diperoleh dari bank dapat memaksimalkan imbalan dengan maksimalisasi laba 
perusahaan, disisi lain keahlian bankir akan bekerja sama dalam menjamin 




Perbankan syari‟ah sebagai pelaksana prinsip ekonomi syari‟ah 
merupakan pencerminan nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua 
perspektif (Biro Perbankan Syari‟ah, 2002), yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai 
syari‟ah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme 
dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syari‟ah 
menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak 
memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. 
Dalam hal syari‟ah, secara filosofis  dinyatakan (Hamka, 1984: 310), 
bahwa: manusia lebih memerlukan kepada Syari‟at Allah daripada kepada tabib, 
kalimat tersebut berpijak pada konsepsi sebab tabib diperlukan untuk menjaga 
kesehatan badan, sedangkan syari‟at dimaksudkan untuk menjaga kesehatan 
jiwa/ hidup. Syari‟at bukanlah rancangan manusia, yang dijalankan setelah 
dialami dan diderita, dia datang dari wahyu Ilahi yang suci dan tak tercampur 
dengan yang batil dan kerusakan. 
 Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam 
melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap 
pengembangan perbankan syari‟ah. Bank syari‟ah dengan sistem bagi hasil 
dirancang untuk terbinanya kebersamaan diantara: pemilik dana (shohibul maal), 
lembaga pengelola dana (mudlorib) dan masyarakat pengelola usaha, secara garis 
besar hubungan ekonomi (iqtishadiyat) yang berdasarkan syari‟ah ditentukan 
oleh hubungan perikatan (aqd) yang terdiri dari lima konsep dasarnya, yaitu: 




(al-ijarah), jasa/ fee (al-ajr walumullah). Secara operasional perbankan kelima 
hal diatas dikembangkan dalam: penghimpunan dan penyaluran dana, serta jasa 
(Muhammad, 2005: 86-88). 
Demikian halnya harapan Umat Islam terhadap keberadaan bank syari‟ah 
dimana bank yang dalam aktivitasnya, baik berupa: penghimpunan, penyaluran 
dana, maupun memberikan, serta mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, 
dalam konsepsi tanpa riba-nya pada kegiatan jual beli dan bagi hasil. Lebih lanjut 
dinyatakan Siddiqi (1983), kurang lebih terjemahannya sebagai berikut: 
Perbankan islam merupakan bagian dari Konsep Keuangan Islam yang di 
diimplementasikan ke dalam ranah perbankan. Sebuah sistem perbankan 
yang didasarkan pada prinsip syari‟ah yang mengimplementasikan prinsip-
prinsip yang  mendorong pembagian resiko, hak dan kewajiban pribadi, hak 
pemilikan dan sanksi atas perjanjian-perjanjian.  
Sedangkan pengertian umum dari perbankan syari‟ah, yang di beberapa 
negara disebut dengan istilah Islamic Bank (Rae, 2008: 7), adalah:  
Bahwa kegiatan perbankan syariah atau bank Islam mencoba menerapkan 
hukum Agama Islam (Syariah/ Shari‟a) ke dalam sektor perbankan atau 
bahkan kegiatan komersial modern lainnya. 
Dalam ungkapan umum dapat dinyatakan, bahwa: Bank umum syari‟ah adalah 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syari‟ah yang 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.   
Selanjutnya, laba dimaksud dibagikan pada semua modal yang terlibat, 




dalam perhitungan tersebut dibagi dengan nasabah menurut perbandingan yang 
telah disepakati bersama sebelumnya, oleh  karenanya laba yang diterima para 
nasabah dalam rekening mudlarabah merupakan bagian laba bank yang terutama 
berasal dari prosentase laba perusahaan yang dimodali oleh bank. Kehadiran 
bank yang mampu mengerahkan dana masyarakat sebanyak mungkin sangat 
diharapkan, disinilah Bank Islam tampil sebagai alternatif sejalan dengan emosi 
keagamaan masyarakat Indonesia sehingga umat Islam yang belum 
memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang ada perlu memanfaatkan jasa 
perbankan Islam seoptimal mungkin.  
Hal itu menjadi alasan utama dalam praktek kegiatan bank syari‟ah yang 
dalam hubungannya dengan hal itu dapat dikemukakan, bahwa terdapat 
perbedaan diantara sistem bunga dengan bagi hasil dalam Tabel 2.1. berikut ini: 
Tabel  2.1. 
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil 
No. Bunga Bagi Hasil 
a. 
Penentuan bunga dibuat pada 
waktu akad dengan asumsi harus 
selalu untung 
Penentuan besarnya rasio bagi hasil 
dibuat saat akad dengan pedoman 
pada kemungkinan untung dan rugi 
b. 
Besarnya persentase untung 
berdasarkan modal yang 
dipinjamkan 
Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan jumlah untung yang 
diperoleh 
c. 
Pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan lainnya 
Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan atau kerugian proyek 
yang dijalankan 
d. 
Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat walaupun jumlah 
keuntungan berlipat 
Jumlah pembagian laba meningkat 





No. Bunga Bagi Hasil 
f. Eksistensi bunga diragukan 
Tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil 
 
Dalam rangka mencegah perbuatan yang dilarang dalam Al Qur‟an 
maupun Al Hadist, dalam operasinya perbankan syari‟ah tidak menerapkan 
sistem bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. 
Pendek kata bank syari‟ah (Muhammad, 2005) merupakan bank yang beroperasi 
dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau merupakan lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 
lintas permbayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 
dengan Prinsip Syari‟ah Islam.  
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka legalitas hukum 
baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syari‟ah telah diakomodir 
dengan jelas dan menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para 
pihak yang berkepentingan.  
2.   Karakteristik bank syari‟ah 
Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah 
hukum Islam yang bersumber dari Al‐Qur‟an dan Al‐Hadist. Kegiatan 
operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al‐Qurʹan 
dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan 




melalui fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 yang menggolongkan bunga bank 
termasuk riba dan menurut Al-Qur`an riba adalah haram. Pada kesempatan lain, 
dinyatakan bahwa: klarifikasi mengenai hakikat riba akan sangat menentukan 
pandangan dan sikap terhadap bunga uang yang selama ini dilakukan oleh 
lembaga-lembaga keuangan dan perbankan konvensional  (Dumairy, 1992).   
Dalam hal riba Allah Subhanahu Wata‟ala telah memfirmankannya dalam 
Al-Qur`an, Surat Al Baqarah: 275 – 279; Ali Imron: 130; An Nissa: 161; Ar 
Rumm: 39, sebagai berikut:  
                      
                                   
                             
                      
                      
                     
                
                           
                          





275.  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.   
276.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 
277.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. 
278.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
279.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
Tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan Surat Al Baqarah: 278 menyatakan, 
bahwa: ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar 
senantiasa bertaqwa kepada Allah – menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 
larangan-Nya – salah satu larangan-Nya adalah riba. Jika terbukti melakukan 
praktek riba, harta riba akan diambil sementara pokok modal tetap menjadi 
haknya, ketentuan ini diambil untuk mencegah kezaliman. Riwayat lain 
menyebutkan, bahwa para pemakan riba pada hari kiamat diseru, “Ambillah 
senjatamu dan berperanglah”. Kepada mereka yang melakukan riba sebelum 




kepada yang pernah berurusan dengannya (Al Misbah Al Munir fi Tahzib Tafsir 
Ibnu Katsir, 1999: 156) 
 
                             
    
130.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan. 
Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra., bahwa Nabi saw., bersabda: 
“Sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran” (HR. 
Muslim, 2991) 
                            
       
161.  Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka 
telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 
dengan jalan yang batil Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih. 
                                 
                
39.  Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, 





Mengenai riba sebagaimana disebutkan diatas, ada dua jenis, yaitu: 
nasi’ah dan fadhl,  riba nasi’ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh 
orang yang meminjamkan, sedangkan riba fadhl ialah penukaran suatu barang 
dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya dikarenakan orang 
yang menukarkan mensyaratkan demikian. Dalam hal ini diriwayatkan oleh 
Umar bin Khatab r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Penukaran perak 
dengan emas itu riba, kecuali dengan serah terima secara langsung dan juga 
penukaran gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan serah terima langsung 
dan penukaran kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan serah terima secara 
langsung” (HR. Muslim, 2968)   
Riba yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah riba nasi’ah yang 
berlipat ganda dan hal itu sangat yang umum berlangsung dalam masyarakat 
Arab Zaman Jahiliyah. Sedangkan keadaan yang diterimakan orang yang 
mengambil riba tidak tenteram jiwanya, seperti orang kemasukan syaitan. Riba 
yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, 
sedangkan yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta 
itu, atau meniadakan berkahnya dan yang dimaksud dengan menyuburkan 
sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau 
melipatgandakan berkahnya. maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan 
riba dan tetap melakukannya. 
Keharaman riba disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW 




Nabi SAW, bersabda: “Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah 
(dosanya) sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya” (Mattafaun 
„Alaih). Riwayat yang lain disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
SAW, bersabda: “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 
empat golongan memasuki syurga atau tidak mendapat petunjuk, yakni: 
peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang 
menelantarkan ibu/ bapaknya” (Mattafaun „Alaih).  
Melalui sahabat, Ibnu Abbas diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau 
bersabda: “Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti 
telah siap menanti kedatangan Azab Allah SWT” (Mattafaun „Alaih). 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengagendakan pembicaraan tentang 
bank tanpa bunga secara khusus dalam forum lokakarya pada tahun 1990, yang 
merekomendasikan pembahasan lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV 
MUI. Berdasarkan amanat Munas IV MUI itulah kemudian dibentuk Kelompok 
Kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Empat tahun setelah deregulasi 
Pakto 1988, tepatnya di tahun 1992 kegiatan operasional perbankan syari‟ah di 
Indonesia dimulai. 
Alasan praktis pendirian bank Syari‟ah, dikarenakan sistem perbankan 
berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan 
(Muhammad, 2005), sebagai berikut: 




b) Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan 
kebangkrutan; 
c) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya 
membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok bunganya; 
d) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha 
kecil; 
e) Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali 
bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga 
mereka. 
Peranan utama bank syari‟ah adalah perantara keuangan antara para 
penabung-deposan (rumah tangga) dengan para investor-shohibul mal 
(perusahaan). Gagasan bank tanpa bunga didasarkan pada konsep Hukum Islam 
syirkah (persekutuan) dan Mudlarabah yang tumbuh dan berkembang hingga 
menjadi model perbankan di awal 1970-an. Bank-bank melaksanakan dua jenis 
“usaha”, yaitu: pertama, menawarkan jasa dengan memungut biaya dan komisi 
sedangkan kedua, berperan sebagai sumber pemberi modal dengan pemilihan 
yang adil terhadap kaum usahawan yang mencari modal dari bank tersebut 
dengan mensyaratkan untuk berbagi keuntungan dari perusahaan mereka yang 
produktif.  
Dalam mengelola usaha perbankan syari‟ah dikenal prinsip-prinsip 




a. Mudlarabah,  merupakan penanaman dana dari  pemilik  dana (shahibul 
maal) kepada pengelola dana (mudlarib) untuk melakukan kegiatan usaha 
tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi 
(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) 
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 
sebelumnya.  
b. Musyarakah,  sebagai  penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk 
mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan 
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, 
sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan 
pembagian dana/modal masing-masing.  
c. Murabahah, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah 
dengan tingkat keuntungan yang disepakati.  
d. Ijarah, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau 
imbalan jasa.  
e.  Ijarah Wa Iqtina, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau 
barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang 
menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-
waktu.  
f. Salam, adalah jual beli barang dengan cara  pemesanan dengan  syarat-syarat 




g. Istishna`, merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan 
pembayaran sesuai dengan kesepakatan.  
h. Qard, jenis pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak 
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan 
dalam jangka waktu tertentu. 
Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai 
intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan 
dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka bank syari‟ah Fungsi dari 
perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana 
masyarakat, juga melakukan fungsi sosial (Pemerintah RI, 2008), yaitu (1) dalam 
bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah 
dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk 
lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan 
menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk.  
Prakarsa mendirikan Bank Islam di Indonesia dipengaruhi oleh tumbuh 
kembang perbankan di negara-negara Islam pada periode awal tahun 1980. 
Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu, sebelum deregulasi perbankan 1 Juni 
1983 itu, bank konvensional sudah dikenal masyarakat Indonesia hingga 
sekarang kebanyakan merupakan bank yang menerapkan sistem bunga. Dalam 
keadaan demikian Bank Islam tidak mungkin beroperasi karena pemerintah 




diberlakukan deregulasi 1 Juni 1983 sampai dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 
1988) belum ada umat Islam yang mendirikan bank yang beroperasi tanpa 
bunga.Berdasarkan hasil lokakarya yang diadakan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) pada tahun 1990 direkomendasikan tentang perlu dibentuknya lembaga 
keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil, menindaklanjuti rekomendasi tersebut 
pada tahun 1992 didirikanlah Bank Mu‟ammalat Indonesia dan merupakan bank 
pertama di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil, sekalipun sebelumnya 
sudah terdapat beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah 
menerapkan konsep bagi hasil dalam operasionalnya. 
Menilik hal tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat mulai 
membutuhkan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa 
keuangan sesuai syari‟ah dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah 
memasukkan kemungkinan tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari‟ah yang merupakan 
penyempurnaan atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha 
perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang kemudian dijabarkan 
dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan 
prinsip bagi hasil. Ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dua 
terakhir telah dijadikan dasar hukum beroperasinya bank syari‟ah di Indonesia 
(Biro Perbankan Syari‟ah, 2002) yang menandai diawalinya sistem perbankan 




3. Perkembangan bank syari‟ah di Indonesia 
Bank Islam di Indonesia secara operasional perlu disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi masyarakat dan negara Indonesia baik di bidang ekonomi 
maupun hukum, pada bidang ekonomi penyesuaian dilakukan pada sistem atau 
kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan 
(Sumitro, 1997: 61). Bank Islam perlu menyesuaikan dengan kondisi riel sistem 
moneter nasional selain juga meningkatkan kemampuan sebagai kekuatan 
pendukung bagi terlaksananya fungsi sistem moneter di Indonesia.  
Perkembangan perbankan syari‟ah bertambah pesat dengan 
diperkenankannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi syari‟ah 
(Syafi‟i, 2001) setelah ditandatanganinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 
yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang 
dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari‟ah. Pada tahun 1998 
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan 
landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan Perbankan Syari‟ah di 
Indonesia. Hingga kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diamandemen dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat 
menjalankan tugas berdasarkan prinsip syari‟ah, hal itu telah memberikan 
landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan 




Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah, maka sejak disahkannya pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki 
beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati (Pemerintah RI, 2008), 
meliputi: 
a.   Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan 
Rakyat Syari‟ah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan 
antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari‟ah. 
b.  Definisi Prinsip Syari‟ah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan 
penting, yaitu: (1) prinsip syari‟ah adalah prinsip hukum Islam dan (2) 
penetapan pihak/ lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi 
dasar prinsip syari‟ah. 
c.  Penetapan Dewan Pengawas Syari‟ah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya 
akuntan publik, konsultan dan penilai. 
d.  Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi 
yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). 
Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, 
transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan 
transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).  
Bagan 2.1. 


























DPS – Dewan Pengawas Syari’ah
 
Sumber : Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, hal. 12. 
Secara garis besar dalam gambar 2.1 Institusi Pendukung Perbankan 
Syari‟ah dapat dibagi kedalam 4 area, yaitu:  
a. Pengawasan, dari sisi operasi usaha dilakukan oleh Bank Indonesia dan dari 
sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 
(DPS), yang berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).  
b. Pasar Keuangan, secara domestik dengan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan 
prinsip Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen Sertifikat Investasi 
Mudharabah Antar-bank, dan secara internasional dengan Pasar Keuangan 




c. Lembaga Hukum dan Arbitrase, untuk menyelesaikan masalah-masalah 
hukum yang muncul dalam pengoperasian perbankan syariah, dilakukan oleh 
Badan Arbitrase Syariah. Pada saat ini fungsi arbitrase syariah baru dilakukan 
oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).  
d. Lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
dan lembaga lainnya yang akan dibentuk.  
Di sisi lain sebagai konsekuensi atas keberadaan di atas, terdapat 
beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi 
institusi pendukung yang ada, seperti: 
a. Auditor Syari‟ah, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syari‟ah 
oleh bank; 
b. Pasar Keuangan Syari‟ah Internasional, yang merupakan sarana perdagangan 
instrumen-instrumen keuangan syari‟ah dalam valuta asing yang bermanfaat 
untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan; 
c. Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syari‟ah (FKPPS) yang 
mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat tentang perbankan syari‟ah; 
d. Lembaga Penjamin Pembiayaan Syari‟ah, yang memberikan jaminan kepada 
bank syari‟ah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan 
nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut; 
e. Pusat Informasi Keuangan Syari‟ah, yang berfungsi menghubungkan sektor 




pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin 
dibiayai; 
f. Special Purpose Company, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank 
syari‟ah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga 
menyediakan kesempatan berinvestasi secara syari‟ah kepada bank-bank 
lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.  
Dalam hal ketentuan kepemilikan bank berdasarkan prinsip syari‟ah oleh 
badan hukum Indonesia setinggi‐tingginya sebesar modal sendiri bersih badan 
hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari 
modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan 
hukum perseroan terbatas/ perusahaan daerah, atau penjumlahan dari simpanan 
pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil 
usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.  
Bentuk hukum suatu bank berdasarkan prinsip syariah dapat berupa: 
Perseroan Terbatas; Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Bank Syariah yang telah 
mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah wajib mencantumkan dengan jelas kata ”syariah” setelah kata 
”bank” atau nama bank (Pemerintah RI, 2008). Sedangkan Unit Usaha Syari‟ah 
(UUS) yang telah mendapatkan izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas 





4. Efisiensi Bank Syari‟ah  
Perbankan syari‟ah sebagai entitas perekonomian nasional tidak dapat 
terlepas dari persoalan tiga fungsi keuangan, yaitu: penggunaan (investasi), 
perolehan (pendanaan); dan pendistribusian (struktur permodalan dan kebijakan 
dividen).  Intermediary institution (misal: bank) yang bertindak selaku mudlarib 
sekaligus pula shohibul mal, yang dibedakan peranannya sebagai penerima dana 
(funding) atau penyalur uang (financing) diantara pihak perusahaan (yang 
membutuhkan dana) dengan pihak investor (yang menyediakan dana), 
selanjutnya bertindak untuk melaksanakan fungsi financial market guna 
memperlancar sirkulasi dana dari pihak pemilik modal ke pihak perusahaan yang 
membutuhkan modal. 
Secara riil tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku keuangan, baik 
itu bank syari‟ah maupun konvensional. Penghapusan riba dalam kehidupan 
perbankan memang mutlak dilaksanakan, dikarenakan tiada satu agama pun yang 
menghalalkannya. Dalam hal ini dari hubungan yang tercipta dalam kegiatan-
kegiatan penghimpunan dana; penyaluran dana; jasa keuangan perbankan pada 
bank syari‟ah dengan mekanisme sistem bagi hasil dan penentuan nisbah atas 
dana yang dioperasionalkan melalui intermediary institution akan dapat 
menyegarkan dan menghidupkan keuangan nasional.  
Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat 
return kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra 




sesuai dengan syari‟ah tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik. 
Hal ini tentunya perlu dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan 
global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan 
tetapi juga dari industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan 
jasa sejenis.  
Keterbatasan bankir syari‟ah yang handal dan menguasai operasional 
perbankan syari‟ah, serta teguh menjalankan prinsip syari‟ah juga merupakan 
masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syari‟ah. Usaha 
peningkatan kualitas sumber daya insani juga mencakup peningkatan 
kemampuan manajerial dan operasional bank syari‟ah. Selain melakukan 
efisiensi internal, pengembangan sistem perbankan syari‟ah dapat pula 
menerapkan strategi ekspansi „economies of scale‟ dan/ atau „economies of 
scope‟.  
Penerapan strategi skala ekonomi (economic scale) dilakukan secara 
horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis dengan 
mitra usaha domestik maupun internasional yang dapat dilakukan dengan 
menambah kelengkapan instrumen transaksi syari‟ah (termasuk dengan 
memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat 
meningkatkan fleksibilitas jasa keuangan syari‟ah bagi masyarakat. Sejalan 
dengan bertambahnya jaringan kantor bank syari‟ah pada kurun waktu 2004 




pembiayaan sektor ekonomi di Indonesia tampak peningkatan yang signifikan 
pada beberapa sektor.  
Perkembangannya dapat dilihat pada Grafik 2.1. yang merupakan data 
olahan dengan Microsoft-Excel 2007, sumber data dari Statistik Perbankan 
Indonesia.  
 
Grafik 2.1 Fluktuasi Pembiayaan Perbankan Syari‟ah 
Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2007 - 2010 
Urutan numerik pada tabel dibawahnya menunjukkan sektor ekonomi, 
untuk nomor 1, sektor pertanian, perburuan dan sarana prasarana pertanian; 
nomor 2, sektor pertambangan dan nomor 3, sektor perindustrian; pada nomor 4, 
sektor listrik, gas dan air;  sedangkan nomor 5, sektor  konstruksi; nomor 6, 
perkembangan pada sektor perdagangan, restoran dan hotel; nomor 7,  sektor 




sektor Jasa sosial/ kemasyarakatan dan lain-lain dicantumkan pada nomor 9 dan 
10.  Dari data diatas dapat diintrepretasikan, bahwa tahun 2008 terjadi penurunan 
pada sektor perindustrian sebesar Rp 31 Miliar dari tahun sebelumnya.  
a. Pengertian efisiensi perbankan 
Perbankan memiliki peran dalam mendukung efektivitas kebijakan 
moneter dengan tujuan mencapai stabilitas harga. Perhatian terhadap seberapa 
besar efisiensi perbankan menjadi penting, terutama dalam mendukung 
kinerja perbankan untuk melaksanakan peran fungsional dalam 
mengalokasikan kredit. Peran ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan ekonomi, yaitu: menjamin tersedianya sejumlah kredit yang 
dibutuhkan untuk pengeluaran investasi ataupun menjalankan sektor ekonomi 
lainnya. 
Efisiensi perbankan menjadi salah satu faktor penting dalam 
mendukung kelancaran proses transmisi kebijakan moneter. Perbankan 
memiliki peran dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter dengan 
tujuan mencapai stabilitas harga. Efisiensi yang dapat didefinisikan sebagai 
rasio antara output dengan input dimana didalamnya terdapat tiga faktor yang 
menyebabkan efisiensi (Sutawijaya dan Lestari, 2009: 52), yaitu apabila 
dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input 
yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan input yang besar 




Perhatian terhadap seberapa besar efisiensi perbankan menjadi 
penting, terutama dalam mendukung kinerja perbankan untuk melaksanakan 
peran fungsional dalam mengalokasikan kredit. Peran ini tentunya akan 
berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu: menjamin 
tersedianya sejumlah kredit yang dibutuhkan untuk pengeluaran investasi 
ataupun menjalankan sektor ekonomi lainnya.  
Sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria 
(Sullivan and Sheffrin, 2010), sebagai berikut: 
1) Tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya 
pengurbanan. 
2) Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatkan 
jumlah masukan. 
3) Tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. 
Definisi terhadap pemahaman tersebut tidak akan selalu sama akan 
tetapi pada umumnya akan mencakup semua ide yang hanya dapat dicapai 
dengan sumber daya yang tersedia. Dalam kaitannya dengan pengertian 
efisiensi yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat disampaikan di sini 
beberapa pemahaman terhadap konsep efisiensi. Efisiensi mengukur 
kemampuan industri untuk menghasilkan output dengan mempertimbangkan 
input yang digunakan (Suseno, 2008).  
Ditinjau dari teori ekonomi terdapat dua pengertian efisiensi, yaitu: 
efisiensi teknik dan efisiensi ekonomis, sudut pandang makro dimiliki 




efisiensi teknik yang bersudut pandang mikro. Sutawijaya et. al., (2009), 
menyatakan: Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas pada hubungan 
teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. 
Sedangkan (Chapra, 1996: 28) mendefinisikan efisiensi sebagai: “... to have 
attained optimum efficiency if an economy has been able to employ the total 
potential of its scarce human and material resources in such a way that that 
maximum feasible quantity of need-satisfying goods and services has been 
produced with a reasonable degree of economic stability and sustainable rate 
of future growth”. Pada bagian lain efisiensi biaya oleh Hassan, (2006), 
didefinisikan dengan: “Cost efficiency is defined as a measure of how far a 
bank’s cost is from the best practice bank’s cost if they were to produce the 
same output under the same environmental conditions”. 
Memperhatikan pengertian efisiensi di atas dapatlah kemudian 
dinyatakan, bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan yang 
menghasilkan sesuatu yang terbaik dikarenakan terwujudnya kesesuaian 
antara input dengan output atau antara modal yang digunakan untuk 
operasional dengan hasil optimal atau laba optimum. 
 Bank syari‟ah sebagai entitas ekonomi umat Islam yang memiliki 
karakter sebuah bangun usaha dengan dengan dasar keagamaan tentunya 
memiliki kriteria dengan tolok ukur tertentu dalam menilai kinerja 




syari‟ah di Indonesia dinilai dengan acuan yang ada pada Bank Indonesia 
sebagai otoritas perbankan yang dituangkan dalam regulasi praktek perbankan 
syariah, yaitu PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian final 
(Peringkat Komposit) Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Umum Syariah 
merupakan penggabungan penilaian faktor finansial dan faktor manajemen 
dengan menggunakan tabel konversi yang telah ditetapkan oleh BI (Selina and 
Nadratuzzaman, 2009), dimana dalam proses pengukuran aktivanya pada 
dasarnya berisi tentang 6 faktor CAMELS, yaitu: Permodalan (Capital), 
Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality), Manajemen (Management), 
Rentabilitas (Earning) dan Likuiditas (Liquidity).  
 Keadaan kinerja perbankan di Indonesia Indonesia periode Tahun 
2007-2010 ditunjukkan pada Tabel 2.3. sebagai berikut: 
Tabel 2.2. 
Efisiensi Bank Umum Syari‟ah di Indonesia  
Periode 2007-2010 
Indikator 2007 2008 2009 2010 
BOPO (%) 76,54 81,75 81,28 81,52 
FDR (%) 99,76 103,65 95,66 100,88 
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia  
Berdasarkan data olahan yang bersumber dari statistik perbankan Indonesia 
diatas tampak rasio biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO) 




dengan 2010. Bank Indonesia (BI) mencatat BOPO bank syari‟ah 2007 
sebesar 76,54%. Angka ini terus naik hingga 2008 menjadi 81,75% dan pada 
2009 mengalami penurunan sampai 81,28% terakhir 2010 naik menjadi 
81,51%. Hal ini dikatakan masih wajar mengingat biaya operasi seperti 
teknologi dan harga tenaga kerja sangat bergantung pada fluktuasi permintaan 
pasar teknologi dan tenaga kerja nasional. 
b. Pengukuran pengaruh variabel kinerja terhadap efisiensi 
Pengukuran efisiensi sebenarnya tidak akan menghadapi kendala jika 
bank hanya memiliki satu input dan satu output saja untuk proses 
produksinya. Namun hal demikian jarang dijumpai karena bank biasanya 
memerlukan multi input dan menghasilkan berbagai output dengan harapan 
akan memberi nuansa baru pada pengukuran kinerja perbankan dan dapat 
menjelaskan kinerja bank secara riil. Penggunaan rasio-rasio keuangan untuk 
mengukur efisiensi biaya merupakan cara yang banyak dipakai para analis 
perbankan. Selain dengan menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan, 
pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan pendekatan parametrik dan non 
parametrik.  
Pengukuran efisiensi perbankan Indonesia secara operasional dapat 
dilihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. 
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh pengamat ekonomi (Hartono, 
2009: 7), mengungkapkan bahwa salah satu indikator efisiensi perbankan 




terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin rendah rasio BOPO 
menunjukan, bahwa bank tersebut sudah melakukan efisiensi dalam 
mengeluarkan biaya-biaya operasionalnya. 
Efisiensi perbankan dimaksud menjadi salah satu faktor penting dalam 
mendukung kelancaran proses transmisi kebijakan moneter yang mana dengan 
rasio sebagaimana disebutkan diatas, sebagai sebuah perbandingan output 
(biaya operasional) dengan input (pendapatan operasional) yang dapat 
diformulasikan, sebagai berikut:  
 
Artinya, semakin rendah BOPO berarti semakin efisien kinerja bank tersebut 
dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya 
maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Dalam penelitian 
ini akan diperoleh besaran pengaruh dari faktor-faktor kegiatan dalam 
perbankan syari‟ah, yang merupakan akumulasi perhitungan atas produk 
perbankan syari‟ah dalam: simpanan (al-wadi’ah), bagi hasil (as-syirkah), jual 
beli (at-tijarah), Sewa (al-ijarah), jasa/ fee (al-ajr walumullah). Kegiatan-
kegiatan perbankan syari‟ah sebagaimana tersebut pada publikasi Statistik 
Perbankan Syari‟ah Bank Indonesia tampak mulai Maret 2010 telah 
dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan rasio-rasio perbankan yang 




Namun demikian menggunakan data tersebut akan mengandung resiko 
penolakan hipotesis dikarenakan data tidak lengkap/ terlampau sedikit untuk 
memenuhi keperluan data pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2010 dalam 
penelitian ini. Hasil pemaparan atas kegiatan kinerja perbankan syari‟ah 
banyak diungkap melalui perkembangan aset, modal, investasi, konsumsi, 
maupun Non Performing Financing (NPF) lingkup kerja Kantor Bank 
Indonesia di Yogyakarta. Hingga kemudian data dimaksud dipergunakan 
dalam penelitian ini sebagai variabel independent, dalam kaitannya dengan 
keterpengaruhannya terhadap tingkat rasio efisisensi (BOPO) bank syari‟ah 
yang terdaftar di Bank Indonesia dalam skala nasional.      
B. Penelitian yang Relevan 
Ditemui banyak model penelitian dari dalam dan luar negeri yang dapat 
dijadikan acuan dalam penelitian ini lebih lanjut,  berikut diketengahkan 
beberapa hasil penelitian yang relevan yang diinspirasikan dari persoalan-
persoalan efisiensi di kalangan perbankan pada Tabel 2.3. berikut ini:   
Tabel 2.3. 
Penelitian yang Relevan 
Study Method Units Research-Outputs 
Hadad, Muliaman D.; 
Santoso, Wimboh; Ilyas, 
Dhaniel; Mardanugraha, 
Eugenia (2003)  
Parametrik SFA 
dan DFA 
167 observasi cross 
section 
Merger dari bank tidak selalu dapat 
mempengaruhi biaya dari sebuah 
bank secara signifikan, dari 
perhitungan terhadap seluruh bank 
diketahui sedikitnya 1 dari 6 bank 
yang meningkat skor efisiensinya 
setelah merger. 
Donsyah Yudistira,2003  DEA model  18 Bank di 
London 
Bank-bank Islam yang mempunyai 
total asset lebih dari $600 miliar 
dikategorikan sebagai bank besar 




Study Method Units Research-Outputs 
total asset dibawah $600 miliar 
dapat dikategorikan sebagai bank-
bank sedang dan kecil. 
Hsien Chang Kuo, Yang Li, 
Gwo Hshiung Tzeng and Ya 
Hui Tsai, 2006  
Can Fuzzy DEA 
Effectively for 
banks at Taiwan.  
base from 48 banks 
Taiwannese 
commercial banks  
Pendekatan fuzzy DEA berhasil 
menemukan ketidakpastian efisiensi 
selain itu juga memiliki 
kemampuan  diskriminasi efisiensi 
yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan model DEA tradisional. 
Hamim S. Ahmad Mokhtar, 
Naziruddin Abdullah, Syed 




Data from the annual 
reports of 20 Islamic 
windows, 2 full 
fledged Islamic Banks 
and 20 conventional 
banks 
Tingkat efisiensi bank syari‟ah 
masih lebih rendah dibandingkan 
dengan bank konvensional, 
sedangkan bank Islam lebih efisien 
daripada unit usaha syari‟ah. Disisi 
lain bank asing jauh lebih efisien 
daripada bank lokal.   







productivity index)  
Research to 43 Islamic 
banks in 21 Muslim  
Bank Islam relatif tidak efisien 
 dalam  mengendalikan 
biaya, mereka relatif  efisien dalam 
menghasilkan keuntungan. Ditemui 
nilai rata-rata sebesar 73,3% untuk 
efisiensi alokatif sedangkan teknikal 
efisiensi sebesar 84,3%, sesuai 
dengan fakta bahwa kegiatan 
operasi bank secara keseluruhan 










Sebanyak 32 BUS dan 
dan 32 BUK  
 
 
Tingkat efisiensi (dengan proksi 
ROE) dari operasi Bank Syariah, 
berbeda secara berarti dibandingkan 
dengan tingkat efisiensi operasi 
bank konvensional. 




Data Bank Indonesia 
tahun 2000-2004, 
berupa neraca dan 
laporan laba rugi  
Jika bank merasa karyawan tidak 
memiliki skill dan kemampuan 
yang cukup maka bank dapat 
menghentikan atau mem-PHK-
karyawan terhadap pegawainya, 
dengan demikian bank bisa 
mengefisiensikan penggunaan 
tenaga kerjanya.  





Analysis (DEA)  
 
Sampel 10 bank yang 
terdiri 2 (BUS) dan 8 
bank konvensional 
yang memiliki (UUS). 
Kontrol manajerial telah dapat 
diterapkan secara seimbang pada 
bank syari‟ah swasta dan 
pemerintah sehingga menghasilkan 
tingkat efisiensi tertentu, jadi tidak 
perlu lagi dibedakan diantara 
keduanya dalam efisiensi 







asumsi OLS  
Studi pustaka (library 
research) dan 
penelitian lapangan 
(field research)  
Pada bank syariah yang 
berkembang saat ini pada 
komponen aktiva produktif 
berfokus hanya pada pembiayaan: 
surat berharga, penempatan pada 
bank lain, untuk variabel lan perlu 
diuji lebih lanjut signifikansinya. 










The data set for 34 
banks – 24 local and 
10 foreign  
DEA dan SFA memiliki 
potensi untuk memberikan bias 
perkiraan  inefisiensi  
karena kesalahan spesifikasi atau 
sejenisnya ke arah yang 
berlawanan.  




Dalam salah satu rekomendasi penelitian  dinyatakan secara parametrik 
melalui metode penelitian pendekatan SFA dan DFA yang dipakainya (Hadad et. 
al., 2003: 23) menyebutkan, bahwa: dapat dibuat variabel merger sebagai 
variable lingkungan (environmental variable) dalam model yang digunakan 
untuk mengestimasi fungsi biaya dalam periode data bulanan dari Januari 1995 
sampai dengan Juni 2003 secara parametrik diperoleh skor efisiensi DFA lebih 
beragam, dibandingkan dengan skor efisiensi SFA jika digunakan data bulanan 
dan tahunan yang menggabungkan seluruh bank. Dengan demikian dapat dilihat 
pula apakah merger dari bank tidak selalu dapat mempengaruhi biaya dari sebuah 
bank secara signifikan. Dari perhitungan menggunakan data seluruh bank 
diketahui sedikit bank (1 dari 6 bank) yang meningkat skor efisiensinya setelah 
merger. 
Melalui penelitian Hasan (2006) mengindikasikan bahwa melalui metode 
DEA analyzing terhadap laporan bank periode 1995-2001, diperoleh hasil 
penelitian dengan kedua teknik parametric (efisiensi biaya dan pendapatan) dan 
nonparametric (data envelopment analysis) yang mengindikasikan bahwa, 
kebanyakan industri perbankan syari‟ah disebukan relatif kurang efisien apabila 
dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hasil ini juga menunjukkan 
bahwa langkah-langkah efisiensi sangat berkorelasi dengan ROA dan ROE, 
sedangkan langkah-langkah efisiensi dapat digunakan bersamaan dengan rasio 




Pada paragraf lain dinyatakan pula, bahwa: “The average cost efficiency 
(stochastic cost frontier) is 73.5%, whereas the average profit efficiency (profit 
efficiency frontier) is 84.4%.” (Hasan, 2006: 63). Meskipun Bank 
Islam relatif tidak efisien dalam mengendalikan biaya,  mereka 
relatif efisien dalam menghasilkan keuntungan. Ditemui nilai rata-rata sebesar 
73,3% untuk efisiensi alokatif sedangkan teknikal efisiensi sebesar 84,3%. Hal 
ini sesuai dengan fakta bahwa kegiatan operasi bank secara keseluruhan tidak 
begitu didukung dengan peraturan di lingkungannya. 
Tahun 2000 merupakan tahun yang paling efisien disebutkan, bahwa: 
inefisiensi diantara 18 bank islam sebesar 10% relatif lebih banyak banyak 
dibandingkan dengan sistem konvensional. Sebagai gambaran selanjutnya 
dikatakan, bahwa industri perbankan syariah yang telah berpengalaman 
menunjukkan inefisiensi pada tahun 1998 dan 1999 rata-rata sebesar 0,870 dan 
0,897 dibandingkan dengan tahun 1997 dan 2000 yang besarnya rata-rata 0,902 
dan 0,909. Besarnya inefisiensi pada tahun 1998 lebih berpengaruh kepada 
inefisiensi secara teknis daripada skala efisiensi yang ada (Yudistira, 2003:13), 
untuk menganalisis besarnya hubungan efisiensi dan skala, bank-bank Islam 
yang mempunyai total asset lebih dari $600 miliar dikategorikan sebagai bank 
besar dan bank-bank yang mempunyai total asset dibawah $600 miliar dapat 
dikategorikan sebagai bank-bank sedang dan kecil. Apabila dilihat dari skala 




terjadi pada bank-bank besar, dengan skala terendah yang bernilai 0,915 pada 
tahun 1998. 
Dengan metode DEA (Sutawijaya, et. al., 2009) melalui Variabel input 
terdiri dari tenaga kerja dan aktiva perusahaan sedangkan dua variabel output 
adalah pendapatan bunga dan pendapatan non bunga diperoleh hasil perhitungan 
DEA yang  pada umumnya pencapaian rata-rata efisiensi setiap variabel 
mengalami penurunan. Sumber inefisiensi terbesar untuk seluruh bank terletak 
pada tenaga kerja dengan pencapaian efisiensi rata-rata sebesar 37,44 persen 
(CRS) dan 39,08 persen (VRS), artinya rata-rata bank belum memaksimalkan 
pemanfaatan inputnya. Untuk mencapai efisiensi maksimal, bank harus 
menambah penggunaan inputnya sebesar 62,56 (CRS) dan 60,92 (VRS) persen. 
Dengan kondisi yang demikian dapatlah kemudian direkomendasikan perlu 
adanya aturan internal bank untuk menggunakan sistem kontrak terhadap 
pegawainya, dengan demikian bank bisa mengefisiensikan penggunaan tenaga 
kerjanya. Jika bank merasa karyawan tidak memiliki skill dan kemampuan yang 
cukup maka bank dapat menghentikan atau mem-PHK-karyawan.  
Dengan formula David Cole’s ROE for bank (Bachruddin, 2006) 
menyimpulkan, bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara ROE pada Bank 
Syariah dengan ROE pada bank konvensional, mencerminkan bahwa tingkat 
efisiensi (dengan proksi ROE) dari operasi Bank Syariah, berbeda secara berarti 
dibandingkan dengan tingkat efisiensi operasi bank konvensional. Namun 




lebih kecil dibanding dengan bank konvensional (sebesar 14,34%). Hal ini 
memberi makna bahwa tingkat risiko dari operasi Bank Syariah lebih rendah 
dibanding dengan bank konvensional.  
Dikemukakan lebih lanjut bahwa komponen-komponen Profit Margin 
(PM); Asset Utilization (AU) dan Equity Multiplier (EM) pada bank syari‟ah 
secara serempak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ROE  dengan F 
Statistik (sebesar 15,118) dan tingkat signifikansi (sebesar 0,000). Hal itu 
memberi makna bahwa kebijakan-kebijakan pada bidang manajemen pemasaran 
(dengan proksi PM, t = 5,477), bidang manajemen aktiva (dengan proksi AU, t = 
3,766) dan bidang manajemen pasiva (dengan proksi EM, t = 3,475) memberikan 
peranan yang berarti dalam pencapaian tingkat efisiensi (dengan proksi ROE) 
pada Bank Syariah. Keadaan sebaliknya terdapat ditemui pada Bank 
konvensional dimana komponen-komponen PM, AU dan EM secara serempak 
tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ROE. Hal ini dapat dilihat pada 
nilai F Statistik (sebesar 1,560) dengan signifikansi (sebesar 0,221). Manajemen 
pemasaran, manajemen aktiva dan manajemen pasiva pada bank konvensional 
tidak memberikan peranan yang berarti terhadap tingkat efisiensi yang dicapai, 
komponen yang memberikan kontribusi yang berarti hanya dari PM (signifikansi 
sebesar 0,044). Sedangkan dari komponen-komponen AU dan EM tidak 
memberikan kontribusi yang berarti.  
Dalam perbankan syariah, tingkat efisiensi mengukur kemampuan 




syariah. Melalui analisis efisiensi dan skala ekonomi pada bank syari‟ah (Suseno, 
2008) disimpulkan, bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia tahun 
1999-2004 cukup efisien. Tingkat in-efisiensi rata-rata dari 10 bank yang diteliti, 
mencapai sekitar 7 persen. Perkembangan bank syari‟ah selama 1999 sampai 
dengan 2004 terdapat peningkatan efisiensi perbankan syariah rata-rata 2,3 
persen per tahun, sedangkan disisi yang lain tidak ditemui skala ekonomis dalam 
perbankan syari‟ah di Indonesia yang berarti tidak terdapat kecenderungan 
semakin tingginya skala usaha, maka akan efisiensi semakin meningkat.  
Lebih lanjut disimpulkan olehnya, bahwa: dilihat dari lingkungan 
kepemilikan dan struktur organisasi (perusahaan), tidak ada hubungan yang 
signifikan antara status kepemilikan bank ataupun struktur organisasi perbankan 
terhadap efisiensi teknis perusahaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam 
pemilihan bentuk struktur perbankan, antara BUS ataupun UUS, pertimbangan 
non teknis perlu lebih diutamakan, seperti: reputasi perbankan, tingkat ketaatan 
kepada syariah dan sebagainya, dan dari kedua jenis struktur tersebut, aspek 
kontrol manajerial telah dapat diterapkan secara seimbang sehingga mampu 
menghasilkan tingkat efisiensi bank swasta maupun bank milik negara terutama 
dalam aspek efisiensinya, jadi masyarakat tidak perlu lagi membeda-bedakan 
antara bank syari‟ah swasta ataupun bank syari‟ah milik negara, terutama dalam 
aspek efisiensinya.  
Hasil terhadap variabel-variabel independen faktor kualitas aktiva Bank 




Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 (Selina Febriyani, at. al., 2009: 
51-53) dapat disimpulkan dengan pada tingkat kepercayaan 95% (=0,05), 
diketahui: variabel Penempatan pada Bank Lain – PBL, variabel Surat Berharga 
Syariah – SBS, variabel Financial -- FINC secara parsial pada bank syari‟ah 
berpengaruh signifikan terhadap rasio utama Kualitas Aktiva Produktif – KAP; 
sedangkan variabel Rekening Administrasi – ADM pada bank syari‟ah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap rasio utama KAP (Kualitas Aktiva Produktif).  
Pada tingkat kepercayaan 99% (α = 0,01), variabel Surat Berharga 
Syariah --SBS saja yang berpengaruh signifikan terhadap rasio utama Kualitas 
Aktiva Produktif – KAP, sedangkan variabel Penempatan Bank Lain -- PBL, 
Financial -- FINC dan Administrasi -- ADM bank syari‟ah pengaruh tidak 
signifikan terhadap rasio utama KAP. Industri perbankan syariah yang 
berkembang saat ini, khususnya komponen aktiva produktif berfokus hanya pada 
pembiayaan: surat berharga, penempatan pada bank lain, sehingga harus dapat 
diuji kembali variabel lainnya yang sekiranya dapat mempengaruhi secara 
signifikan, misalnya pada penyertaan modal dalam saham pada perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan syariah, atau dengan dikeluarkannya komponen 
variabel ADM dalam model yang tidak berpengaruh terhadap perkembangan 
rasio kualitas aktiva produktif baik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor  




Permasalahan metode – DEA atau SFA – berbagai faktor mempengaruhi 
keunggulan satu diantara yang lain atas satu varian yang digunakan; kedua, DEA 
dan SFA memiliki potensi untuk memberikan bias 
perkiraan  inefisiensi karena kesalahan spesifikasi atau sejenisnya. Bias ke arah 
yang berlawanan  meningkatkan  kemungkinan perbedaan besar antara 
estimasi DEA dan SFA inefisiensi (Hasan, 2009). Di sisi lain penggunaan teknik 
SFA and DEA tergantung pada upaya yang dilakukan untuk mencari sifat dan 
tingkat hubungan kausal antara perkiraan inefisiensi dan lainnya dalam variabel 
relevan, seperti: ukuran perusahaan mereka berikut lokasi, perpajakan, 
pengeluaran publik, stabilitas,  investasi, keuntungan, harga saham dan 
sebagainya.  
C.  Kerangka Berpikir  
Berdasarkan uraian di atas selanjutnya dapat dinyatakan, bahwa faktor-
faktor perbankan syari‟ah di Yogyakarta berupa Aset (X1), Modal (X2), Investasi 
(X3), Konsumsi (X4) dan NPF (Non Performing Financial-X5)  mempunyai 
pengaruh terhadap efisiensi (Y) dalam rasio BOPO Bank Indonesia secara 
partialfaktor-faktor dalam kegiatan perbankan syari‟ah dengan faktor-faktornya, 
berupa: aset, modal, investasi, konsumsi, serta Non Performing Financing (NPF) 
sebagai variabel pengaruh (dependent variabels), sedangkan sebagai variabel 




perbankan syari‟ah di Indonesia, yang digambarkan dalam formulasi penelitian 
sebagaimana tampak pada bagan 2.2. di bawah ini., 
 
Bagan 2.2. 
Formulasi Pengaruh Kinerja terhadap Efisiensi Perbankan Syari‟ah 
 
D. Pengajuan Hipotesis 
Berdasarkan uraian di atas selanjutnya dapat dikemukakan 5 hipotesis atas  
variabel tak berpengaruh (dependent variable) terhadap variabel pengaruh 
(independent variable) dalam perbankan syari‟ah di Indonesia dimana dalam 
penelitian ini dikemukakan, sebagai berikut: 
H0    X1 tidak mempengaruhi Y 
Ha    X1 mempengaruhi Y  
H0    X2 tidak mempengaruhi Y 
Ha    X2 mempengaruhi Y  
H0    X3 tidak mempengaruhi Y 
Ha    X3 mempengaruhi Y  
H0    X4 tidak mempengaruhi Y 
Ha    X4 mempengaruhi Y  
H0    X5 tidak mempengaruhi Y 





A. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: besaran pengaruh faktor-
faktor dalam perbankan syari’ah di Yogyakarta, berupa: aset, modal, investasi, 
konsumsi, serta Non Performing Financial (NPF) secara parsial terhadap 
efisiensi dalam rasio BOPO perbankan syari’ah di Indonesia. Selain itu juga 
untuk diketahui faktor yang paling dominan berpengaruh diantara aset, modal, 
investasi, konsumsi atau Non Performing Financial (NPF) dalam perbankan 
syari’ah di Yogyakarta terhadap tingkat efisiensi perbankan syari’ah dalam 
rasio BOPO secara nasional.   
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Bank Indonesia sebagai lokasi penelitian adalah bank sentral di negara 
kesatuan Republik Indonesia, merupakan lembaga independen yang tidak 
menerima intervensi pemerintah dan memiliki kewajiban menolak atas intervensi 
terhadapnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, yang telah 
diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia 
mempunyai instrumen independence. Di dalam instrumen dimaksud, bank sentral 




moneter untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan setelah 
mempertimbangkan dampak terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan. 
Secara independesi personal, Bank Indonesia tidak menerima campur 
tangan pihak lain dalam menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan ditentukan 
Dewan Gubernur dalam masa jabatan lima tahun, dengan masa akhir jabatan 
secara berjenjang dan dapat diangkat kembali. Dewan diusulkan dan diangkat oleh 
Presiden RI dengan persetujuan DPR, Bank Indonesia tidak mempunyai goal 
independence, karena sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah 
berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam hal tugas dalam mengatur dan 
mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan berdasarkan prinsip 
prudential banking, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan 
usaha bank, melakukan pengawasan dan pemeriksaan berikut sanksi, serta 
pengalihan tugas pengawasan kepada pengawas sektor jasa keuangan. 
Penelitian ini mempergunakan data-data pada skala nasional, yang 
merupakan akumulasi dari kegiatan operasional dari bank umum syari’ah dan unit 
usaha syari’ah di Indonesia yang terdaftar pada Bank Indonesia, disajikan dalam 
Statistik Perbankan Indonesia sebagai publikasi resmi Bank Indonesia dalam 
website: http://www.bi.go.id. Publikasi tersebut bersifat periodik terbit setiap 
bulan sekali.  
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data atas faktor-faktor: aset, 
modal, investasi, konsumsi dan Non Performing financial (NPF) dalam 




Survey Tim Ekonomi Moneter Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta pada 
kurun waktu Bulan April 2007 sampai dengan Mei 2011. Kurun waktu data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah antara data  Bulan April 2007 sampai 
dengan Desember 2010.  
C. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kuantitatif 
yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara 
sistematis kuantitatif, mengenai keadaan yang terjadi serta hubungan 
pengaruh di antara kecenderungan-kecenderungan yang terdapat pada subjek 
penelitian. Dipergunakan metode analisis data dengan bantuan alat pengolah 
dalam aplikasi SPSS 16.0, sehingga data yang telah terkumpul kemudian 
dapat diberikan interprestasi dan digunakan untuk menjawab masalah yang 
telah dirumuskan dalam perumusan masalah. 
Penggunaan alat analisis diperlukan dalam rangka menyusun model 
statistika matematik atas data ekonomi yang memberi dukungan empiris 
model yang disusun dalam ilmu ekonomi matematis guna diperoleh hasil 
dalam angka (numerical result). Sebagai acuan dalam analisis ekonometri 
dipakai teori yang diajukan dalam hipotesis atau pertanyaan penelitian, yang 
daripadanya dibuatkan model ekonometri untuk menguji hipotesisnya. Setelah 
ditentukan estimasi model parameter dilakukan verifikasi kesesuaian dengan 




digunakan untuk estimasi. Untuk selanjutnya hasil estimasi dipergunakan 
sebagai dasar yang dipergunakan dalam menyusun kesimpulan penelitian. 
Definisi operasional terhadap variabel bebas (X) yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang terdapat dalam kegiatan 
operasional perbankan syari’ah yang merupakan akumulasi dari pelaksanaan 
akad dalam operasional perbankan syari’ah di Yogyakarta, yaitu: 
1. Aset (X1), dalam kegiatan perbankan syari’ah aset merupakan 
kelengkapan umum operasional perbankan, yang berhubungan dengan 
sarana dan prasarana pendukung operasionalnya. Ketersediaan kantor 
beserta kelengkapannya sangat berarti dalam operasionalisasi bank 
syari’ah di Yogyakarta; 
2. Modal (X2), dimaksud dengan modal dalam hal ini adalah kegiatan 
pembiayaan terhadap permodalan yang telah dilaksanakan bank syari’ah 
di Yogyakarta sesuai dengan akad mudlarabah yang menjadi kesepakatan 
dalam membetuk pembiayaan modal bersama diantara nasabah dengan 
pihak bank syari’ah di Yogyakarta; 
3. Investasi (X3), pembiayaan bank syari’ah pada kegiatan investasi, baik 
dalam akad mudlarabah/ musyarakah dalam dunia usaha di Yogyakarta  
4. Konsumsi (X4), pembiayaan terhadap kegiatan konsumsi, baik itu 





5. Non Performing Financial-NPF (X5), lebih merupakan rasio perbankan 
berkenaan dengan yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total 
pembiayan, dalam bank konvensional lebih dikenal dengan NPL-Non 
Performing Loans. 
Kelima faktor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama 
dioperasionalkan dalam sistem perbankan syari’ah yang dalam penelitian ini 
merupakan variabel independen (X). 
D. Populasi dan Sampel 
Hingga akhir tahun waktu 2010 komposisi bank syari’ah dan unit 
usaha syari’ah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini: 
Tabel 3.1. 
Perkembangan Jumlah  




Bank Umum Syari’ah 
Perusahaan Kantor Perusahaan Kantor 
2007 23 190 3 398 
2008 28 214 5 576 
2009 25 256 6 711 
2010 23 244 10 1058 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Statistic) 
Dari data diatas dapat diketahui, bahwa memasuki tahun 2010 terdapat 
peningkatan jumlah Bank Umum Syari’ah yang berbeda dari beberapa tahun 
sebelumnya, namun demikian pada Bank Konvensional dengan Unit Usaha 




perubahan beberapa Unit Usaha Syari’ah pada beberapa Bank Umum 
Konvensional berubah  menjadi Bank Umum Syari’ah (spin-off). 
Populasi yang menjadi sumber asal sampel diambil, merupakan suatu 
jumlah  dalam penelitian. Batas populasi bukanlah tempat dan waktu penelitian, 
tetapi karakteristik elemen atau individu populasi. Dalam penelitian ini 
populasi yang dipergunakan adalah keseluruhan keadaan kinerja pada BUS dan 
UUS di Bank Umum Kovensional yang terdaftar pada Bank Indonesia.  
Dari data bulanan pada kurun waktu April 2007 sampai dengan 
Desember 2010 yang dikumpulkan diperoleh 45 data, yang merupakan 
akumulasi kegiatan perbankan syari’ah di Yogyakarta, berupa: aset, modal, 
investasi, konsumsi, serta Non Performing Financing (NPF). Di sisi lain data 
efisiensi bank syari’ah skala nasional berupa rasio BOPO, dipergunakan data 
hasil rata-rata tahunan (2007) dan rata-rata data triwulanan yang dipakai untuk 
mengisi kekosongan data tahun 2008.  
Dalam penelitian ini efisiensi bank syari’ah sebagai dependent 
variabel (Y) dipaparkan sebagai rasio biaya operasional atas pendapatan 
operasional (BOPO) yang merupakan data statistik yang dipublikasikan 
secara periodik Bank Indonesia sebagai informasi statistik perbankan 
syari’ah. Sedangkan variabel bebas - independent variabels  (X) yang 
dipergunakan adalah faktor-faktor dalam kegiatan perbankan syari’ah, berupa: 




berada dalam lingkup kerja Bank Indonesia di Yogyakarta, variabel tersebut 
menampilkan kriteria tertentu terhadap kinerja perbankan syari’ah (BI, 2010). 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data kegiatan bank-bank syari’ah  yang diperlukan adalah data-data rasio 
perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia  yang dipublikasikan secara 
periodik runtut waktu (bulanan), dalam hal ini dipergunakan data yang dimuat 
dalam website: http://www.bi.go.id. Data lain berupa data kegiatan perbankan 
syari’ah pada  Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta. Jenis data yang diperlukan 
berupa indikator perbankan syari’ah di Yogyakarta, antara lain: aset, modal, 
investasi, konsumsi, serta Non Performing Financing (NPF) dalam kurun 
waktu April 2007 s.d. Maret 2011.  
Beberapa literatur sebagai referensi dari dalam dan luar negeri 
diperoleh dari wacana publikasi/ journal ilmiah melalui media elektronik yang 
didownload sedemikian rupa sesuai alamat website penerbitnya dalam bentuk 
PDF format. Beberapa referensi diperoleh juga melalui media seminar 
perbankan syari’ah yang sengaja diikuti dalam rangka sharing pemahaman 
terhadap wawasan Ekonomi Islam khususnya di Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan data data non-eksperimental yang disusun 
dalam sebuah data gabungan (pooled data), selain tersaji dalam runtut waktu (time-
series data) dalam periode bulan maupun hasil rata-rata tahunan/ kwartalannya. 




menampakkan konsistensi data dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. 
Rangkaian waktu tidak lain adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, 
kejadian, gejala atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti 
menurut urutan kejadian (Sutrisno, 2004:353) dan kemudian disusun sebagai data 
statistik. Sebagai teknik dalam statistik, analisis ini baru dapat dilakukan terhadap 
data yang sudah dikuantitatifkan.    
F. Teknik Analisis Data  
Metode analisis data dalam penelitian ini dipergunakan metode 
kuantitatif bersifat konfirmatori (confirmatory analysis), analisis yang 
dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori yang telah ada. Kesimpulan 
yang mendukung teori, maka teori dapat diterima kembali untuk 
dipertahankan. Sifatnya yang konfirmatoris, maka penelitian kuantitatif 
didasarkan pada kebenaran awal yang menjadi landasan dugaan. Untuk dapat 
diperoleh hasil analisis kuantitatif dipergunakan regresi berganda dalam 
formulasi pengaruh kegiatan perbankan syari’ah di Yogyakarta dalam 
indikatornya: aset, modal, investasi, konsumsi, serta Non Performing 
Financing (NPF) terhadap rasio efisiensi perbankan syari’ah di Indonesia 
dengan formulasi analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang 






Di mana : 
Y  = efisiensi 
a   = konstanta 
b1,2,3,4,5  = slope 
X1   = variabel Aset  
X2   = variabel Modal 
X3   = variabel Investasi 
X4   = variabel Konsumsi  
X5  = variabel NPF 
   = residual   
 Selanjutnya dari data di atas pengaruh  nilai X terhadap nilai Y  akan 
diestimasi dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS).  OLS adalah 
teknik estimasi yang ditemukan untuk mencari berapa setiap perubahan atau 
perbedaan X diikuti oleh nilai rata-rata Y. OLS bukan satu-satunya 
pendekatan untuk mengestimasi pengaruh X dan Y, tetapi OLS adalah 
estimasi yang baik dalam arti menghasilkan estimasi yang tidak bias dan 
efisien.  
1. Uji normalitas ui  
Dalam rangka tekni uji ini digunakan uji Jarque Bera, yang 
memiliki langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 1995:143-4). 
Dimana S adalah Skewness (kemencengan) dan K dari Kurtosis 
(keruncingan), angka perolehan dari SPSS 16.0 dimasukkan ke dalam 



















Sedangkan dari SPSS 16.0 diperoleh hasil perhitungan untuk isian 
nilai S dan K. Hasil hitung JB kemudian dibandingkan dengan tabel Chi 
Square dengan derajat bebas 2. Besarnya nilai chi square (X
2
) dengan 
derajat bebas 2 dan level keyakinan 95 pesen = 7,37 dan untuk keyakinan 
99 persen = 9,21. Singkatnya jika JB hitung lebih besar dari 9,21, maka 
data yang diuji tidak normal. Sebaliknya jika nilai JB hitung < 9,21 data 
termasuk dalam klas distribusi normal. 
2. Koefisien Determinasi 
Determinasi R
2
 yaitu koefisien determinasi, dimana R
2
 
menyatakan berapa besar kemampuan variabel-variabel independent, 
berupa indikator dalam kegiatan perbankan syari’ah di Yogyakarta:  aset, 
modal, investasi, konsumsi, serta Non Performing Financing (NPF) dapat 
menerangkan pengaruhnya terhadap variabel dependen rasio efisiensi 
bank syari’ah di Indonesia.  
Formula untuk mengukur R
2
 adalah sebagai berikut  (Gujarati, 
1995: 76), sebagai berikut: 
 
Dimana Yˆ adalah nilai Y estimate atau estimasi garis regresi dan Y  
adalah nilai Y rata-rata. Yˆ diperoleh dengan memasukkan nilai parameter 




dengan 1, dimana R2 = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan 
Y, sedang adjusted R2 = 1, menunjukkan hubungan yang sempurna antara 
X dan Y, yang artinya perubahan X mampu menjelaskan 100% 
perubahan Y, dengan R2 mendekati 0 berarti model yang digunakan 
kurang baik.  
3. Uji F 
Uji statistik F didasarkan untuk mengetahui adanya pengaruh 
semua variabel independen atau bebas yang pergunakan dalam model 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (Gozhali, 2009: 
88-89). Pijakan hipotesisnya adalah: 
Ho:b1=b2=...=bk=0  apakah semua variabel bukan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen  
Ha:b1≠b2≠...≠bk≠0  semua variabel independen secara simultan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
variabel dependen 
Formulasi untuk menguji kebenaran hipotesis alternatif, yaitu 
bahwa model pilihan peneliti sudah tepat, maka dilakukan uji F dengan 











Dalam uji F juga dapat dilihat apakah model regresi tersebut baik 




signifikan F lebih kecil dari α atau,  jika hasil F hitung sudah lebih besar 
dari 4, maka model yang diuji dengan pilihan  variabel di atas sudah tepat 
(fit) dikarenakan distribusi nilai F hanya searah kearah positif berarti 
model regresi yang digunakan baik (valid). Sebaliknya apabila nilai 
signifikan F lebih besar dari α, jika hasil F hitung sudah lebih kecil dari 4, 
berarti model regresi yang digunakan kurang baik (tidak valid). 
4. Uji t  
Bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas 
dapat menjelaskan perubahan variabel terikat, yaitu dengan 
membandingkan nilai koefisien yang ada pada kolom signifikan sesuai 
masing-masing variabel bebasnya dengan batas normal/ koefisien alfa-
nya 5%. Untuk dapat melakukan uji t, perlu menghitung besarnya standar 
error masing-masing parameter (Gujarati, 2003: 129). Pengaruh suatu 
variabel adalah signifikan jika, t ≥ 2 atau t ≤ -2,  maka hubungan atau 
pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang diteliti exis atau ada, 
maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel-
variabel independen dalam indikator perbankan syari’ah di Yogyakarta, 
berupa: aset, modal, investasi, konsumsi, serta Non Performing Financing 
(NPF), sedangkan sebagai variabel dependen -- dalam menerangkan 




efisiensi dalam rasio BOPO atas kegiatan perbankan syari’ah di 
Indonesia. 
5. Uji Asumsi Ordinary Least Square (OLS)  
Sebagai alat uji asumsi OLS dipergunakan, 
a. Autokorelasi, yang mana akan terjadi apabila nilai variabel masa 
lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau 
masa datang. Konsekuensi dari keberadaan otokorelasi adalah 
metode regresi OLS akan menghasilkan estimasi yang terlalu 
rendah untuk nilai variasi ut dan karenanya menghasilkan estimasi 
yang terlalu tinggi untuk R2. Bahkan ketika estimasi nilai variasi 
ut tidak terlalu rendah, maka estimasi dari nilai variasi dari 
koefisien regresi mungkin akan terlalu rendah dan karenanya akan 
signifikansi dari uji t dan uji F tidak valid lagi atau menghasilkan 
konklusi yang menyesatkan (Gujarati, 1995:411, Johnston dan 
DiNardo, 1997:185-7).  
 Alat uji Autokorelasi dipergunakan Uji Durbin Watson 






























 : tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model 
H
a
 : terdapat masalah otokorelasi dalam model 
Dengan menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 0,05, 
serta tabel nilai statistik d ditentukan nilai DL  dan DU pada 
tingkat signifikansi 0,05 atau 0,01 dengan derajat kebebasan (k) 
adalah jumlah variabel independen dalam model tanpa konstanta, 
dan n adalah banyaknya data. Kriteria pengujian dapat dibuat 
dengan bantuan gambar berikut: 
Tabel 3.2. 
Kriteria Pengujian Durbin Watson 
 
 
Jadi kriteria pengujiannya adalah: tolak H
0
, dengan kesimpulan 





kesimpulan terdapat otokorelasi negatif bila d > 4 – D
L
. Uji 
Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan apabila D
L
  d  
D
U
  atau 4 – D
U




 diterima bila D
U
 < d < 4 – D
U
. 
b. Heteroskedastisitas (Metode White), konsekuensi dari keberadaan 
heteroskedastisitas adalah metode regresi OLS akan menghasilkan 
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demikian variasi dari koefisien regresi, akibatnya uji t, uji F dan 
estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid (Gujarati, 
1995:366, Johnston dan DiNardo, 1997:166-7). Dengan metode 
Uji White dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 
1995:379), diformulasikan hipotesis, bahwa: 
H
o
 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 
H
a
 : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 
c. Multikolinieritas, merupakan korelasi linear yang perfect atau 
eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam 
model, jika antara X1, X2, X3, X4 atau X5 memiliki korelasi tinggi, 
maka hal tersebut mengindikasikan adanya problem 
multikolinearitas. Dapat juga dikatakan apabila korelasi antara X 
lebih besar dari korelasi X dan Y, maka variabel bebas tersebut 






 berarti terdapat masalah 
multikoliniaritas yang serius, dengan variabel independen dalam 
model lumayan banyak dihitung masing-masing R
i
2
 dengan cara 
meregres auxiliary regression secara satu per satu. Hal ini dapat 
diatasi dengan rumus R
i
2
 = 1 – TOL
i
. TOL adalah Tolerance 




(Tolerance) dan beberapa nilai lain seperti VIF (Variance Inflation 
Factor) dan CI (Condition Index). 
G. Hipotesis Statistik 
1. Hipotesis nol  
Ho : b1 = 0  (besarnya b1 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X1 
terhadap Y sebesar nol, atau tidak ada) 
Ho : b2 = 0 (besarnya b2 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X2  
terhadap Y sebesar nol, atau tidak ada) 
Ho : b3 = 0 (besarnya b3 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X3  
terhadap Y sebesar nol, atau tidak ada) 
Ho : b4 = 0 (besarnya b4 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X4  
terhadap Y sebesar nol, atau tidak ada) 
Ho : b5 = 0 (besarnya b5 tidak berbeda dari nol, maka pengaruh X5  
terhadap Y sebesar nol, atau tidak ada) 
2. Hipotesis alternatif 
Ha : b1 ≠ 0  (besarnya b1 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X1 
terhadap Y  tidak nol, atau berarti pengaruh itu memang ada). 
Ha : b2 ≠ 0  (besarnya b2 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X2 
terhadap Y  tidak nol, atau berarti pengaruh itu memang ada). 
Ha : b3 ≠ 0 (besarnya b3 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X3 
terhadap Y tidak nol, atau berarti pengaruh itu memang ada). 
Ha : b4 ≠ 0  (besarnya b4 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X4 
terhadap Y  tidak nol, atau berarti pengaruh itu memang ada). 
Ha : b5 ≠ 0 (besarnya b5 tidak sama dengan nol, maka pengaruh X5 







A. Deskripsi Data 
Data dalam penelitian ini sedianya mempergunakan perhitungan rasio-rasio 
(CAR, ROA, KAP, FDR, NOM, serta BOPO) kinerja pada perbankan syari’ah yang 
bersumber dari website: www.bi.go.id (terlampir) sebagai variabel-variabel dalam 
penelitian ini. Oleh karena sediaan data sampel terlalu sedikit/ tidak mencukupi dan 
dapat menyebabkan kesalahan penolakan hipotesis yang benar, sedangkan dengan 
memperbesar sampel akan menyebabkan hipotesis tidak dapat ditolak.  
Untuk melengkapi data yang diperlukan kemudian dilakukan konfirmasi ke 
lokasi penelitian di Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta. Pada kantor tersebut tidak 
diperoleh data nasional yang dikehendaki, sekalipun ada sebatas data lingkup kerja 
Bank Indonesia di Yogyakarta. Hingga akhirnya diperoleh data indikator bank 
syari’ah di Yogyakarta, yang memuat keadaan: Aset, DPK, Pembiayaan (Modal 
kerja, Investasi, Konsumsi), Rasio Bank (FDR, NPF-Nominal, NPF-%, Kredit Modal 
Kerja (KMK), Kredit Investasi, Kredit Konsumsi (terlampir) yang merupakan 
akumulasi kegiatan bank-bank syari’ah/ BPR syari’ah di Yogyakarta dalam kurun 
waktu April 2007 sampai dengan Desember 2010. 
Dari data sediaan yang ada (termuat dalam lampiran) pada Kantor Bank 
Indonesia di Yogyakarta tidak seluruhnya dipergunakan dalam penelitian ini. Data 




Investasi, Konsumsi), Rasio NPF (Non Performing Financial)-nominal pada bank 
umum syari’ah di Yogyakarta, sedangkan data rasio efisiensi dalam BOPO Bank 
Indonesia dipergunakan data yang diperoleh dari Website: www.bi.go.id. pada kurun 
waktu data antara April 2007 sampai dengan Desember 2010. Dapat dinyatakan 
kemudian dengan sebagai variabel pengaruh (independent variable) dipergunakan 
data regional dari Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta, sedangkan variabel 
terpengaruh (dependent variable) dipergunakan data nasional pada Bank Indonesia. 
Pada data regional berupa: indikator perbankan syari’ah (aset, modal, 
investasi, konsumsi dan NPF-nominal) tidak dilakukan moderasi, data diperguankan 
seperti apa adanya dalam daftar. Moderasi dimungkinkan dilakukan oleh aplikasi 
dalam SPSS 16.0 itupun dikarenakan dikehendaki perkakas analisisnya. Sedangkan 
pada rasio BOPO dilakukan moderasi data yang ada, yaitu: 
1. Penggunaan data tahun 2007 tertera (76.54*)  untuk keperluan isian data kurun 
waktu bulan April sampai dengan Desember 2007, dengan asumsi bahwa data 
tersebut adalah angka rata-rata rasio BOPO periode waktu itu. 
2. Data tersedia untuk tahun 2008 berupa angka triwulanan, sehingga angka rata-
rata (76.14
**
) dari data triwulanannya dipergunakan untuk mengisi kekosongan 
angka rasio BOPO tahun itu.            
Penyajian data atau chart analizes atas variabel-variabel pengaruh 
(independent variables), berupa indikator bank syari’ah (aset-X1, modal-X2, 
investasi-X3, konsumsi-X4 dan Non Performing Financial-X5)  di Yogyakarta dengan 




yang disajikan dalam 6 (enam) kolom sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.1. 
berikut: 
Tabel 4.1. 
Chart Analizes Atas Kegiatan Perbankan Syari’ah di Indonesia 
BOPO (Y) ASET (X1) MODAL (X2) INVESTASI (X3) KONSUMSI (X4) NPF (X5) 
76.54* 349.543 98.535 72.083 216.250 21.711 
76.54* 350.911 101.918 67.404 215.972 24.401 
76.54* 368.465 108.307 67.906 225.539 23.572 
76.54* 383.197 114.182 68.547 229.220 23.395 
76.54* 405.154 123.105 73.946 232.088 24.015 
76.54* 394.944 129.542 72.626 234.574 24.963 
76.54* 406.915 128.279 74.074 231.523 26.232 
76.54* 408.172 126.001 73.062 237.218 14.814 
76.54* 430.279 133.007 77.874 238.338 10.967 
76.14** 466.466 134.199 80.445 238.315 10.967 
76.14** 480.492 132.079 57.632 136.804 8.126 
76.28 488.329 141.582 54.428 138.121 8.415 
76.14** 478.528 144.013 59.578 141.802 9.223 
76.14** 469.370 153.161 81.392 144.236 9.539 
72.94 487.761 157.867 88.023 147.604 9.957 
76.14** 514.360 170.588 90.775 161.175 10.401 
76.14** 518.327 197.416 91.554 164.199 11.194 
73.60 527.925 233.106 94.890 166.654 11.885 
76.14** 539.720 241.466 94.487 164.907 11.469 
76.14** 551.505 252.372 92.886 163.048 12.084 
81.75 581.601 255.422 92.775 162.502 11.510 
77.35 613.485 258.393 88.219 161.242 12.860 
77.31 616.778 261.469 84.819 160.514 13.438 
67.61 622.121 272.702 84.471 160.735 13.670 
70.94 624.891 280.675 87.645 162.739 15.092 




BOPO (Y) ASET (X1) MODAL (X2) INVESTASI (X3) KONSUMSI (X4) NPF (X5) 
73.56 667.313 302.946 87.010 163.338 14.943 
74.54 712.378 312.169 86.719 165.587 20.258 
75.22 738.172 320.736 97.770 166.967 35.212 
84.05 756.867 341.377 97.860 170.245 34.641 
83.28 825.447 344.789 95.782 169.877 36.477 
83.08 826.245 343.934 94.532 171.415 23.518 
84.39 822.840 349.626 97.845 179.190 14.371 
84.87 882.917 342.799 94.096 192.834 16.193 
79.73 920.814 347.713 97.545 200.160 18.930 
76.27 942.750 348.993 99.783 211.980 17.979 
77.15 961.006 346.949 64.772 265.105 24.966 
85.79 993.137 368.621 107.554 225.890 27.600 
79.99 997.938 389.982 110.366 224.898 26.580 
79.77 1.045.847 395.514 115.818 246.470 27.353 
80.36 1.068.987 427.223 115.234 257.796 32.341 
79.10 1.124.380 424.065 113.942 266.965 43.132 
78.94 1.136.812 416.620 117.142 285.003 42.248 
77.70 1.152.302 406.583 116.379 304.145 43.649 
80.54 1.229.311 402.883 112.492 346.207 38.357 
 
B. Pengujian Persyaratan 
Model persamaan Ordinary Least Square (OLS) yang dipergunakan, sebagai 
berikut: 
 
dimana nilai-nilai b1,b2,b3,b4,b5 merupakan parameter yang memprediksi besaran 
pengaruh X1, X2, X3,X4 dan X5 terhadap Y, sedangkan a adalah nilai konstanta. OLS 
bukanlah satu-satunya pendekatan untuk mengestimasi pengaruh antar variabel yang 




pendekatan yang tidak bias dan efisien sebagaimana dinyatakan Carl Friedrich Gauss, 
pakar matematika Bangsa Jerman.  
 Selanjutnya dari data pada Tabel 4.1. pengaruh  nilai X terhadap nilai Y  akan 
diestimasi dengan Ordinary Least Square (OLS), teknik estimasi untuk mencari berapa setiap 
perubahan atau perbedaan X diikuti oleh nilai rata-rata Y.  
1. Uji Normalitas 
 Dengan menggunakan nilai-nilai kemencengan (Skrewness) dan keruncingan 
(Kartosis) yang diperoleh melalui aplikasi program SPSS 16.0 sebagaimana 
ditampilkan pada tabel berikut:  
Tabel 4.2.   Analisis Deskriptif (Descriptive Statistics) 
 N Min Max Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 








45 -8.82243 6.78808 .0000000 3.15246790 .050 .354 .905 .695 
Valid N (listwise) 45         
 
[DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Diperoleh hasil uji normalitas  dengan formulasi Jarque Berra (JB test) terhadap 
data yang disajikan dalam model regresi (Gujarati: 1995), sebagai berikut:  diketahui 
nilai skewnes = 0,050 dan kurtosis 0,905. Sehingga ketika rumus Jarque Berra akan 





















Nilai JB = 0,14 dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan derajat bebas 2, 
dengan nilai chi square dengan derajat bebas 2 dan level keyakinan 95 persen = 7,37 
dan untuk keyakinan 99 persen = 9,21 yang merupakan nilai kritis tabel Chi Square. 
Nilai Jarque Barre (0,14) lebih kecil dari nilai Chi Square 9,2, maka variabel 
residual/ error dari data yang diuji dinyatakan berdistribusi normal. 
2. Koefisien Determinasi 
Melalui determinasi R
2
 yaitu koefisien determinasi dinyatakan besaran  
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen  tingkat efisisnesi 
dalam rasio BOPO Bank Indonesia. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, 
dengan nilai R
2
 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen, indikator 
perbankan syari’ah di Yogyakarta berupa aset, modal, investasi dan Non Performing 
Financial (NPF) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.  
Tabel 4.3. Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .259 .164 3.34846 
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal 
 [DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Pada tampilan hasil uji koefisien determinasi diatas adjusted R
2
 adalah 0,164, 
hal ini berarti 16,4% variasi income dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel 
independen: aset, modal investasi, konsumsi dan NPF. Sisanya (100%-16,4%= 




kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 
independen.  
Nilai adjusted R2 sebesar 0,164 memang terletak antara 0 sampai dengan 1, 
dimana R2 = 0,259 berarti ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 
independen, artinya perubahan indikator perbankan syari’ah di Yogyakarta, berupa: 
aset, modal, investasi dan Non Performing Finance (NPF) mampu menjelaskan 100% 
perubahan tingkat efisiensi dalam rasio BOPO Bank Indonesia.  
3. Uji F 
Apabila R kuadrat merupakan perbandingan antara variasi Y (variasi total) 
yang bisa dijelaskan  oleh variabel penjelas, maka uji F adalah perbandingan antara 
variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel di dalam model dibanding variasi yang 
dijelaskan oleh variabel di luar model. R
2
 dan uji F bersifat sejalan/ saling 
menggantikan. Alat uji ini dipergunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independent  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 
Berdasarkan perhitungan dengan aplikasi SPSS 16.00 diperoleh hasil:  







Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 153.092 5 30.618 2.731 .033a 
Residual 437.274 39 11.212   
Total 590.367 44    
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal  





Pada tabel uji F diatas diperoleh nilai sebesar 2,731 dengan probabilita 0,033; 
karena probabilita lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 
memprediksi tingkat efisiensi dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia. Atau dengan 
pernyataan lain, bahwa Indikator perbankan syari’ah di Yogyakarta, berupa: Aset, 
Modal, Investasi, Konsumsi dan Non Performing Financial (NPF) secara bersama-
sama berpengaruh terhadap Efisiensi dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia. 
4. Uji t  
Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel 
yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS, apabila angka signifikan 
t-nya lebih kecil dari α dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara 
variabel-variabel pengaruh (independent variables) terhadap variabel terpengaruh 
(dependent variables) rasio efisiensi bank syari’ah di Indonesia. Dari hasil 
perhitungan dengan SPSS 16.0 diketahui nilai atas variabel-variabel dimaksud, 
sebagaimana tampak pada Tabel 4.5., berikut ini:  








Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 73.071 3.798  19.240 .000 
Aset 1.254E-5 .000 .877 1.319 .195 
Modal -1.874E-5 .000 -.553 -.803 .427 
Investasi 2.396E-5 .000 .108 .409 .685 
konsumsi -1.529E-5 .000 -.203 -.778 .441 
Npf 8.107E-5 .000 .226 .993 .327 





Diantara kelima variabel independen berupa indikator perbankan syari’ah di 
Yogyakarta yang dimasukkan ke dalam model uji t digunakan untuk mengetahui 
apakah variasi perubahan nilai masing-masing variabel bebas dapat menjelaskan 
variasi perubahan nilai variabel terikat. Dari hasil regresi seperti pada tabel 4.5. di 
atas diketahui bahwa Nilai t tersebut t1 (1,319), t2 (-0,803), t3 ( 0,409), t4 (-0,778) dan 
t5 (0,993) yang berarti tidak ada signifikansi karena < 2. Pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 
tidak nyata atau tidak ada atau nol. 
a. Multikolinieritas, uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi memiliki 
korelasi antar variabel bebas (independen variabel).  Multikolinearitas adalah 
korelasi linear yang perfect, atau eksak di antara variabel penjelas yang 
dimasukkan ke dalam model, jika antara X1, X2, X3, X4 atau X5 memiliki korelasi 
tinggi. Dengan mempergunakan aplikasi program SPSS 16.0 dapat diketahui 
nilai hasil perhitungan kolinearitas atas TOL (Tolerance) dan VIF (Variance 
Inflation Factor) terhadap model yang dipakai, sebagai berikut:  








Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 73.071 3.798  19.240 .000   
Aset 1.254E-5 .000 .877 1.319 .195 .043 23.278 
Modal -1.874E-5 .000 -.553 -.803 .427 .040 24.961 
Investasi 2.396E-5 .000 .108 .409 .685 .270 3.697 
Konsumsi -1.529E-5 .000 -.203 -.778 .441 .280 3.576 
Npf 8.107E-5 .000 .226 .993 .327 .367 2.724 





Syarat tidak adanya multikolinier adalah koefisien VIF tidak lebih dari 5. 
Hasil pengujian seperti pada tabel menunjukkan bahwa angka koefisien VIF 
untuk masing-masing variabel bebas yaitu Aset = 23,278, Modal = 24,961,  
Investasi = 3,697, Konsumsi = 3,576 dan NPF = 2,724; berarti bahwa pada Aset 
dan Modal terdapat multikoleniaritas, sedangkan Investasi, Konsumsi dan Npf 
masing-masing variabel tersebut tidak mengandung multikolineritas atau tidak 
ada hubungan (pengaruh) antar masing-masing variabel bebas. 
b.   Autokorelasi, alat uji ini untuk mengetahui adakah korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Apabila terdapat korelasi, maka disebut terdapat autokorelasi. 
Konsekuensi dari keberadaan autokorelasi adalah metode regresi OLS akan 
menghasilkan estimasi yang terlalu rendah untuk nilai variasi ut dan karenanya 
menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk R
2
 (Gujarati, 1995:411, Johnston 
dan DiNardo, 1997:185-7). 
Hasil perhitungan uji autokorelasi dengan SPSS 16.0, dinyatakan dalam tabel di 
bawah ini: 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 .259 .164 3.34846 .980 
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal 
b. Dependent Variable: bopo   




Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0 diperoleh nilai Durbin Watson 
sebesar 0,980, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan signifikansi 5%, 
jumlah sampel 45 (n) dan jumlah variabel 5 (k=5), maka pada tabel Durbin 
Watson dapat dilihat, sebagai berikut: 




Oleh karena nilai Uji Durbin Watson pada model sebesar 0,980 lebih 
kecil dari batas atas (du) 1,776 dan kurang dari 5-1,776 (4-du) = 3,224. Dikatakan 
tidak ada autokorelasi bila, bila: du < d < 4 – du, kemudian diketahui bahwa, du 
= 1,776 >  0,980 < 4 – du = 2.23. Dapat dikatakan bahwa terdapat autokorelasi 
pada model, hal itu terjadi karena nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh 
terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang.  
c. Heteroskedastisity, berdasarkan output yang dihasilkan melalui perhitungan 
SPSS 16.0 akan menampilkan hasil regresi lengkap untuk predictors dan residual 




), perhatikan tempat R Square 
pada print out berikut.  
Tabel 4.9. Prediktor dan Residual Kuadrat 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 








k = 5 
dl du 
10 0,243 2,822 
... ... ... 




Dari perhitungan di atas, diketahui nilai R–kuadrat = 0.011, setelah 
diperhitungkan ke dalam rumus heteroskedastisity dengan n = 45, diperoleh nilai: 
R
2
 x n = 0,011 x 45 = 0,50. 
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai heteroskedastisitas sebesar 
0,50 lebih rendah dari 9,21, hal itu berarti bahwa tidak terdapat masalah 
heteroskedastisity dengan data dimaksud. Hasil perhitungan ini dapat 
diperbandingkan dengan hasil Scatterplots atas dependen variabel BOPO, 
sebagai berikut:  
 




Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, 
serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 
Memperhatikan pola sebaran tersebut dapat disimpulkan, bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak 
dipergunakan untuk memprediksi Rasio BOPO Bank Indonesia berdasarkan 
masukan independen variabel Aset, Modal, Investasi, Konsumsi dan Non 
Performing Finance (NPF). 
C. Pengujian Hipotesis 
Uji model regresi terhadap variabel dependen dan variabel independen dengan 
alpha 10% ataupun 5%, menunjukkan besaran pengaruh masing-masing variabel 
bebas tersebut terhadap rasio efisiensi dalam BOPO secara ringkas hasil perhitungan 
signifikansi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.10. Ringkasan Pengujian Hipotesis 
Variabel Independen Hasil Analisis Hipotesa Nol 
Aset Tidak signifikan Diterima 
Pembiayaan Modal Tidak signifikan Diterima 
Pembiayaan Investasi  Tidak signifikan Diterima 
Pembiayaan Konsumsi Tidak signifikan Diterima 
Non Performing Financial (NPF) Tidak signifikan Diterima 
 
D. Pembahasan 
Dalam penelitian ini ditemui, bahwa variabel Aset, Pembiayaan Investasi dan 




terhadap efisiensi dalam rasio BOPO Bank Indonesia, sedangkan pada pembiayaan 
Modal dan Konsumsi mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan.  
1. Variabel Aset 
Pada variabel aset hipotesa nol sesuai dengan pendapat bahwa tingkat 
efisiensi di perbankan syari’ah tidaklah terkait dengan skala usaha yang diukur 
dari tingginya aset (Suseno, 2008: 49). Pendapat tersebut berbeda dengan 
implikasi skla ekonomis jangka panjang (Sutawijaya, et. al., 2009) yang 
menyatakan, bahwa semakin besar suatu bank maka biaya rata-rata yang 
dikeluarkan akan semakin kecil dan efisien. Pendapat kedua dimaksud terutama 
untuk peningkatan pelayanan produksi, misal: penggunaan komputer dan satelit 
sebagai alat tenologi informasi untuk  menekan produksi.  
Disisi lain dalam rangka peningkatan efisiensi satu hal yang bisa 
menjelaskan, kenapa aset tidak signifikan terhadap rasio efisiensi pada 
umumnya, yaitu: model ROE merupakan pencerminan dari pengukuran 
pencapaian tujuan yang salah satunya dibentuk  melalui asset utilization sebagai 
proksi kinerja manajemen aktiva yang menentukan ROE (Bachruddin, 2006: 72). 
ROE -- Return on Equity Variabel -- sendiri merupakan indikator efisiensi bagi 
pemilik (pemegang saham), walhasil variabel aset tidak secara langsung 
berpengaruh terhadap efisiensi perbankan syari’ah, dikarenakan ROE lebih 
bermanfaat dan memakmurkan pemegang saham dari suatu bank.   
Secara nasional perkembangan ROE pada tahun 2010 dapat dilihat 





Grafik 4.2 Perkembangan ROE Bank Syari’ah Tahun 2010 
Tampak pada grafik bahwa ROE pada akhir tahun menunjukkan lebih rendah 
daripada awal tahun 2010  
2. Variabel Pembiayaan Modal, Investasi dan Konsumsi 
Efisiensi merupakan salah satu pencerminan kinerja perbankan, dikatakan 
memiliki kinerja yang tinggi bila dapat meningkatkan efisiensi. Pada model DEA 
dikenal penggunaan input dipakai tenaga kerja dan aktiva, sedangkan output 
berupa pendapatan bunga dan non bunga, yang dipergunakan dalam operasional 
perbankan konvensional (Adrian, et.al., 2009: 59). Sedangkan dari hasil regresi 
yang dilakukan terhadap efisiensi dan skala usaha (Suseno, 2008: 49) 
menyebutkan, bahwa tingkat efisiensi di perbankan syari’ah tidaklah terkait 
dengan skala usaha -- pembiayaan dalam faktor modal, investasi dan konsumsi 




Dalam operasional perbankan syari’ah pendapatan bunga tidak 
diperkenalkan, dikarenakan terdapat kecenderungan riba di dalamnya. 
Selanjutnya secara operasional bank syari’ah lebih mengenal nisbah bagi hasil, 
ditentukan melalui akad-akad dalam bank syari’ah yang relatif bervariasi dan 
membentuk indikator pembiayaan modal, investasi, maupun konsumsi dalam 
produk-produk perbankan syari’ah di Yogyakarta. Hasil perhitungan regresi atas 
indikator perbankan syari’ah dalam pembiayaan modal (X2), investasi (X3) dan 
konsumsi (X4) terhadap tingkat efisiensi dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia 
memiliki nilai t < 2, maka nilai b yang diperoleh kurang bermakna/ nilainya tidak 
berbeda dari nol. Nilai 2 diambil senada dengan kecenderungan kurve normal 
dari suatu sebaran data yang secara normal atau alami, tingkat efisiensi dalam 
rasio BOPO (Y) akan tersebar di sekitar rata-rata. Memperhatikan 
kecenderungan tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator pembiayaan modal 
(hubungan negatif), investasi (hubungan positif) atau konsumsi (hubungan 
negatif) di Yogyakarta tidak signifikan terhadap efisiensi bank syari’ah dalam 
rasio BOPO Bank Indonesia.  
3. Variabel Non Performing Financial 
Variabel Non Performing Financial (NPF) dalam perbankan syari’ah 
mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan/ berpengaruh terhadap 
efisiensi dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia, hal tersebut senada dengan 




Indonesia terhadap pembiayaan memiliki hubungan positif dan tidak memiliki 
signifikansi (Adnan dan Pratini, 2005:35-52).  
Lebih lanjut dinyatakan bahwa apabila data NPL yang ditargetkan 
tersedia (dapat diungkapkan) akan lebih baik/ tepat dalam mencari pengaruh atau 
hubungan yang ada terhadap jumlah pembiayaan. Oleh karena tidak tersedia 
(tidak adanya) data ini, tingkat NPF yang ada tidak bisa menunjukkan tingkat 
kebijakan kredit yang dilaksanakan oleh manajemen bank.  
E. Keterbatasan Penelitian 
Dengan mengingat, bahwa: Institusi keuangan Islam memiliki rancangan yang 
mudah dikenal sebagai sebuah pola bank komersial umumnya dalam hal pandangan, tujuan, 
prosedur, pelatihan dan modus operandi (Zubair Hasan, 2009), serta adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam penelitian ini terutama menyangkut ketersediaan data penelitian dan 
rujukan penelitian mengenai perbankan syari’ah, berikut kelemahan dalam metode 
analisisnya.  
Dalam rangka mendapatkan output penelitian yang lebih baik perlu disampaikan 
beberapa masukan, sebagai berikut: 
a. Ketersediaan referensi dan literatur yang relevan dalam hal ini berhubungan 
dengan perbankan syari’ah sangatlah sedikit, bila dibandingkan dengan 
perbankan konvensional. Pada masa mendatang seiring dengan perjalanan dan 
perkembangan keberadaan bank syari’ah di Indonesia diharapkan dapat lebih 
banyak ditemui dukungan referensi maupun literatur baik itu skala nasional 




b. Diidentifikasi terdapat multikoleniaritas pada variabel dalam penelitian ini 
sehingga perlu hati-hati terhadap uraian kesimpulan yang dibuat dan dalam 
menanggapi implikasi penelitian; 
c. Beberapa perubahan terhadap rencana penelitian disebabkan ketersediaan 
dokumen sumber dikarenakan masih memerlukan perbaikan (revisi), pada sisi 
yang lain mobilitas peneliti yang relatif terbatas untuk dapat memperoleh 
dokumen sumber dari Kantor Pusat Bank Indonesia, walhasil pemanfaatan 
website pun menjadi kurang bermanfaat dalam mendapatkan data yang 
diinginkan, hingga kemudian diusahakan untuk memanfaatkan data indikator 
perbankan syari’ah yang dikeluarkan Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta yang 
sedikit banyak turut mempengaruhi hasil penelitian ini. Sehingga kriteria sesuai 
dengan proposal yang diajukan terdahulu dirasa tidak memungkinkan, terkecuai 
memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat mengolah data-data perbankan 
syari’ah di Yogyakarta ke dalam rasio perbankan yang diperlukan;  
d. Penggunaan alat analisis dalam versi tertentu tentunya mempengaruhi output 
penelitian terutama dalam hal akurasi perhitungannya, hal tersebut dimungkinkan 
terjadi sehingga kedepan nanti akan menciptakan versi perhitungan yang berbeda 





KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
Melalui analisis atas indikator perbankan syari’ah, berupa:  aset, modal, 
investasi, konsumsi, serta Non Performing Loans (NPF) di Yogyakarta dalam 
pengaruhnya terhadap rasio efisiensi skala nasional atas bank-bank syari’ah yang 
terdaftar di Bank Indonesia, kiranya menunjukkan besaran yang perlu mendapat 
perhatian dan diharapkan mengarah pada beberapa faktor yang menegaskan 
optimisme tersebut yaitu besarnya jumlah umat Islam di Indonesia yang merupakan 
“captive market” yang belum digarap secara optimal.  
Dalam aspek-aspek yang dapat dipergunakan sebagai sarana manajemen guna 
mengambil keputusan yang diharapkan, selain juga sebagai peringatan awal (early 
warning system) terhadap kemungkinan terburuk posisi keuangan dunia perbankan 
pada ummnya dan perbankan syari’ah khususnya. Uraian penutup pada penelitian ini 
meliputi kesimpulan, implikasi penelitian, saran untuk penelitian lanjutan sebagai 
berikut: 
1. Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-
bab terdahulu, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut: 
a. Pada indikator aset (X1), Pembiayaan Investasi (X2) dan Non Performing 




hubungan positif dan tidak memiliki tingkat signifikansi terhadap tingkat 
efisiensi perbankan syari’ah di Indonesia pada rasio BOPO Bank Indonesia; 
sedangkan 
b. Indikator perbankan syari’ah berupa Pembiayaan Modal ( X2) dan Konsumsi 
(X3) di Yogyakarta secara parsial memiliki hubungan negatif dengan tidak 
memiliki signifikansi terhadap tingkat efisiensi perbankan syari’ah di Indonesia 
pada rasio BOPO Bank Indonesia. 
c. Tidak terdapat variabel yang paling berpengaruh dikarenakan semua indikator 
menunjukkan angka signifikansi dibawah 2, sekalipun demikian variabel yang 
mendekati nilai taraf signifikansi indikator perbankan syari’ah di Yogyakarta 
terhadap tingkat efisiensi dalam BOPO di Bank Indonesia berturut-turut dapat di 
sampaikan, yaitu: Aset (1,319), Non Performing Financial-NPF (0,993), 
Pembiayaan Investasi (0,409), Pembiayaan Konsumsi (-0,778) dan terakhir 
Pembiayaan Modal (-0,803).        
 
2. Implikasi Penelitian 
Dengan kesimpulan seperti di atas, beberapa implikasi yang dapat diterapkan 
pada perbankan syari’ah di Yogyakarta khususnya dan Bank Indonesia umumnya, 
yaitu: 
a. Pembiayaan perbankan secara syari’ah perlu dioptimalkan, sehingga mampu 




persaingan di dunia perbankan pada umumnya yang menitikberatkan pada 
kualitas ayanan perbankan dengan indikatornya efisiensi bank. 
b. Pengelolaan aset bank perlu diupayakan sehingga benar-benar dapat mendukung 
terlaksananya efisiensi optimal, sehingga perbandingan antara tenaga kerja dan 
aktiva perusahaan dapat siginifikan dan berfungsi efektif bagi perkembangan 
kehidupan bank itu sendiri. 
c. Rasio Non Performing Financial (NPF) sebagai salah satu indikator kinerja 
perbankan yang sehat perlu diupayakan ke dalam tingkatan yang rendah, 
bersamaan dengan analisis pembiayaan yang ketat atau wajar.  
3. Saran 
 Memperhatikan uraian dalam analisis diatas saran yang penulis dapat 
sampaikan, antara lain: 
a. Implementasi standar akad yang menyangkut tiga produk perbankan syariah 
yaitu: murabahah, mudharabah dan musyarakah yang dituangkan dalam indikator 
perbankan syari’ah pada Bank Indonesia, hendaklah dapat menjadi pijakan bagi 
para pelaku bank syariah dalam mengoperasionalkan produk bank syariah secara 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. Perlu dihimpun dana infak/ sedekah dan hibah tunai oleh bank syariah sebagai 
sumber dana pembiayaan al-qardhul hasan, selain ditingkatkannya kuantitas 
pelayanan pembiayaan, misalnya dengan membuka kantor cabang atau kantor 
kas di tempat tempat baru yang potensial untuk meningkatkan jumlah nasabah 
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Resume Hasil Penelitian 
SYARI’AH BANKING EFFICIENCY IN INDONESIA 
(Analisize of Operational Bank Syari’ah wich Listed in Bank Indonesia) 
Drajad Wardhana 
Abstract, Scarcity of natural resources is a matter of science (knowledge) as a 
function of “time”. In a series of scarcity issues contained in the economy in 
Indonesia, Islamic banks would be able to solve the problem. Basing on a single 
conception, that: Syari’ah banking as a financial entity has a special purpose, which 
he (mudlarib) building owner’s trust funds (shahibul mall) to others/ community/ 
customers in a system, which will connect the mall Shahibul interests and customers 
with authority to establish agreements (dealing) with banking procedures. 
Efficiency as a financial ratio is a formula that is relatively important to show the 
amount that needs attention and is expected to lead to several factors that define the 
optimism of the large number of Muslims in Indonesia, which is a “captive market” 
that has not worked optimally. In another aspect can be used as a management tool 
that is expected to take decisions, as well as an early warning (early warning system) 
to the worst financial position.  
The study aimed to determine the extent of the influence of syari’ah banking 
indicators, such as: Asset, Capital Financing, Financing Investment, Financing 
Consumption and Non-Performing Financial Bank Syariah in Yogyakarta on the 
magnitude of Syari’ah Banking Efficiency Ratio BOPO in Bank Indonesia. 
Calculation and interpretation of data analysis conducted with the help of computer 
application program SPSS version 16.0, with some hypothesis testing techniques in a 
test of normality, the coefficient of determination R2, t-test and test-F. 
The conclusion can be drawn from the results of this study, are: the variable Asset, 
Investment and Financing of Non-Performing Financial (NPF) has a positive 
relationship and there is no significance to the efficiency ratio in BOPO Bank 
Indonesia. While on Capital Financing and Consumption there is a negative 
relationship, but also there is no significance to the efficiency ratio in BOPO Bank 
Indonesia.  
Overall there are no independent variables (X1, X2, X3, X4, X5) are the dominant 
influence on the dependent variable (Y), because all indicators show the significance 
of the numbers below 2, that is: Assets (1.319), Non-Performing Financial NPF (0.993 
), Investment Financing (0.409), Financing Consumption (-0.778) and Capital 
Financing (-0.803). 
Keywords: Bank Efficiency, Syari’ah Banking in Indonesia 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diketahui, bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak 
pertengahan 1997 mengindikasikan adanya schocks di berbagai bidang. Keadaan 




Development Product (GDP) mengalami penurunan yang drastis dari 7% pada tahun 
1997 hingga mencapai pertumbuhan -13,2% pada tahun 1998 (Widyanti dan Said, 
2001). Sudah tentu  keadaan moneter yang terjadi di Indonesia pada waktu itu 
menumbuhkan keprihatinan yang mendalam dan merupakan peringatan yang sangat 
berat bagi sistem perekonomian Indonesia.  
Di sisi lain sistem keuangan yang berbasis bunga pada negara-negara muslim, 
yang tidak lain merupakan hasil “adopsi” dari negara-negara kapitalis yang pernah 
menguasai perekonomiannya dan keberadaannya merupakan salah satu sumber pokok 
tumbuh-kembang konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Karena itu negara-negara 
muslim merasa kesulitan untuk melakukan reduksi dalam kesenjangan dan 
pengembangan IKM (Industri Kecil dan Mikro), kecuali keseluruhan sistem 
keuangan tersebut perlu diatur ulang agar dapat menunjang pembentukan maqashid. 
Larangan Islam terhadap riba diharapkan dapat menjadi “pemicu” yang cukup 
baik dalam merealisasikan efisiensi yang lebih besar pada sektor pengeluaran 
keuangan pemerintah. Oleh karena pinjaman yang berbasis bunga hanya 
diperbolehkan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan situasi sulit, maka 
pemerintah harus menaikkan penerimaan pajak mereka untuk membiayai pengeluaran 
yang sedang berjalan dan kurang produktif. Barangkali pemerintah juga perlu 
meningkatkan perlindungan kepada sewa (leasing) dan proyek-proyek infrastruktur di 
mana pembiayaan dan implementasinya dilakukan oleh sektor swasta atas dasar 
kompetisi dan menurut spesifikasi pemerintah. Mengingat pinjaman tidak berarti 
menyingkirkan tetapi mengundurkan kebutuhan utama untuk berkorban, maka 
pelarangan terhadap bunga diharapkan menjadi rahmat dengan menghilangkan beban 
cicilan jangka panjang yang menyertainya (Chapra, 2000). 
Beranjak dari sinilah pemerintah berusaha membangun sistem perbankan 
nasional dalam rangka pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional seiring 
dengan upaya restrukturisasi perbankan dengan dikembangkan bank syari‟ah dan 
diharapkan mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan lebih luas. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam perbankan syari‟ah dipakai konsep hubungan 
antar investor sebagai mutual investor relationship, selain juga pada bank syari‟ah 
terdapat keunggulan komparatif berupa penghapusan-penghapusan beban bunga 
berkesambungan (perpetual interest effect), pembatasan kegiatan yang bersifat 
spekulatif improduktif, serta perhatian pada pembiayaan terhadap usaha-usaha 
produktif yang halalan thoyibah. 
Secara sistematik perbankan syari‟ah telah menunjukkan pada kinerja 
lembaga keuangan yang lebih baik, namun demikian tingkat return kepada nasabah 
masih dikategorikan lebih rendah dibandingkan yang dapat diberikan oleh perbankan 
konvensional. Kinerja perbankan syari‟ah secara umum lebih baik dibandingkan 
perbankan konvensional, oleh karena itu perbankan konvensional bisa 
mempertimbangkan untuk membuka atau menambah unit usaha syari‟ah atau 
mengkonversi menjadi bank umum syari‟ah.  
Sektor keuangan syari‟ah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 




pengaruh jangka pendek dan panjang yang signifikan terhadap pertumbungan 
ekonomi Indonesia. Pertumbuhan mengalami peningkatan ketika merespon inovasi 
pada total deposito dan dana pihak ketiga yang berarti perbankan syari‟ah di 
Indonesia memiliki peluang cukup bagus untuk berkontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi secara agregat (Ajija, Setianto dan Hudaifah, 2002: 1).   
Dinyatakan dalam (Suswadi, 2007) tentang Dana pihak ketiga dan Modal 
disetor hendaknya dapat dikendalikan, dikarenakan dana pihak ketiga (DPK) dan 
modal disetor dalam perbankan syari‟ah selama ini memberikan dampak negatif 
terhadap laba yang diperoleh bank, disebabkan oleh masuknya DPK dan modal tetapi 
pembiayaan yang diberikan tidak seimbang. Bagi hasil yang diterima bank tidak 
seimbang dengan beban bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang akhirnya 
dapat mengurangi laba yang diperoleh bank syari‟ah. Demikian halnya penempatan 
pada bank lain seharusnya dapat dikurangi untuk mengurangi pengaruh negatif 
terhadap laba perbankan syari‟ah yang ditimbulkannya, sehingga dengan 
pengurangan penempatan pada bank lain ini tingkat laba perbankan syari‟ah dapat 
ditingkatkan. 
Peningkatan efisiensi operasional (Biro Perbankan Syari‟ah, 2002) yang 
berdampak pada perbaikan tingkat return kepada nasabah tentunya akan memacu 
para investor untuk bermitra dengan perbankan syari‟ah. Selain mengharapkan jasa 
keuangan yang sesuai dengan syari‟ah, juga tentunya mengharapkan tingkat return 
yang lebih baik. Keterbatasan bankir syari‟ah yang handal yang menguasai 
operasional perbankan syari‟ah, serta teguh menjalankan prinsip syari‟ah juga 
merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syari‟ah. 
 Dalam rangka menyiasati perkembangan perbankan syari‟ah, pemerintah telah 
mengeluarkan produk perundang-undangan, yaitu: Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah, yang merubah 
perundang-undangan terdahulu dengan pertimbangan, bahwa pengaturan mengenai 
perbankan syari‟ah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus. Kemudian disusul dengan 
diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4357) yang menggantikan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Pemerintah RI, 2002). 
 Peraturan dimaksud  telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia 
untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syari‟ah, melalui 
kewenangannya tersebut telah menetapkan sasaran pengembangan perbankan 
syari‟ah sampai tahun 2011 dimana salah satu sasaran operasional perbankan, yaitu: 
terciptanya sistem perbankan syari‟ah yang kompetitif dan efisien (Biro Perbankan 
Syari‟ah, 2002), dengan ditandai:  
- Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;  
- Terwujudnya aliansi strategis yang efektif;  




Dalam hal itu perlu dikedepankan beberapa hal yang mendasari penelitian 
terhadap efisiensi perbankan syari‟ah yang didasarkan pada pemahaman, bahwa: 
Bank Islam atau syari‟ah, merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syari‟ah Islam; selain itu dia (baca: bank syari‟ah) adalah bank yang tata cara 
beroperasinya mengacu mengikuti ketentuan-ketentuan Syari‟ah Islam dalam Al 
Quran dan Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam 
(Karnaen dan Antonio, 1992: 1-2). Tata cara bermu‟amalat dimaksud ditujukan untuk 
menghindari praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba dan diisi dengan 
kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan 
(Muhammad, 2005).  
Disisi lain Bank Indonesia melalui, nomenklaturnya Biro Perbankan Syari‟ah, 
telah diberi kewenangan untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip 
syari‟ah. Melalui kewenangannya tersebut telah ditetapkan sasaran pengembangan 
perbankan syari‟ah sampai tahun 2011, salah satunya adalah terciptanya sistem 
perbankan syari‟ah yang kompetitif dan efisien. Dalam rangka menyiasati 
perkembangan perbankan syari‟ah, pemerintah telah mengeluarkan produk 
perundang-undangan, yang merubah perundang-undangan terdahulu dengan 
pertimbangan, bahwa pengaturan mengenai perbankan syari‟ah belum spesifik 
sehingga perlu diatur secara khusus. 
B. Identifikasi Masalah 
Efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu parameter kinerja yang 
cukup populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan 
dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. Dengan menggunakan metode 
SFA yang dipakai dalam penelitiannya diketahui, bahwa efisiensi perbankan syari’ah 
selama tahun 2003-2006 mengalami peringkat rata-rata pertahun sebesar 94,37 % 
(Suswadi, 2007) dan laba perbankan syari‟ah ini sangat dipengaruhi oleh pembiayaan 
yang diberikan dan penempatan pada Bank Indonesia. 
Pengertian secara etimologis  mengenai efisiensi (Tim Penyusun Kamus, 
1994) bermakna merupakan ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan 
sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaannya. Pada  
Masyarakat Ekonomi Barat efisiensi tampak dalam koordinasi berasal dari organisasi 
skala besar, sedangkan pada usaha Etnis Cina berasal dari pembentukan jaringan  
(Redding, 1996: 200-201). Pemusatan perhatian terhadap pembentukan jaringan 
bukan berarti mengganggap hal itu merupakan penentu utama pertumbuhan 
perusahaannya. Usaha untuk mengejar efisiensi inovasi dan bukan pada skala usaha 
bersumber dari sulitnya para pemain utama mendominasi sumber-sumber terbatas 
yang ada, dengan asumsi bahwa bila tak ada dominasi siapa pun bisa mengambil 
peranan dalam sistem ekonomi.  
Pada satu pemahaman yang lain dinyatakan bahwa efisiensi merupakan 
kemampuan kemampuan industri untuk menghasilkan output dengan 
mempertimbangkan input yang digunakan (Suseno, 2008), dalam rangka menjelaskan 




multidisipliner. Masalah efisiensi dirasakan semakin penting pada saat ini dan di 
masa mendatang karena adanya permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat 
kompetisi usaha yang bertambah ketat, dan meningkatnya mutu kehidupan yang 
berakibat pada meningkatnya standar kepuasan konsumen.  
Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengalami 
ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam 
menyerahkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal 
usaha (Karnaen, 2005). Pada bagian yang lain dinyatakan, bahwa:  
“efisiensi ditentukan dari rasio antara biaya operasional dengan 
jumlah transaksi yang terjadi dan untuk meningkatkan efisiensi, maka jumlah 
transaksi harus diperbanyak, caranya dengan menambah modal untuk 
menambah pembiayaan”. 
Peneliti dengan memperhatikan konsepsi di atas selanjutnya mengajukan 
penelitian tesis dengan judul: Efisiensi Perbankan Syari‟ah di Indonesia, Analisis 
Terhadap Kegiatan Bank Syari‟ah yang Listed di Bank Indonesia. 
C. Pembatasan Masalah  
 Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan pembatasan masalah dalam 
lingkup penelitian ini, bahwa penelitian dilakukan terhadap kegiatan Bank-bank 
Umum Syari‟ah (BUS) di Indonesia termasuk Bank Mu‟amalah Indonesia dan Unit 
Usaha Syari‟ah (UUS)  pada Bank Umum Konvensional (BUK) tidak termasuk Bank 
Perkreditan Rakyat Syari‟ah (BPRS) - Syari’ah Rural Bank yang “listed” di Bank 
Indonesia dalam skala nasional.  
 Dalam rangka menunjang optimalisasi ketersediaan waktu dan ketersediaan 
data dalam rangka mendukung ketepatan hipotesis, penelitian ini mempergunakan 
dua lingkup, yaitu data keadaan bank syari‟ah yang tercatat pada Kantor Bank 
Indonesia di Yogyakarta dan data rasio efisiensi perbankan syari‟ah skala nasional 
pada Bank Indonesia dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2010.  
D. Perumusan Masalah 
Memperhatikan uraian di atas dapatlah disusun rumusan permasalahan dalam 
kaitannya dengan analisis efisiensi perbankan syari‟ah di Indonesia, sebagai berikut:  
a. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor berupa:  aset, modal, investasi, konsumsi, 
serta Non Performing Financing (NPF) secara partial pada kegiatan perbankan 
syari‟ah di Yogyakarta terhadap rasio efisiensi perbankan syari‟ah secara 
nasional dalam periode tahun 2007-2010? 
b. Faktor apa dalam kegiatan perbankan syari‟ah yang paling dominan berpengaruh 
terhadap tingkat efisiensi perbankan syari‟ah?  
E. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh besaran pengaruh faktor-faktor 
dalam perbankan syari‟ah dalam lingkup kerja Bank Indonesia di Yogyakarta 
terhadap rasio efisiensi perbankan syari‟ah di Indonesia, disisi lain diharapkan dapat 
diketahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap besaran rasio efisiensi 




KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
A. Deskripsi Teori 
1. Pengertian Bank Syari’ah  
Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pemerintah RI, 1992), beberapa kegiatan 
yang dilakukan meliputi: Penghimpunan dana; Penyaluran dana; Jasa keuangan 
perbankan. Didalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1, disebutkan: 
pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  
Fungsi sistem moneter di Indonesia adalah sebagai: 
a. Penyelenggara mekanisme “lalulintas” pembayaran yang efisien, sehingga 
lalulintas pembayaran dapat dilakukan dengan biaya hambatan seminimal 
mungkin; 
b. Menghubungkan penabung dengan penanam modal untuk keperluan mendorong 
tabungan dan mengalokasikan tabugan-tabungan untuk berbagai investasi; 
c. Menjaga kestabilan tingkat harga dengan cara menciptakan uang dan jumlahnya 
sesuai keperluan riel perekonomian. 
Bank utamanya didudukkan sebagai suatu perantara keuangan dengan 
menghimpun tabungan dari masyarakat berdasarkan mudlarabah dan 
menindaklanjutinya modal kepada para wiraswastawan dengan dasar yang sama. 
Laba pada masing-masing pihak (wiraswastawan atas modal yang dipinjami dari 
bank) dibagi menurut prosentase yang disepakati secara timbal balik. Di sisi lain bank 
juga menyelenggarakan layanan perbankan yang umum dengan membebankan biaya 
atau pungutan komisi. Modal yang dimiliki bank sendiri ikut, serta dalam sirkulasi 
usaha dengan tawaran jasa-jasa bank dan modal dengan dasar bagi hasil. Dengan 
menyisihkan sejumlah tertentu untuk biaya administrasi, hasil bersih dari dari 
perhitungan-perhitungan ini merupakan laba dari usaha bank.  
Perbankan Islam didasarkan pada dua prinsip utama yang digariskan dalam 
syari‟ah: larangan bunga (dibaca: riba) dan penggantiannya dengan bagi hasil juga 
diperlukan dan dapat diterima (Siddiqi, 1983). Penggantian bunga dengan bagi hasil 
terhadap tingkat keuntungan modal yang dipinjamkan bank-bank dan pelunasannya 
akan sepenuhnya bergantung pada produktivitas perusahaan yang diusulkan. 
Wiraswastawan yang bekerja dengan modal yang diperoleh dari bank dapat 
memaksimalkan imbalan dengan maksimalisasi laba perusahaan, disisi lain keahlian 
bankir akan bekerja sama dalam menjamin manajemen yang efisien dan diarahkan 
pada produktivitas maksimum.  
Perbankan syari‟ah sebagai pelaksana prinsip ekonomi syari‟ah merupakan 
pencerminan nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif (Biro 
Perbankan Syari‟ah, 2002), yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syari‟ah dalam 
perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, 




pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata 
kepada sistem perekonomian. 
Dalam hal syari‟ah, secara filosofis  dinyatakan (Hamka, 1984: 310), bahwa: 
manusia lebih memerlukan kepada Syari‟at Allah daripada kepada tabib, kalimat 
tersebut berpijak pada konsepsi sebab tabib diperlukan untuk menjaga kesehatan 
badan, sedangkan syari‟at dimaksudkan untuk menjaga kesehatan jiwa/ hidup. 
Syari‟at bukanlah rancangan manusia, yang dijalankan setelah dialami dan diderita, 
dia datang dari wahyu Ilahi yang suci dan tak tercampur dengan yang batil dan 
kerusakan. 
 Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam 
melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap 
pengembangan perbankan syari‟ah. Bank syari‟ah dengan sistem bagi hasil dirancang 
untuk terbinanya kebersamaan diantara: pemilik dana (shohibul maal), lembaga 
pengelola dana (mudlorib) dan masyarakat pengelola usaha, secara garis besar 
hubungan ekonomi (iqtishadiyat) yang berdasarkan syari‟ah ditentukan oleh 
hubungan perikatan (aqd) yang terdiri dari lima konsep dasarnya, yaitu: sistem 
simpanan (al-wadi’ah), bagi hasil (as-syirkah), jual beli (at-tijarah), Sewa (al-
ijarah), jasa/ fee (al-ajr walumullah). Secara operasional perbankan kelima hal diatas 
dikembangkan dalam: penghimpunan dan penyaluran dana, serta jasa (Muhammad, 
2005: 86-88). 
Demikian halnya harapan Umat Islam terhadap keberadaan bank syari‟ah 
dimana bank yang dalam aktivitasnya, baik berupa: penghimpunan, penyaluran dana, 
maupun memberikan, serta mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, dalam 
konsepsi tanpa riba-nya pada kegiatan jual beli dan bagi hasil. Lebih lanjut 
dinyatakan Siddiqi (1983), dengan: 
Perbankan islam merupakan bagian dari Konsep Keuangan Islam yang di 
diimplementasikan ke dalam ranah perbankan. Sebuah sistem perbankan 
yang didasarkan pada prinsip syari‟ah yang mengimplementasikan prinsip-
prinsip yang  mendorong pembagian resiko, hak dan kewajiban pribadi, hak 
pemilikan dan sanksi atas perjanjian-perjanjian.  
Sedangkan pengertian umum dari perbankan syari‟ah, yang di beberapa 
negara disebut dengan istilah Islamic Bank (Rae, 2008: 7), adalah:  
bahwa kegiatan perbankan syariah atau bank Islam mencoba menerapkan 
hukum Agama Islam (Syariah/ Shari‟a) ke dalam sektor perbankan atau 
bahkan kegiatan komersial modern lainnya. 
Dalam ungkapan umum dapat dinyatakan, bahwa: Bank umum syari‟ah adalah bank 
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syari‟ah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.   
Selanjutnya, laba dimaksud dibagikan pada semua modal yang terlibat, 
misalnya: simpanan mudlarabah dan modal saham itu sendiri. Prosentase laba dalam 
perhitungan tersebut dibagi dengan nasabah menurut perbandingan yang telah 




dalam rekening mudlarabah merupakan bagian laba bank yang terutama berasal dari 
prosentase laba perusahaan yang dimodali oleh bank. Kehadiran bank yang mampu 
mengerahkan dana masyarakat sebanyak mungkin sangat diharapkan, disinilah Bank 
Islam tampil sebagai alternatif sejalan dengan emosi keagamaan masyarakat 
Indonesia sehingga ummat Islam yang belum memanfaatkan jasa perbankan 
konvensional yang ada perlu memanfaatkan jasa perbankan Islam seoptimal 
mungkin. Hal itu menjadi alasan utama dalam praktek kegiatan bank syari‟ah yang 
dalam hubungannya dengan hal itu dapat dikemukakan, bahwa terdapat perbedaan 
diantara sistem bunga dengan bagi hasil.  
Dalam rangka mencegah perbuatan yang dilarang dalam Al Qur‟an maupun 
Al Hadist, dalam operasinya perbankan syari‟ah tidak menerapkan sistem bunga 
seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Pendek kata bank 
syari‟ah (Muhammad, 2005) merupakan bank yang beroperasi dengan tidak 
mengandalkan pada bunga, atau merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas permbayaran serta 
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Prinsip Syari‟ah Islam.  
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 
perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka legalitas hukum baik 
dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syari‟ah telah diakomodir dengan 
jelas dan menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang 
berkepentingan.  
Karakteristik Bank Syari‟ah 
Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah 
hukum Islam yang bersumber dari Al‐Qur‟an dan Al‐Hadist. Kegiatan operasional 
bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al‐Qurʹan dan Sunnah Rasul 
Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat 
diklasifikasikan sebagai riba, hal senada disampaikan melalui fatwa MUI tanggal 16 
Desember 2003 yang menggolongkan bunga bank termasuk riba dan menurut Al-
Qur`an riba adalah haram.  
Pada kesempatan lain, dinyatakan bahwa: klarifikasi mengenai hakikat riba 
akan sangat menentukan pandangan dan sikap terhadap bunga uang yang selama ini 
dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perbankan konvensional  (Dumairy, 
1992).  Dalam hal riba Allah Subhanahu Wata‟ala ( telah mem-firman-kan dalam Al-
Qur`an, Surat Al Baqarah: 275 – 279 ; Ali Imron: 130; An Nissa: 161; Ar Rumm:39, 
sebagai berikut:  
                                   
                                             




                        
                                   
          
                              
                                    
     
275.  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.   
276.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai 
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 
277.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 
278.  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
279.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, 
bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya. 
                                 
130.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 
                                          
161.  Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan 
yang batil Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu 




                                    
           
39.  Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, Maka (yang 
berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). 
Mengenai riba sebagaimana disebutkan diatas, ada dua jenis, yaitu: nasi’ah 
dan fadhl,  riba nasi’ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 
meminjamkan, sedangkan riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang 
yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya dikarenakan orang yang menukarkan 
mensyaratkan demikian. Sebagai misal: penukaran emas dengan emas, padi dengan 
padi dan sebagainya. Riba yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah riba nasi’ah 
yang berlipat ganda dan hal itu sangat yang umum berlangsung dalam masyarakat 
Arab Zaman Jahiliyah. Sedangkan keadaan yang diterimakan orang yang mengambil 
riba tidak tenteram jiwanya, seperti orang kemasukan syaitan.  
Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak 
dikembalikan, sedangkan yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah 
memusnahkan harta itu, atau meniadakan berkahnya dan yang dimaksud dengan 
menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan 
sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. maksudnya ialah orang-orang yang 
menghalalkan riba dan tetap melakukannya. 
Keharaman riba disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW 
sebagaimana diriwayatkan Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud, bahwa Nabi 
SAW, bersabda: ”Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) 
sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya” (Mattafaun „Alaih). 
Riwayat yang lain disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, 
bersabda: ”Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat 
golongan memasuki syurga atau tidak mendapat petunjuk, yakni: peminum arak, 
pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang menelantarkan ibu/ 
bapaknya” (Mattafaun „Alaih). Melalui sahabat, Ibnu Abbas diriwayatkan dari Nabi 
SAW, beliau bersabda: ”Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, 
maka berarti telah siap menanti kedatangan Azab Allah SWT” (Mattafaun „Alaih). 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengagendakan pembicaraan tentang bank 
tanpa bunga secara khusus dalam forum lokakarya pada tahun 1990, yang 
merekomendasikan pembahasan lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV 
MUI. Berdasarkan amanat Munas IV MUI itulah kemudian dibentuk Kelompok 
Kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Empat tahun setelah deregulasi 





Alasan praktis pendirian bank Syari‟ah, dikarenakan sistem perbankan 
berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan (Muhammad, 
2005), sebagai berikut: 
a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis; 
b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan; 
c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya 
membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok bunganya; 
d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha 
kecil; 
e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila 
ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. 
Peranan utama bank syari‟ah adalah perantara keuangan antara para 
penabung-deposan (rumah tangga) dengan para investor-shohibul mal (perusahaan). 
Gagasan bank tanpa bunga didasarkan pada konsep Hukum Islam syirkah 
(persekutuan) dan Mudlarabah yang tumbuh dan berkembang hingga menjadi model 
perbankan di awal 1970-an. Bank-bank melaksanakan dua jenis “usaha”, yaitu: 
pertama, menawarkan jasa dengan memungut biaya dan komisi sedangkan kedua, 
berperan sebagai sumber pemberi modal dengan pemilihan yang adil terhadap kaum 
usahawan yang mencari modal dari bank tersebut dengan mensyaratkan untuk 
berbagi keuntungan dari perusahaan mereka yang produktif.  
Dalam mengelola usaha perbankan syari‟ah dikenal prinsip-prinsip sebagai 
berikut:  
a. Mudlarabah,  merupakan penanaman dana dari  pemilik  dana (shahibul maal) 
kepada pengelola dana (mudlarib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 
dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss 
sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah 
pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.  
b. Musyarakah,  sebagai  penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk 
mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian 
keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan 
kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan pembagian 
dana/modal masing-masing.  
c. Murabahah, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah 
dengan tingkat keuntungan yang disepakati.  
d. Ijarah, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau 
imbalan jasa.  
e. Ijarah Wa Iqtina, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau 
barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang 
menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.  
f. Salam, adalah jual beli barang dengan cara  pemesanan dengan  syarat-syarat 




g. Istishna`, merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan 
pembayaran sesuai dengan kesepakatan.  
h. Qard, jenis pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak 
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam 
jangka waktu tertentu. 
Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai 
intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana 
selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka bank syari‟ah Fungsi dari perbankan 
syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, 
juga melakukan fungsi sosial (Pemerintah RI, 2008), yaitu (1) dalam bentuk lembaga 
baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk 
disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentul lembaga keuangan 
syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke 
pengelola (nazhir) yang ditunjuk.  
Prakarsa mendirikan Bank Islam di Indonesia dipengaruhi oleh tumbuh 
kembang perbankan di negara-negara Islam pada periode awal tahun 1980. 
Sebagaimana diketahui bahwa pada waktu, sebelum deregulasi perbankan 1 Juni 
1983 itu, bank konvensional sudah dikenal masyarakat Indonesia hingga sekarang 
kebanyakan merupakan bank yang menerapkan sistem bunga. Dalam keadaan 
demikian Bank Islam tidak mungkin beroperasi karena pemerintah menentukan 
besaran tingkat bunga yang harus diterapkan oleh bank. Hingga diberlakukan 
deregulasi 1 Juni 1983 sampai dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 1988) belum ada 
umat Islam yang mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga.Berdasarkan hasil 
lokakarya yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 
direkomendasikan tentang perlu dibentuknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip 
bagi hasil, menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada tahun 1992 didirikanlah Bank 
Mu‟ammalat Indonesia dan merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan 
sistem bagi hasil, sekalipun sebelumnya sudah terdapat beberapa badan usaha 
pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam 
operasionalnya. 
 Menilik hal tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat mulai membutuhkan 
hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan sesuai 
syari‟ah dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia telah memasukkan 
kemungkinan tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syari‟ah yang merupakan penyempurnaan atas 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 
secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki 
dasar operasional bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan 
perundang-undangan sebagaimana disebutkan dua terakhir telah dijadikan dasar 




yang menandai diawalinya sistem perbankan ganda (dual banking system) di 
Indonesia.  
2. Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia 
Bank Islam di Indonesia secara operasional perlu disesuaikan dengan situasi 
dan kondisi masyarakat dan negara Indonesia baik di bidang ekonomi maupun 
hukum, pada bidang ekonomi penyesuaian dilakukan pada sistem atau kebijakan 
ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan (Sumitro, 
1997: 61). Bank Islam perlu menyesuaikan dengan kondisi riel sistem moneter 
nasional selain juga meningkatkan kemampuan sebagai kekuatan pendukung bagi 
terlaksananya fungsi sistem moneter di Indonesia.  
Perkembangan perbankan syari‟ah bertambah pesat dengan diperkenankannya 
konversi cabang bank umum konvensional menjadi syari‟ah (Syafi‟i, 2001) setelah 
ditandatanganinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur secara rinci 
landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dioperasikan dan diimplementasikan 
oleh bank syari‟ah. Pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan 
Perbankan Syari‟ah di Indonesia. Hingga kemudian dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diamandemen dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada Bank Indonesia 
untuk dapat menjalankan tugas berdasarkan prinsip syari‟ah, hal itu telah memberikan 
landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan 
pengawasan terhadap perbankan Syari‟ah.  
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah, maka sejak disahkannya pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki 
beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati (Pemerintah RI, 2008), 
meliputi: 
a. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat 
Syari‟ah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit 
dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari‟ah. 
b. Definisi Prinsip Syari‟ah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting, 
yaitu: (1) prinsip syari‟ah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/ 
lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip 
syari‟ah. 
c. Penetapan Dewan Pengawas Syari‟ah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya 
akuntan publik, konsultan dan penilai. 
d. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang 
ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam 
definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa 
menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa 




Secara garis besar institusi pendukung perbankan syari‟ah dapat dibagi 
kedalam 4 area, yaitu:  
a. Pengawasan, dari sisi operasi usaha dilakukan oleh Bank Indonesia dan dari sisi 
pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), 
yang berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).  
b. Pasar Keuangan, secara domestik dengan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan 
prinsip Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen Sertifikat Investasi 
Mudharabah Antar-bank, dan secara internasional dengan Pasar Keuangan 
Syariah Internasional atau International Islamic Financial Market (IIFM).  
c. Lembaga Hukum dan Arbitrase, untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum 
yang muncul dalam pengoperasian perbankan syariah, dilakukan oleh Badan 
Arbitrase Syariah. Pada saat ini fungsi arbitrase syariah baru dilakukan oleh 
Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).  
d. Lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
dan lembaga lainnya yang akan dibentuk.  
Di sisi lain sebagai konsekuensi atas keberadaan di atas, terdapat beberapa 
institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung 
yang ada, seperti: 
a. Auditor Syari’ah, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syari‟ah oleh 
bank; 
b. Pasar Keuangan Syari’ah Internasional, yang merupakan sarana perdagangan 
instrumen-instrumen keuangan syari‟ah dalam valuta asing yang bermanfaat 
untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan; 
c. Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syari’ah (FKPPS) yang 
mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
tentang perbankan syari‟ah; 
d. Lembaga Penjamin Pembiayaan Syari’ah, yang memberikan jaminan kepada 
bank syari‟ah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah 
yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut; 
e. Pusat Informasi Keuangan Syari’ah, yang berfungsi menghubungkan sektor riil 
dan sektor pembiayaan syari‟ah dengan menyediakan informasi tentang pola 
pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai; 
f. Special Purpose Company, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syari‟ah 
yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan 
kesempatan berinvestasi secara syari‟ah kepada bank-bank lainnya dan kepada 
investor domestik maupun internasional.  
Dalam hal ketentuan kepemilikan bank berdasarkan prinsip syari‟ah oleh 
badan hukum Indonesia setinggi‐tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum 
yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari modal disetor, 
cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum perseroan 
terbatas/ perusahaan daerah, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, 




dan kerugian, bagi badan hukum koperasi. Bentuk hukum suatu bank berdasarkan 
prinsip syariah dapat berupa : 1. Perseroan Terbatas; 2. Koperasi, atau 3. Perusahaan 
Daerah. Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah wajib mencantumkan dengan jelas kata 
”syariah” setelah kata ”bank” atau nama bank (Pemerintah RI, 2008). Sedangkan Unit 
Usaha Syari‟ah (UUS) yang telah mendapatkan izin usaha wajib mencantumkan 
dengan jelas frase ”Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang 
bersangkutan. 
3. Efisiensi Perbankan Syari’ah  
Perbankan syari‟ah sebagai entitas perekonomian nasional tidak dapat terlepas 
dari persoalan tiga fungsi keuangan, yaitu: penggunaan (investasi), perolehan 
(pendanaan); dan pendistribusian (struktur permodalan dan kebijakan dividen).  
Intermediary institution (misal: bank) yang bertindak selaku mudlarib sekaligus pula 
shohibul mal, yang dibedakan peranannya sebagai penerima dana (funding) atau 
penyalur uang (financing) diantara pihak perusahaan (yang membutuhkan dana) 
dengan pihak investor (yang menyediakan dana), selanjutnya bertindak untuk 
melaksanakan fungsi financial market guna memperlancar sirkulasi dana dari pihak 
pemilik modal ke pihak perusahaan yang membutuhkan modal. 
Secara riil tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku keuangan, baik itu 
bank syari‟ah maupun konvensional. Penghapusan riba dalam kehidupan perbankan 
memang mutlak dilaksanakan, dikarenakan tiada satu agama pun yang 
menghalalkannya. Dalam hal ini dari hubungan yang tercipta dalam kegiatan-
kegiatan penghimpunan dana; penyaluran dana; jasa keuangan perbankan pada bank 
syari‟ah dengan mekanisme sistem bagi hasil dan penentuan nisbah atas dana yang 
dioperasionalkan melalui intermediary institution akan dapat menyegarkan dan 
menghidupkan keuangan nasional.  
Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat 
return kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan 
bank syari‟ah, yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan 
syari‟ah tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik. Hal ini tentunya perlu 
dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan global dimana pesaing usaha 
bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang 
memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis.  
Keterbatasan bankir syari‟ah yang handal dan menguasai operasional 
perbankan syari‟ah, serta teguh menjalankan prinsip syari‟ah juga merupakan 
masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syari‟ah. Usaha peningkatan 
kualitas sumber daya insani juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan 
operasional bank syari‟ah. Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistem 
perbankan syari‟ah dapat pula menerapkan strategi ekspansi „economies of scale‟ 
dan/ atau „economies of scope‟. Penerapan strategi „economies of scale‟ dilakukan 
secara horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis 




menambah kelengkapan instrumen transaksi syari‟ah (termasuk dengan 
memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat 
meningkatkan fleksibilitas jasa keuangan syari‟ah bagi masyarakat. 
Pengertian efisiensi perbankan 
Perbankan memiliki peran dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter 
dengan tujuan mencapai stabilitas harga. Perhatian terhadap seberapa besar efisiensi 
perbankan menjadi penting, terutama dalam mendukung kinerja perbankan untuk 
melaksanakan peran fungsional dalam mengalokasikan kredit. Peran ini tentunya 
akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu: menjamin 
tersedianya sejumlah kredit yang dibutuhkan untuk pengeluaran investasi ataupun 
menjalankan sektor ekonomi lainnya. 
Efisiensi perbankan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung 
kelancaran proses transmisi kebijakan moneter. Perbankan memiliki peran dalam 
mendukung efektivitas kebijakan moneter dengan tujuan mencapai stabilitas harga. 
Efisiensi yang dapat didefinisikan sebagai rasio antara output dengan input dimana 
didalamnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan efisiensi (Sutawijaya dan Lestari, 
2009: 52), yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih 
besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan 
input yang besar menghasilkan output yang lebih besar. 
Perhatian terhadap seberapa besar efisiensi perbankan menjadi penting, 
terutama dalam mendukung kinerja perbankan untuk melaksanakan peran fungsional 
dalam mengalokasikan kredit. Peran ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan ekonomi, yaitu: menjamin tersedianya sejumlah kredit yang dibutuhkan 
untuk pengeluaran investasi ataupun menjalankan sektor ekonomi lainnya.  
Sebuah sistem ekonomi dapat disebut efisien bila memenuhi kriteria (Sullivan 
and Sheffrin, 2010), sebagai berikut: 
a. Tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengurbanan. 
b. Tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatkan jumlah 
masukan. 
c. Tidak ada produksi bila tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. 
Definisi terhadap pemahaman tersebut tidak akan selalu sama akan tetapi pada 
umumnya akan mencakup semua ide yang hanya dapat dicapai dengan sumber daya 
yang tersedia.  
Dalam kaitannya dengan pengertian efisiensi yang dipergunakan dalam 
penelitian ini dapat disampaikan di sini beberapa pemahaman terhadap konsep 
efisiensi. Efisiensi mengukur kemampuan industri untuk menghasilkan output dengan 
mempertimbangkan input yang digunakan (Suseno, 2008). Ditinjau dari teori 
ekonomi terdapat dua pengertian efisiensi, yaitu: efisiensi teknik dan efisiensi 
ekonomis, sudut pandang makro dimiliki efisiensi ekonomis dengan jangkauan lebih 
luas dibandingkan dengan efisiensi teknik yang bersudut pandang mikro. Sutawijaya 
et. al., (2009), menyatakan: Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas pada 




Sedangkan (Chapra, 1996: 28) mendefinisikan efisiensi sebagai: “... to have 
attained optimum efficiency if an economy has been able to employ the total potential 
of its scarce human and material resources in such a way that that maximum feasible 
quantity of need-satisfying goods and services has been produced with a reasonable 
degree of economic stability and sustainable rate of future growth”. Pada bagian lain 
efisiensi biaya oleh Hassan, (2006), didefinisikan dengan: “Cost efficiency is defined 
as a measure of how far a bank’s cost is from the best practice bank’s cost if they 
were to produce the same output under the same environmental conditions”. 
Memperhatikan pengertian efisiensi di atas dapatlah kemudian dinyatakan, bahwa 
efisiensi merupakan suatu perbandingan yang menghasilkan sesuatu yang terbaik 
dikarenakan terwujudnya kesesuaian antara input dengan output atau antara modal 
yang digunakan untuk operasional dengan hasil optimal atau laba optimum. 
 Bank syari‟ah sebagai entitas ekonomi umat Islam yang memiliki karakter 
sebuah bangun usaha dengan dengan dasar keagamaan tentunya memiliki kriteria 
dengan tolok ukur tertentu dalam menilai kinerja perbankannya. Dalam kaitannya 
dengan tingkat kesehatan bank, perbankan syari‟ah di Indonesia dinilai dengan acuan 
yang ada pada Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan yang dituangkan dalam 
regulasi praktek perbankan syariah, yaitu PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian 
final (Peringkat Komposit) Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Umum Syariah 
merupakan penggabungan penilaian faktor finansial dan faktor manajemen dengan 
menggunakan tabel konversi yang telah ditetapkan oleh BI (Selina and 
Nadratuzzaman, 2009), dimana dalam proses pengukuran aktivanya pada dasarnya 
berisi tentang 6 faktor CAMELS, yaitu: Permodalan (Capital), Kualitas Aktiva 
Produktif (Asset Quality), Manajemen (Management), Rentabilitas (Earning) dan 
Likuiditas (Liquidity).  
Pengukuran pengaruh variabel kinerja terhadap efisiensi 
Pengukuran efisiensi sebenarnya tidak akan menghadapi kendala jika bank 
hanya memiliki satu input dan satu output saja untuk proses produksinya. Namun hal 
demikian jarang dijumpai karena bank biasanya memerlukan multi input dan 
menghasilkan berbagai output dengan harapan akan memberi nuansa baru pada 
pengukuran kinerja perbankan dan dapat menjelaskan kinerja bank secara riil. 
Penggunaan rasio-rasio keuangan untuk mengukur efisiensi biaya merupakan cara 
yang banyak dipakai para analis perbankan. Selain dengan menggunakan perhitungan 
rasio-rasio keuangan, pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan pendekatan 
parametrik dan non parametrik.  
Pengukuran efisiensi perbankan Indonesia secara operasional dapat dilihat 
dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Menurut pendapat 
yang dikemukakan oleh pengamat ekonomi (Hartono, 2009: 7), mengungkapkan 
bahwa salah satu indikator efisiensi perbankan secara operasional dari sisi biaya 




Semakin rendah rasio BOPO menunjukan, bahwa bank tersebut sudah melakukan 
efisiensi dalam mengeluarkan biaya-biaya operasionalnya. 
Efisiensi perbankan dimaksud menjadi salah satu faktor penting dalam 
mendukung kelancaran proses transmisi kebijakan moneter yang mana dengan rasio 
sebagaimana disebutkan diatas, sebagai sebuah perbandingan output (biaya 
operasional) dengan input (pendapatan operasional) yang dapat diformulasikan, 
sebagai berikut:  
 
Artinya, semakin rendah BOPO berarti semakin efisien kinerja bank tersebut 
dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka 
keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Dalam penelitian ini akan 
diperoleh besaran pengaruh dari faktor-faktor kegiatan dalam perbankan syari‟ah, 
yang merupakan akumulasi perhitungan atas produk perbankan syari‟ah dalam: 
simpanan (al-wadi’ah), bagi hasil (as-syirkah), jual beli (at-tijarah), Sewa (al-
ijarah), jasa/ fee (al-ajr walumullah). Kegiatan-kegiatan perbankan syari‟ah 
sebagaimana tersebut pada publikasi Statistik Perbankan Syari‟ah Bank Indonesia 
tampak mulai Maret 2010 telah dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan rasio-
rasio perbankan yang implementasi berupa rasio-rasio: CAR, ROA, KAP, FDR dan 
NOM.  
Namun demikian menggunakan data tersebut akan mengandung resiko 
penolakan hipotesis dikarenakan data tidak lengkap/ terlampau sedikit untuk 
memenuhi keperluan data pada kurun waktu 2007 sampai dengan 2010 dalam 
penelitian ini. Hasil pemaparan atas kegiatan kinerja perbankan syari‟ah banyak 
diungkap melalui perkembangan aset, modal, investasi, konsumsi, maupun Non 
Performing Financing (NPF) lingkup kerja Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta. 
Hingga kemudian data dimaksud dipergunakan dalam penelitian ini sebagai variabel 
independent, dalam kaitannya dengan keterpengaruhannya terhadap tingkat rasio 
efisisensi (BOPO) bank syari‟ah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam skala 
nasional.      
B. Penelitian yang Relevan 
 Berikut diketengahkan beberapa hasil penelitian yang relevan yang 
diinspirasikan dari persoalan-persoalan efisiensi di kalangan perbankan berikut ini:   
Tabel 2.3. 
Penelitian yang Relevan 
Study Method Units Research-Outputs 
Hadad, Muliaman D.; 
Santoso, Wimboh; Ilyas, 
Dhaniel; Mardanugraha, 





Merger dari bank tidak selalu dapat 
mempengaruhi biaya dari sebuah 
bank secara signifikan, dari 
perhitungan terhadap seluruh bank 
diketahui sedikitnya 1 dari 6 bank 





Study Method Units Research-Outputs 
Donsyah Yudistira,2003  DEA model  18 Bank di 
London 
Bank-bank Islam yang mempunyai 
total asset lebih dari $600 miliar 
dikategorikan sebagai bank besar dan 
bank-bank yang mempunyai total 
asset dibawah $600 miliar dapat 
dikategorikan sebagai bank-bank 
sedang dan kecil. 
Hsien Chang Kuo, Yang Li, 
Gwo Hshiung Tzeng and Ya 
Hui Tsai, 2006  
Can Fuzzy DEA 
Effectively for 
banks at Taiwan.  
base from 48 
banks Taiwannese 
commercial banks  
Pendekatan fuzzy DEA berhasil 
menemukan ketidakpastian efisiensi 
selain itu juga memiliki kemampuan  
diskriminasi efisiensi yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan model 
DEA tradisional. 
Hamim S. Ahmad Mokhtar, 
Naziruddin Abdullah, Syed 




Data from the 
annual reports of 
20 Islamic 
windows, 2 full 
fledged Islamic 
Banks and 20 
conventional 
banks 
Tingkat efisiensi bank syari‟ah masih 
lebih rendah dibandingkan dengan 
bank konvensional, sedangkan bank 
Islam lebih efisien daripada unit 
usaha syari‟ah. Disisi lain bank asing 
jauh lebih efisien daripada bank lokal.   









Research to 43 
Islamic banks in 
21 Muslim  
Bank Islam relatif tidak efisien 
 dalam  mengendalikan biaya, mereka 
relatif  efisien dalam 
menghasilkan keuntungan. Ditemui 
nilai rata-rata sebesar 73,3% untuk 
efisiensi alokatif sedangkan teknikal 
efisiensi sebesar 84,3%, sesuai 
dengan fakta bahwa kegiatan operasi 
bank secara keseluruhan tidak begitu 






ROE for Bank 
 
 
Sebanyak 32 BUS 
dan dan 32 BUK  
 
 
Tingkat efisiensi (dengan proksi 
ROE) dari operasi Bank Syariah, 
berbeda secara berarti dibandingkan 
dengan tingkat efisiensi operasi bank 
konvensional. 







berupa neraca dan 
laporan laba rugi  
Jika bank merasa karyawan tidak 
memiliki skill dan kemampuan yang 
cukup maka bank dapat 
menghentikan atau mem-PHK-
karyawan terhadap pegawainya, 
dengan demikian bank bisa 
mengefisiensikan penggunaan tenaga 
kerjanya.  






Analysis (DEA)  
 
Sampel 10 bank 
yang terdiri 2 




Kontrol manajerial telah dapat 
diterapkan secara seimbang pada 
bank syari‟ah swasta dan pemerintah 
sehingga menghasilkan tingkat 
efisiensi tertentu, jadi tidak perlu lagi 
dibedakan diantara keduanya dalam 
efisiensi 









Pada bank syariah yang berkembang 
saat ini pada komponen aktiva 




Study Method Units Research-Outputs 
Estimator) dalam 
asumsi OLS  
lapangan (field 
research)  
pembiayaan: surat berharga, 
penempatan pada bank lain, untuk 
variabel lan perlu diuji lebih lanjut 
signifikansinya. 










The data set for 
34 banks – 24 
local and 10 
foreign  
DEA dan SFA memiliki 
potensi untuk memberikan bias 
perkiraan  inefisiensi  
karena kesalahan spesifikasi atau 
sejenisnya ke arah yang berlawanan.  
Sumber: dari beberapa jurnal nasional dan internasional 
Dalam salah satu rekomendasi penelitian  dinyatakan secara parametrik 
melalui metode penelitian pendekatan SFA dan DFA yang dipakainya (Hadad et. al., 
2003: 23) menyebutkan, bahwa: dapat dibuat variabel merger sebagai variable 
lingkungan (environmental variable) dalam model yang digunakan untuk 
mengestimasi fungsi biaya dalam periode data bulanan dari Januari 1995 sampai 
dengan Juni 2003 secara parametrik diperoleh skor efisiensi DFA lebih beragam, 
dibandingkan dengan skor efisiensi SFA jika digunakan data bulanan dan tahunan 
yang menggabungkan seluruh bank. Dengan demikian dapat dilihat pula apakah 
merger dari bank tidak selalu dapat mempengaruhi biaya dari sebuah bank secara 
signifikan. Dari perhitungan menggunakan data seluruh bank diketahui sedikit bank 
(1 dari 6 bank) yang meningkat skor efisiensinya setelah merger. 
Melalui penelitian Hasan (2006) mengindikasikan bahwa melalui metode 
DEA analyzing terhadap laporan bank periode 1995-2001, diperoleh hasil penelitian 
dengan kedua teknik parametric (efisiensi biaya dan pendapatan) dan nonparametric 
(data envelopment analysis) yang mengindikasikan bahwa, kebanyakan industri 
perbankan syari‟ah disebukan relatif kurang efisien apabila dibandingkan dengan 
perbankan konvensional. Hasil ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah 
efisiensi sangat berkorelasi dengan ROA dan ROE, sedangkan langkah-langkah 
efisiensi dapat digunakan bersamaan dengan rasio akuntansi konvensional dalam 
menentukan kinerja bank syariah. Pada paragraf lain dinyatakan pula, bahwa: “The 
average cost efficiency (stochastic cost frontier) is 73.5%, whereas the average profit 
efficiency (profit efficiency frontier) is 84.4%.” (Hasan, 2006: 63).  
Meskipun Bank Islam relatif tidak efisien dalam mengendalikan biaya,  mereka 
relatif efisien dalam menghasilkan keuntungan. Ditemui nilai rata-rata sebesar 73,3% 
untuk efisiensi alokatif sedangkan teknikal efisiensi sebesar 84,3%. Hal ini sesuai 
dengan fakta bahwa kegiatan operasi bank secara keseluruhan tidak begitu didukung 
dengan peraturan di lingkungannya. 
Tahun 2000 merupakan tahun yang paling efisien disebutkan, bahwa: 
inefisiensi diantara 18 bank islam sebesar 10% relatif lebih banyak banyak 
dibandingkan dengan sistem konvensional. Sebagai gambaran selanjutnya dikatakan, 
bahwa industri perbankan syariah yang telah berpengalaman menunjukkan inefisiensi 




tahun 1997 dan 2000 yang besarnya rata-rata 0,902 dan 0,909. Besarnya inefisiensi 
pada tahun 1998 lebih berpengaruh kepada inefisiensi secara teknis daripada skala 
efisiensi yang ada (Yudistira, 2003:13), untuk menganalisis besarnya hubungan 
efisiensi dan skala, bank-bank Islam yang mempunyai total asset lebih dari $600 
miliar dikategorikan sebagai bank besar dan bank-bank yang mempunyai total asset 
dibawah $600 miliar dapat dikategorikan sebagai bank-bank sedang dan kecil. 
Apabila dilihat dari skala efisiensi dapat terlihat jelas bahwa, skala inefisiensi 
(diseconomies of scale) terjadi pada bank-bank besar, dengan skala terendah yang 
bernilai 0,915 pada tahun 1998. 
Dengan metode DEA (Sutawijaya, et. al., 2009) melalui Variabel input terdiri 
dari tenaga kerja dan aktiva perusahaan sedangkan dua variabel output adalah 
pendapatan bunga dan pendapatan non bunga diperoleh hasil perhitungan DEA yang  
pada umumnya pencapaian rata-rata efisiensi setiap variabel mengalami penurunan. 
Sumber inefisiensi terbesar untuk seluruh bank terletak pada tenaga kerja dengan 
pencapaian efisiensi rata-rata sebesar 37,44 persen (CRS) dan 39,08 persen (VRS), 
artinya rata-rata bank belum memaksimalkan pemanfaatan inputnya. Untuk mencapai 
efisiensi maksimal, bank harus menambah penggunaan inputnya sebesar 62,56 (CRS) 
dan 60,92 (VRS) persen. Dengan kondisi yang demikian dapatlah kemudian 
direkomendasikan perlu adanya aturan internal bank untuk menggunakan sistem 
kontrak terhadap pegawainya, dengan demikian bank bisa mengefisiensikan 
penggunaan tenaga kerjanya. Jika bank merasa karyawan tidak memiliki skill dan 
kemampuan yang cukup maka bank dapat menghentikan atau mem-PHK-karyawan.  
Dengan formula David Cole’s ROE for bank (Bachruddin, 2006) 
menyimpulkan, bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara ROE pada Bank 
Syariah dengan ROE pada bank konvensional, mencerminkan bahwa tingkat efisiensi 
(dengan proksi ROE) dari operasi Bank Syariah, berbeda secara berarti dibandingkan 
dengan tingkat efisiensi operasi bank konvensional. Namun demikian, ditinjau dari 
deviasi-standar dari ROE bank syariah (sebesar 10,42%) lebih kecil dibanding dengan 
bank konvensional (sebesar 14,34%). Hal ini memberi makna bahwa tingkat risiko 
dari operasi Bank Syariah lebih rendah dibanding dengan bank konvensional.  
Dikemukakan lebih lanjut bahwa komponen-komponen Profit Margin (PM); 
Asset Utilization (AU) dan Equity Multiplier (EM) pada bank syari‟ah secara 
serempak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ROE  dengan F Statistik (sebesar 
15,118) dan tingkat signifikansi (sebesar 0,000). Hal itu memberi makna bahwa 
kebijakan-kebijakan pada bidang manajemen pemasaran (dengan proksi PM, t = 
5,477), bidang manajemen aktiva (dengan proksi AU, t = 3,766) dan bidang 
manajemen pasiva (dengan proksi EM, t = 3,475) memberikan peranan yang berarti 
dalam pencapaian tingkat efisiensi (dengan proksi ROE) pada Bank Syariah. Keadaan 
sebaliknya terdapat ditemui pada Bank konvensional dimana komponen-komponen 
PM, AU dan EM secara serempak tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap 
ROE. Hal ini dapat dilihat pada nilai F Statistik (sebesar 1,560) dengan signifikansi 
(sebesar 0,221). Manajemen pemasaran, manajemen aktiva dan manajemen pasiva 




efisiensi yang dicapai, komponen yang memberikan kontribusi yang berarti hanya 
dari PM (signifikansi sebesar 0,044). Sedangkan dari komponen-komponen AU dan 
EM tidak memberikan kontribusi yang berarti.  
Dalam perbankan syariah, tingkat efisiensi mengukur kemampuan perbankan 
syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya sesuai prinsip syariah. Melalui 
analisis efisiensi dan skala ekonomi pada bank syari‟ah (Suseno, 2008) disimpulkan, 
bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia tahun 1999-2004 cukup efisien. 
Tingkat in-efisiensi rata-rata dari 10 bank yang diteliti, mencapai sekitar 7 persen. 
Perkembangan bank syari‟ah selama 1999 sampai dengan 2004 terdapat peningkatan 
efisiensi perbankan syariah rata-rata 2,3 persen per tahun, sedangkan disisi yang lain 
tidak ditemui skala ekonomis dalam perbankan syari‟ah di Indonesia yang berarti 
tidak terdapat kecenderungan semakin tingginya skala usaha, maka akan efisiensi 
semakin meningkat.  
Lebih lanjut disimpulkan olehnya, bahwa: dilihat dari lingkungan kepemilikan 
dan struktur organisasi (perusahaan), tidak ada hubungan yang signifikan antara 
status kepemilikan bank ataupun struktur organisasi perbankan terhadap efisiensi 
teknis perusahaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam pemilihan bentuk struktur 
perbankan, antara BUS ataupun UUS, pertimbangan non teknis perlu lebih 
diutamakan, seperti: reputasi perbankan, tingkat ketaatan kepada syariah dan 
sebagainya, dan dari kedua jenis struktur tersebut, aspek kontrol manajerial telah 
dapat diterapkan secara seimbang sehingga mampu menghasilkan tingkat efisiensi 
bank swasta maupun bank milik negara terutama dalam aspek efisiensinya, jadi 
masyarakat tidak perlu lagi membeda-bedakan antara bank syari‟ah swasta ataupun 
bank syari‟ah milik negara, terutama dalam aspek efisiensinya.  
Hasil terhadap variabel-variabel independen faktor kualitas aktiva Bank 
Syari‟ah Mandiri terhadap rasio utama kualitas aktiva produktif berdasarkan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 (Selina Febriyani, at. al., 2009: 51-
53) dapat disimpulkan dengan pada tingkat kepercayaan 95% (=0,05), diketahui: 
variabel Penempatan pada Bank Lain – PBL, variabel Surat Berharga Syariah – SBS, 
variabel Financial -- FINC secara parsial pada bank syari‟ah berpengaruh signifikan 
terhadap rasio utama Kualitas Aktiva Produktif – KAP; sedangkan variabel Rekening 
Administrasi – ADM pada bank syari‟ah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio 
utama KAP (Kualitas Aktiva Produktif).  
Pada tingkat kepercayaan 99% (α = 0,01), variabel Surat Berharga Syariah --
SBS saja yang berpengaruh signifikan terhadap rasio utama Kualitas Aktiva Produktif 
– KAP, sedangkan variabel Penempatan Bank Lain -- PBL, Financial -- FINC dan 
Administrasi -- ADM bank syari‟ah pengaruh tidak signifikan terhadap rasio utama 
KAP. Industri perbankan syariah yang berkembang saat ini, khususnya komponen 
aktiva produktif berfokus hanya pada pembiayaan: surat berharga, penempatan pada 
bank lain, sehingga harus dapat diuji kembali variabel lainnya yang sekiranya dapat 
mempengaruhi secara signifikan, misalnya pada penyertaan modal dalam saham pada 




komponen variabel ADM dalam model yang tidak berpengaruh terhadap 
perkembangan rasio kualitas aktiva produktif baik pada Peraturan Bank Indonesia 
Nomor  6/10/PBI/2004 dan Nomor 9/1/PBI/2007.  
Permasalahan metode – DEA atau SFA – berbagai faktor mempengaruhi 
keunggulan satu diantara yang lain atas satu varian yang digunakan; kedua, DEA dan 
SFA memiliki potensi untuk memberikan bias perkiraan  inefisiensi karena kesalahan 
spesifikasi atau sejenisnya. Bias ke arah yang berlawanan  meningkatkan  
kemungkinan perbedaan besar antara estimasi DEA dan SFA inefisiensi (Hasan, 
2009). Di sisi lain penggunaan teknik SFA and DEA tergantung pada upaya yang 
dilakukan untuk mencari sifat dan tingkat hubungan kausal antara perkiraan 
inefisiensi dan lainnya dalam variabel relevan, seperti: ukuran perusahaan mereka 
berikut lokasi, perpajakan, pengeluaran publik, stabilitas,  investasi, keuntungan, 
harga saham dan sebagainya.  
C. Kerangka Berpikir  
Berdasarkan uraian di atas selanjutnya dapat dinyatakan pada kegiatan 
perbankan syari‟ah dengan faktor-faktornya, berupa: aset, modal, investasi, konsumsi, 
serta Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel pengaruh (dependent 
variabels) secara parsial mempengaruhi variabel terpengaruh (independent variabels)  
berupa tingkat efisiensi pada kegiatan perbankan syari‟ah di Indonesia.    
D. Pengajuan Hipotesis 
Berdasarkan uraian di atas selanjutnya dapat dikemukakan 5 hipotesis atas  
faktor-faktor dalam perbankan syari‟ah di Indonesia dalam variabel tak berpengaruh 
(dependent variable) terhadap variabel pengaruh (independent variable) dalam 
perbankan syari‟ah di Indonesia dimana dalam penelitian ini dikemukakan, sebagai 
berikut: 
H0    Aset tidak mempengaruhi tingkat efisiensi  
Ha    Aset mempengaruhi tingkat efisiensi  
H0    Modal tidak mempengaruhi tingkat efisiensi  
Ha    Modal mempengaruhi tingkat efisiensi  
H0    Investasi tidak mempengaruhi tingkat efisiensi  
Ha    Investasi mempengaruhi tingkat efisiensi  
H0    Konsumsi tidak mempengaruhi tingkat efisiensi  
Ha      Konsumsi mempengaruhi tingkat efisiensi  
H0     NPF tidak mempengaruhi tingkat efisiensi 
Ha     NPF mempengaruhi tingkat efisiensi  
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu 




mengenai keadaan yang terjadi serta hubungan pengaruh di antara kecenderungan-
kecenderungan yang terdapat pada subjek penelitian. Dipergunakan metode analisis 
data dengan bantuan alat pengolah dalam aplikasi SPSS 16.0, sehingga data yang 
telah terkumpul kemudian dapat diberikan interprestasi dan digunakan untuk 
menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. 
Penggunaan alat analisis diperlukan dalam rangka menyusun model statistika 
matematik atas data ekonomi yang memberi dukungan empiris model yang disusun 
dalam ilmu ekonomi matematis guna diperoleh hasil dalam angka (numerical result). 
Sebagai acuan dalam analisis ekonometri dipakai teori yang diajukan dalam hipotesis 
atau pertanyaan penelitian, yang daripadanya dibuatkan model ekonometri untuk 
menguji hipotesisnya. Setelah ditentukan estimasi model parameter dilakukan 
verifikasi kesesuaian dengan model. Apabila “fit” akan digunakan untuk estimasi dan 
dari hasil estimasi dipergunakan sebagai dasar yang dipergunakan dalam menyusun 
kesimpulan penelitian. 
A. Populasi dan Sample 
Populasi menjadi sumber asal sampel diambil, merupakan suatu jumlah  dalam 
penelitian. Batas populasi bukanlah tempat dan waktu penelitian, tetapi karakteristik 
elemen atau individu populasi. Dalam penelitian ini populasi yang dipergunakan adalah 
keseluruhan keadaan kinerja BUS dan UUS pada BUK yang terdaftar pada Bank 
Indonesia.  
Dalam penelitian ini dipergunakan data bulanan pada kurun waktu April 2007 
sampai dengan Desember 2010, daripadanya diperoleh 45 data yang merupakan 
akumulasi kegiatan perbankan syari‟ah berupa: aset, modal, investasi, konsumsi, serta 
Non Performing Financing (NPF) di Yogyakarta dan data rasio efisiensi bank 
syari‟ah skala nasional berupa rasio BOPO. Pada data rasio BOPO dipergunakan data 
hasil rata-rata tahunan (2007) dan rata-rata data triwulanan yang dipakai untuk 
mengisi kekosongan data tahun 2008.  
Hingga akhir tahun waktu 2010 komposisi bank syari‟ah dan unit usaha 
syari‟ah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini: 
Tabel 3.1. 




Bank Umum Syari‟ah 
Perusahaan Kantor Perusahaan Kantor 
2007 23 190 3 398 
2008 28 214 5 576 
2009 25 256 6 711 
2010 23 244 10 1058 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Indonesian Banking Statistic) 
Dari data diatas dapat diketahui, bahwa memasuki tahun 2010 terdapat 
peningkatan jumlah Bank Umum Syari‟ah yang berbeda dari beberapa tahun 




terjadi penurunan. Kecenderungan tersebut terjadi karena adanya perubahan beberapa 
Unit Usaha Syari‟ah pada beberapa Bank Umum Konvensional berubah (mengalami 
spin-off) menjadi Bank Umum Syari‟ah.  
Dalam penelitian ini efisiensi bank syari‟ah sebagai dependent variabel (Y) 
dipaparkan sebagai rasio biaya operasional atas pendapatan operasional (BOPO) yang 
merupakan data statistik yang dipublikasikan secara periodik Bank Indonesia 
sebagai informasi statistik perbankan syari‟ah. Sedangkan variabel bebas - 
independent variabels  (X) yang dipergunakan adalah faktor-faktor dalam kegiatan 
perbankan syari‟ah yang dikeluarkan Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta dalam 
bentuk kertas kerja yang memuat data: aset, modal, investasi, konsumsi, serta Non 
Performing Financing (NPF) bank-bank syari‟ah yang berada dalam lingkup kerja 
Bank Indonesia di Yogyakarta. Variabel tersebut menampilkan kriteria tertentu 
terhadap kinerja perbankan syari‟ah dalam pemahaman (BI, 2010). 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Data kegiatan bank-bank syari‟ah  yang diperlukan adalah data-data rasio 
perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia  yang dipublikasikan secara periodik 
runtut waktu (bulanan), dalam hal ini dipergunakan data yang dimuat dalam website: 
http://www.bi.go.id. Data lain berupa data kegiatan perbankan syari‟ah pada  Kantor 
Bank Indonesia di Yogyakarta. Jenis data yang diperlukan berupa indikator perbankan 
syari‟ah di Yogyakarta, antara lain: aset, modal, investasi, konsumsi, serta Non 
Performing Financing (NPF) dalam kurun waktu April 2007 s.d. Maret 2011.  
Beberapa literatur sebagai referensi dari dalam dan luar negeri diperoleh dari 
wacana publikasi/ journal ilmiah melalui media elektronik yang didownload 
sedemikian rupa sesuai alamat website penerbitnya dalam bentuk PDF format. 
Beberapa referensi diperoleh juga melalui media seminar perbankan syari‟ah yang 
sengaja diikuti dalam rangka “sharing” pemahaman terhadap wawasan Ekonomi 
Islaman khususnya di Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan data data non-eksperimental yang disusun dalam 
sebuah data gabungan (pooled data), selain tersaji dalam runtut waktu (time-series data) 
dalam periode bulan maupun hasil rata-rata tahunan/ kwartalannya. Dikumpulkan pada 
kurun waktu tertentu dalam satu satuan pengamatan yang menampakkan konsistensi data 
dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Rangkaian waktu tidak lain adalah 
serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, gejala atau variabel yang diambil 
dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan kejadian (Sutrisno, 2004:353) dan 
kemudian disusun sebagai data statistik. Sebagai teknik dalam statistik, analisis ini baru 
dapat dilakukan terhadap data yang sudah dikuantifikasikan.    
C. Teknik Analisis Data  
Metode analisis data dalam penelitian ini dipergunakan metode kuantitatif 
bersifat konfirmatori (confirmatory analysis), analisis yang dilakukan untuk 
membuktikan kebenaran teori yang telah ada. Kesimpulan yang mendukung teori, 
maka teori dapat diterima kembali untuk dipertahankan. Sifatnya yang konfirmatoris, 




dugaan. Untuk dapat diperoleh hasil analisis kuantitatif dipergunakan regresi 
berganda dalam formulasi pengaruh kegiatan perbankan syari‟ah di Yogyakarta 
dalam indikatornya: aset, modal, investasi, konsumsi, serta Non Performing 
Financing (NPF) terhadap rasio efisiensi perbankan syari‟ah di Indonesia dengan 
formulasi analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 
ordinary least square method berdasarkan persamaan sebagai berikut: 
 
Di mana : 
Y  = efisiensi 
a   = konstanta 
b1,2,3,4,5  = slope 
X1   = variabel Aset  
X2   = variabel Modal 
X3   = variabel Investasi 
X4   = variabel Konsumsi  
X5  = variabel NPF 
   = residual 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Data dalam penelitian ini sedianya mempergunakan perhitungan rasio-rasio 
(CAR, ROA, KAP, FDR, NOM, serta BOPO) kinerja pada perbankan syari‟ah yang 
bersumber dari website: www.bi.go.id (terlampir) sebagai variabel-variabel dalam 
penelitian ini. Oleh karena sediaan data sampel terlalu sedikit/ tidak mencukupi dan 
dapat menyebabkan kesalahan penolakan hipotesis yang benar, sedangkan dengan 
memperbesar sampel akan menyebabkan hipotesis tidak dapat ditolak.  
Untuk melengkapi data yang diperlukan kemudian dilakukan konfirmasi ke 
lokasi penelitian di Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta. Pada kantor tersebut tidak 
diperoleh data nasional yang dikehendaki, sekalipun ada sebatas data lingkup kerja 
Bank Indonesia di Yogyakarta. Hingga akhirnya diperoleh data indikator bank 
syari‟ah di Yogyakarta, yang memuat keadaan: Aset, DPK, Pembiayaan (Modal 
kerja, Investasi, Konsumsi), Rasio Bank (FDR, NPF-Nominal, NPF-%, Kredit Modal 
Kerja (KMK), Kredit Investasi, Kredit Konsumsi (terlampir) yang merupakan 
akumulasi kegiatan bank-bank syari‟ah/ BPR syari‟ah di Yogyakarta dalam kurun 
waktu April 2007 sampai dengan Desember 2010. 
Dari data sediaan yang ada (termuat dalam lampiran) pada Kantor Bank 
Indonesia di Yogyakarta tidak seluruhnya dipergunakan dalam penelitian ini. Data 
yang dipergunakan dalam analisis ini adalah: Aset, Pembiayaan (Modal Kerja, 
Investasi, Konsumsi), Rasio NPF (Non Performing Financial)-nominal pada bank 
umum syari‟ah di Yogyakarta, sedangkan data rasio efisiensi dalam BOPO Bank 
Indonesia dipergunakan data yang diperoleh dari Website: www.bi.go.id. pada kurun 




kemudian dengan sebagai variabel pengaruh (independent variable) dipergunakan 
data regional dari Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta, sedangkan variabel 
terpengaruh (dependent variable) dipergunakan data nasional pada Bank Indonesia. 
Pada data regional berupa: indikator perbankan syari‟ah (aset, modal, 
investasi, konsumsi dan NPF-nominal) tidak dilakukan moderasi, data diperguankan 
seperti apa adanya dalam daftar. Moderasi dimungkinkan dilakukan oleh aplikasi 
dalam SPSS 16.0 itupun dikarenakan dikehendaki perkakas analisisnya. Sedangkan 
pada rasio BOPO dilakukan moderasi data yang ada, yaitu: 
1. Penggunaan data tahun 2007 tertera (76.54*)  untuk keperluan isian data kurun 
waktu bulan April sampai dengan Desember 2007, dengan asumsi bahwa data 
tersebut adalah angka rata-rata rasio BOPO periode waktu itu. 
2. Data tersedia untuk tahun 2008 berupa angka triwulanan, sehingga angka rata-
rata (76.14
**
) dari data triwulanannya dipergunakan untuk mengisi kekosongan 
angka rasio BOPO tahun itu.            
B. Pengujian Persyaratan 
Dari model persamaan Ordinary Least Square (OLS) yang dipergunakan, 
yaitu: 
 
dimana nilai-nilai b1,b2,b3,b4,b5 merupakan parameter yang memprediksi besaran 
pengaruh X1, X2, X3,X4 dan X5 terhadap Y, sedangkan a adalah nilai konstanta, 
diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:.  
Uji Normalitas 
 Dengan menggunakan nilai-nilai kemencengan (Skrewness) dan keruncingan 
(Kartosis) yang diperoleh melalui aplikasi program SPSS 16.0 sebagaimana 
ditampilkan pada tabel berikut:  
Tabel 4.2.   Analisis Deskriptif (Descriptive Statistics) 

















        
[DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Diperoleh hasil uji normalitas  dengan formulasi Jarque Berra (JB test) terhadap 
data yang disajikan dalam model regresi (Gujarati: 1995), sebagai berikut:  diketahui 
nilai skewnes = 0,050 dan kurtosis 0,905. Sehingga ketika rumus Jarque Berra akan 





















Nilai JB = 0,14 dibandingkan dengan tabel Chi Square dengan derajat bebas 2, 
dengan nilai chi square dengan derajat bebas 2 dan level keyakinan 95 persen = 7,37 
dan untuk keyakinan 99 persen = 9,21 yang merupakan nilai kritis tabel Chi Square. 
Nilai Jarque Barre (0,14) lebih kecil dari nilai Chi Square 9,2, maka variabel 




 yaitu koefisien determinasi dinyatakan besaran  
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen  tingkat efisisnesi 
dalam rasio BOPO Bank Indonesia. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, 
dengan nilai R
2
 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen, indikator 
perbankan syari‟ah di Yogyakarta berupa aset, modal, investasi dan Non Performing 
Financial (NPF) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.  
Tabel 4.3. Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .259 .164 3.34846 
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal 
[DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Pada tampilan hasil uji koefisien determinasi diatas adjusted R
2
 adalah 0,164, 
hal ini berarti 16,4% variasi income dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel 
independen: aset, modal investasi, konsumsi dan NPF. Sisanya (100%-16,4%= 
83,6%) dijelaskan sebab-sebab diluar model. Standart error sebesar 3,348 semakin 
kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 
independen.  
Nilai adjusted R2 sebesar 0,164 memang terletak antara 0 sampai dengan 1, 
dimana R2 = 0,259 berarti ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 
independen, artinya perubahan indikator perbankan syari‟ah di Yogyakarta, berupa: 
aset, modal, investasi dan Non Performing Finance (NPF) mampu menjelaskan 100% 
perubahan tingkat efisiensi dalam rasio BOPO Bank Indonesia.  
Uji F 
Apabila R kuadrat merupakan perbandingan antara variasi Y (variasi total) 
yang bisa dijelaskan  oleh variabel penjelas, maka uji F adalah perbandingan antara 
variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel di dalam model dibanding variasi yang 
dijelaskan oleh variabel di luar model. R
2




menggantikan. Alat uji ini dipergunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independent  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.  







Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 153.092 5 30.618 2.731 .033
a
 
Residual 437.274 39 11.212   
Total 590.367 44    
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal  
b. Dependent Variable: bopo   
[DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Pada tabel uji F diatas diperoleh nilai sebesar 2,731 dengan probabilita 0,033. 
Karena probabilita lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk 
memprediksi tingkat efisiensi dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia. Atau dengan 
pernyataan lain, bahwa Indikator perbankan syari‟ah di Yogyakarta, berupa: Aset, 
Modal, Investasi, Konsumsi dan Non Performing Financial (NPF) secara bersama-
sama berpengaruh terhadap Efisiensi dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia. 
Uji t  
Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel 
yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS, apabila angka signifikan 
t-nya lebih kecil dari α dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara 
variabel-variabel pengaruh (independent variables) terhadap variabel terpengaruh 
(dependent variables) rasio efisiensi bank syari‟ah di Indonesia.  








Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 73.071 3.798  19.240 .000 
Aset 1.254E-5 .000 .877 1.319 .195 
Modal -1.874E-5 .000 -.553 -.803 .427 
Investasi 2.396E-5 .000 .108 .409 .685 
konsumsi -1.529E-5 .000 -.203 -.778 .441 
Npf 8.107E-5 .000 .226 .993 .327 





Dari hasil perhitungan dengan SPSS 16.0 diketahui nilai atas variabel-variabel 
dimaksud, sebagaimana tampak pada Tabel 4.5., berikut ini: Diantara kelima variabel 
independen berupa indikator perbankan syari‟ah di Yogyakarta yang dimasukkan ke 
dalam model uji t digunakan untuk mengetahui apakah variasi perubahan nilai 
masing-masing variabel bebas dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel 
terikat. Dari hasil regresi seperti pada tabel 4.5. di atas diketahui bahwa Nilai t 
tersebut t1 (1,319), t2 (-0,803), t3 ( 0,409), t4 (-0,778) dan t5 (0,993) yang berarti tidak 
ada signifikansi karena < 2. Pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 tidak nyata atau tidak ada 
atau nol. 
a. Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah pada model regresi memiliki 
korelasi antar variabel bebas (independen variabel).  Multikolinearitas adalah korelasi 
linear yang “perfect” atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke 
dalam model, jika antara X1, X2, X3, X4 atau X5 memiliki korelasi tinggi. Dengan 
mempergunakan aplikasi program SPSS 16.0 dapat diketahui nilai hasil perhitungan 
kolinearitas atas TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) terhadap 
model yang dipakai, sebagai berikut:  








Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 73.071 3.798  19.240 .000   
Aset 1.254E-5 .000 .877 1.319 .195 .043 23.278 
Modal -1.874E-5 .000 -.553 -.803 .427 .040 24.961 
Investasi 2.396E-5 .000 .108 .409 .685 .270 3.697 
Konsumsi -1.529E-5 .000 -.203 -.778 .441 .280 3.576 
Npf 8.107E-5 .000 .226 .993 .327 .367 2.724 
a. Dependent Variable: bopo       
[DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Syarat tidak adanya multikolinier adalah koefisien VIF tidak lebih dari 5. 
Hasil pengujian seperti pada tabel   menunjukkan bahwa angka koefisien VIF untuk 
masing-masing variabel bebas yaitu Aset = 23,278, Modal = 24,961,  Investasi = 
3,697, Konsumsi = 3,576 dan Npf = 2,724 berarti bahwa pada Aset dan Modal 
terdapat multikoleniaritas, sedangkan Investasi, Konsumsi dan Npf masing-masing 
variabel tersebut tidak mengandung multikolineritas atau tidak ada hubungan 
(pengaruh) antar masing-masing variabel bebas. 
b. Autokorelasi 
 Autokorelasi memiliki tujuan menguji adakah korelasi antara kesalahan 




(sebelumnya). Apabila terdapat korelasi, maka disebut terdapat autokorelasi. 
Konsekuensi dari keberadaan autokorelasi adalah metode regresi OLS akan 
menghasilkan estimasi yang terlalu rendah untuk nilai variasi ut dan karenanya 
menghasilkan estimasi yang terlalu tinggi untuk R Square (Gujarati, 1995:411, 
Johnston dan DiNardo, 1997:185-7). 
  Hasil perhitungan uji autokorelasi dengan SPSS 16.0, dinyatakan dalam tabel 
di bawah ini: 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 .259 .164 3.34846 .980 
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal 
b. Dependent Variable: bopo   
[DataSet1] E:\analize_i3%Ei_1.sav  
Nilai Durbin Watson sebesar 0,980, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel 
dengan signifikansi 5%, jumlah sampel 45 (n) dan jumlah variabel 5 (k=5), maka 
pada tabel Durbin Watson dapat dilihat, sebagai berikut: 







Oleh karena nilai Uji Durbin Watson pada model sebesar 0,980 lebih kecil 
dari batas atas (du) 1,776 dan kurang dari 5-1,776 (4-du) = 3,224. Dikatakan tidak ada 
autokorelasi bila, bila: du < d < 4 – du, kemudian diketahui bahwa, du = 1,776 >  
0,980 < 4 – du = 2.23. Dapat dikatakan bahwa terdapat autokorelasi pada model, hal 
itu terjadi karena nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh terhadap nilai variabel 
masa kini, atau masa datang.  
c. Heteroskedastisity 
Tampilan hasil regresi lengkap untuk predictors dan residual kuadrat, yang 




), perhatikan tempat R Square pada print out 
berikut.  
Tabel 4.9. Prediktor dan Residual Kuadrat 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 








k = 5 
dl du 
10 0,243 2,822 
... ... ... 




Dari perhitungan di atas, diketahui nilai R–kuadrat = 0.011, setelah diperhitungkan ke 
dalam rumus heteroskedastisity dengan n = 45, diperoleh nilai: 
R
2
 x n = 0,011 x 45 = 0,50. 
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai heteroskedastisitas sebesar 
0,50 lebih rendah dari 9,21, hal itu berarti bahwa tidak terdapat masalah 
heteroskedastisity dengan data dimaksud. Hasil perhitungan ini dapat 
diperbandingkan dengan hasil Scatterplots atas dependen variabel BOPO, sebagai 
berikut:  
Grafik 4.1. Scatterplots Dependen Variabel BOPO 
 
   Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta 
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Memperhatikan pola 
sebaran tersebut dapat disimpulkan, bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi. Sehingga model regresi layak dipergunakan untuk memprediksi Rasio 
BOPO Bank Indonesia berdasarkan masukan independen variabel Aset, Modal, 
Investasi, Konsumsi dan Non Performing Finance (NPF). 
C. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan uji model regresi terhadap variabel dependen berupa tingkat 
efisiensi dalam Rasio BOPO pada Bank Indonesia dengan variabel independen 




berarti besaran pengaruh masing-masing variabel bebas tersebut terhadap rasio 
efisiensi dalam BOPO secara ringkas hasil perhitungan signifikansi dapat dilihat pada 
Tabel 4.10,  sebagai berikut: 
Tabel 4.10. Ringkasan Pengujian Hipotesis 
Variabel Independen Hasil Analisis Hipotesa Nol 
Aset Tidak signifikan Diterima 
Pembiayaan Modal Tidak signifikan Diterima 
Pembiayaan Investasi  Tidak signifikan Diterima 
Pembiayaan Konsumsi Tidak signifikan Diterima 
Non Performing Financial (NPF) Tidak signifikan Diterima 
   
PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini ditemui, bahwa variabel Aset, Pembiayaan Investasi dan 
Non Performing Financial (NPF) mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan 
terhadap efisiensi dalam rasio BOPO Bank Indonesia, sedangkan pada pembiayaan 
Modal dan Konsumsi mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan.  
Variabel Aset 
Pada variabel aset hipotesa nol sesuai dengan pendapat bahwa tingkat 
efisiensi di perbankan syari‟ah tidaklah terkait dengan skala usaha yang diukur dari 
tingginya aset (Suseno, 2008: 49). Satu hal yang bisa menjelaskan kenapa aset tidak 
signifikan terhadap rasio efisiensi pada umumnya, yaitu: model ROE merupakan 
pencerminan dari pengukuran pencapaian tujuan yang salah satunya dibentuk  
melalui asset utilization sebagai proksi kinerja manajemen aktiva yang menentukan 
ROE (Bachruddin, 2006: 72).  
ROE -- Return on Equity Variabel -- sendiri merupakan indikator efisiensi 
bagi pemilik (pemegang saham), walhasil variabel aset tidak secara langsung 
berpengaruh terhadap efisiensi perbankan syari‟ah, dikarenakan ROE lebih 
bermanfaat dan memakmurkan pemegang saham dari suatu bank.  Secara nasional 





            
           Grafik 4.2 Perkembangan ROE Bank Syari‟ah Tahun 2010 
Tampak pada grafik bahwa ROE pada akhir tahun menunjukkan lebih rendah 
daripada awal tahun 2010 
Variabel Pembiayaan Modal, Investasi dan Konsumsi 
Efisiensi merupakan salah satu pencerminan kinerja perbankan, dikatakan 
memiliki kinerja yang tinggi bila dapat meningkatkan efisiensi. Pada model DEA 
dikenal penggunaan input dipakai tenaga kerja dan aktiva, sedangkan output berupa 
pendapatan bunga dan non bunga, yang dipergunakan dalam operasional perbankan 
konvensional (Adrian, et.al., 2009: 59). Sedangkan dari hasil regresi yang dilakukan 
terhadap efisiensi dan skala usaha (Suseno, 2008: 49) menyebutkan, bahwa tingkat 
efisiensi di perbankan syari‟ah tidaklah terkait dengan skala usaha -- pembiayaan 
dalam faktor modal, investasi dan konsumsi dalam penelitian ini -- yang diukur dari 
tingginya aset.  
Dalam operasional perbankan syari‟ah pendapatan bunga tidak diperkenalkan, 
dikarenakan terdapat kecenderungan riba di dalamnya. Selanjutnya secara operasional 
bank syari‟ah lebih mengenal nisbah bagi hasil, ditentukan melalui akad-akad dalam 
bank syari‟ah yang relatif bervariasi dan membentuk indikator pembiayaan modal, 
investasi, maupun konsumsi dalam produk-produk perbankan syari‟ah di Yogyakarta. 
Hasil perhitungan regresi atas indikator perbankan syari‟ah dalam pembiayaan modal 
(X2), investasi (X3) dan konsumsi (X4) terhadap tingkat efisiensi dalam rasio BOPO 
pada Bank Indonesia memiliki nilai t < 2, maka nilai b yang diperoleh kurang 
bermakna/ nilainya tidak berbeda dari nol. Nilai 2 diambil senada dengan 
kecenderungan kurve normal dari suatu sebaran data yang secara normal atau alami, 
tingkat efisiensi dalam rasio BOPO (Y) akan tersebar di sekitar rata-rata.  
Memperhatikan kecenderungan tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator 
pembiayaan modal (hubungan negatif), investasi (hubungan positif) atau konsumsi 
(hubungan negatif) di Yogyakarta tidak signifikan terhadap efisiensi bank syari‟ah 




Variabel Non Performing Financial 
Variabel Non Performing Financial (NPF) dalam perbankan syari‟ah 
mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan/ berpengaruh terhadap efisiensi 
dalam rasio BOPO pada Bank Indonesia, hal tersebut senada dengan pernyataan 
pengaruh NPL (Non Performing Loans) dalam bank konvensional di Indonesia 
terhadap pembiayaan memiliki hubungan positif dan tidak memiliki signifikansi 
(Adnan dan Pratini, 2005:35-52).  
Lebih lanjut dinyatakan bahwa apabila data NPL yang ditargetkan tersedia 
(dapat diungkapkan) akan lebih baik/ tepat dalam mencari pengaruh atau hubungan 
yang ada terhadap jumlah pembiayaan. Oleh karena tidak tersedia (tidak adanya) data 
ini, tingkat NPF yang ada tidak bisa menunjukkan tingkat kebijakan kredit yang 
dilaksanakan oleh manajemen bank.  
Keterbatasan penelitian 
Dengan mengingat, bahwa: Islamic financial institutions have mostly been 
designed on the pattern of usual commercial banks in terms of their outlook, 
objectives, procedures, training and modus operandi (Zubair Hasan, 2009). Dengan 
menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini terutama 
menyangkut ketersediaan data penelitian dan rujukan penelitian-penelitian mengenai 
perbankan syari‟ah berikut kelemahan dalam metode analisisnya, maka dalam rangka 
mendapatkan output penelitian yang lebih baik perlu disampaikan beberapa masukan, 
sebagai berikut: 
1. Ketersediaan referensi dan literatur yang relevan dalam hal ini berhubungan 
dengan perbankan syari‟ah sangatlah sedikit, bila dibandingkan dengan 
perbankan konvensional. Pada masa mendatang seiring dengan perjalanan dan 
perkembangan keberadaan bank syari‟ah di Indonesia diharapkan dapat lebih 
banyak ditemui dukungan referensi maupun literatur baik itu skala nasional 
maupun internasional;   
2. Diidentifikasi terdapat multikoleniaritas pada variabel dalam penelitian ini 
sehingga perlu hati-hati terhadap uraian kesimpulan yang dibuat dan dalam 
menanggapi implikasi penelitian; 
3. Beberapa perubahan terhadap rencana penelitian disebabkan ketersediaan 
dokumen sumber dikarenakan masih memerlukan perbaikan (revisi), pada sisi 
yang lain mobilitas peneliti yang relatif terbatas untuk dapat memperoleh 
dokumen sumber dari Kantor Pusat Bank Indonesia, walhasil pemanfaatan 
website pun menjadi kurang bermanfaat dalam mendapatkan data yang 
diinginkan, hingga kemudian diusahakan untuk memanfaatkan data indikator 
perbankan syari‟ah yang dikeluarkan Kantor Bank Indonesia di Yogyakarta yang 
sedikit banyak turut mempengaruhi hasil penelitian ini. Sehingga kriteria sesuai 
dengan proposal yang diajukan terdahulu dirasa tidak memungkinkan, terkecuai 
memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat mengolah data-data perbankan 




4. Penggunaan alat analisis dalam versi tertentu tentunya mempengaruhi output 
penelitian terutama dalam hal akurasi perhitungannya, hal tersebut dimungkinkan 
terjadi sehingga kedepan nanti akan menciptakan versi perhitungan yang berbeda 
dikarenakan penggunaan alat analisis yang berbeda pula. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis dan pembahasan seperti telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah, sebagai 
berikut: 
a. Pada indikator aset (X1), Pembiayaan Investasi (X2) dan Non Performing 
Financial (NPF-X4) perbankan syari‟ah di Yogyakarta secara parsial memiliki 
hubungan positif dan tidak memiliki tingkat signifikansi terhadap tingkat 
efisiensi perbankan syari‟ah di Indonesia pada rasio BOPO Bank Indonesia; 
sedangkan 
b. Indikator perbankan syari‟ah berupa Pembiayaan Modal ( X2) dan Konsumsi 
(X3) di Yogyakarta secara parsial memiliki hubungan negatif dengan tidak 
memiliki signifikansi terhadap tingkat efisiensi perbankan syari‟ah di Indonesia 
pada rasio BOPO Bank Indonesia. 
c. Tidak terdapat variabel yang paling berpengaruh dikarenakan semua indikator 
menunjukkan angka signifikansi dibawah 2, sekalipun demikian variabel yang 
mendekati nilai taraf signifikansi indikator perbankan syari‟ah di Yogyakarta 
terhadap tingkat efisiensi dalam BOPO di Bank Indonesia berturut-turut dapat di 
sampaikan, yaitu: Aset (1,319), Non Performing Financial-NPF (0,993), 
Pembiayaan Investasi (0,409), Pembiayaan Konsumsi (-0,778) dan terakhir 
Pembiayaan Modal (-0,803). 
B. Saran-saran        
 Memperhatikan uraian dalam analisis diatas beberapa saran dapat 
disampaikan, yaitu: 
a. Implementasi standar akad yang menyangkut tiga produk perbankan syariah 
yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah yang dituangkan dalam indikator 
perbankan syari‟ah pada Bank Indonesia, maupun bank umum syari‟ah 
hendaklah dapat menjadi pijakan bank syari‟ah dalam meluncurkan produk-
produk bank syariah secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. Perlu dihimpun dana infak/ sedekah dan hibah tunai oleh bank syari‟ah sebagai 
sumber dana pembiayaan al-qardhul hasan. Juga perlu meningkatkan kuantitas 
pelayanan pembiayaan, misalnya dengan membuka kantor cabang atau kantor 
kas di tempat tempat baru yang potensial untuk meningkatkan jumlah nasabah 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT bopo 
  /METHOD=ENTER aset modal investasi konsumsi npf. 
 
Regression 
Output Created 02-Jun-2011 21:19:07 
Comments  
Input Data E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
45 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT bopo 
  /METHOD=ENTER aset modal investasi 
konsumsi npf. 
 
Resources Processor Time 00:00:01.076 
Elapsed Time 00:00:00.906 
Memory Required 2660 bytes 
Additional Memory 








Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 npf, investasi, konsumsi, aset, modal
a
 . Enter 
a. All requested variables entered.  










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .259 .164 3.34846 








Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 73.071 3.798  19.240 .000 
aset 1.254E-5 .000 .877 1.319 .195 
modal -1.874E-5 .000 -.553 -.803 .427 
investasi 2.396E-5 .000 .108 .409 .685 
konsumsi -1.529E-5 .000 -.203 -.778 .441 
npf 8.107E-5 .000 .226 .993 .327 





























Output Created 03-Jun-2011 05:20:39 
Comments  
Input Data E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
45 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 
Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT bopo 
  /METHOD=ENTER aset modal 
investasi konsumsi npf 
  /RESIDUALS DURBIN 
  /SAVE PRED SRESID. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.671 
Elapsed Time 00:00:00.374 
Memory Required 2676 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 
0 bytes 
Variables Created or Modified PRE_1 Unstandardized Predicted Value 







Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 






a. All requested variables entered.  










Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .259 .164 3.34846 .980 
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 153.092 5 30.618 2.731 .033
a
 
Residual 437.274 39 11.212   
Total 590.367 44    
a. Predictors: (Constant), npf, investasi, konsumsi, aset, modal  








Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 73.071 3.798  19.240 .000   
aset 1.254E-5 .000 .877 1.319 .195 .043 23.278 
modal -1.874E-5 .000 -.553 -.803 .427 .040 24.961 
investasi 2.396E-5 .000 .108 .409 .685 .270 3.697 
konsumsi -1.529E-5 .000 -.203 -.778 .441 .280 3.576 
npf 8.107E-5 .000 .226 .993 .327 .367 2.724 











(Constant) aset modal investasi Konsumsi npf 
1 1 5.746 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .124 6.800 .05 .00 .01 .00 .01 .12 
3 .099 7.600 .00 .00 .01 .00 .02 .36 
4 .021 16.612 .10 .04 .00 .05 .36 .43 
5 .007 29.271 .84 .04 .00 .78 .06 .04 
6 .003 47.559 .00 .91 .97 .17 .55 .06 














Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation N 
Predicted Value 75.0817 81.5712 77.4836 1.86531 45 
Std. Predicted Value -1.288 2.191 .000 1.000 45 
Standard Error of Predicted 
Value 
.741 2.401 1.183 .311 45 
Adjusted Predicted Value 74.8139 82.4176 77.5244 1.97094 45 
Residual -8.82243 6.78808 1.32413E-14 3.15247 45 
Std. Residual -2.635 2.027 .000 .941 45 
Stud. Residual -2.733 2.126 -.005 .998 45 
Deleted Residual -9.49157 7.46326 -.04085 3.54777 45 
Stud. Deleted Residual -3.000 2.231 -.005 1.033 45 
Mahal. Distance 1.177 21.642 4.889 3.542 45 
Cook's Distance .000 .127 .021 .030 45 
Centered Leverage Value .027 .492 .111 .081 45 






























Output Created 03-Jun-2011 05:37:30 
Comments  
Input Data E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 




  /SCATTERPLOT(BIVAR)=PRE_1 WITH SRE_1 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
Resources Processor Time 00:00:07.441 









DESCRIPTIVES VARIABLES=RES_1/STATISTICS=MEAN  




Output Created 03-Jun-2011 14:59:00 
Comments  
Input Data E:\analize_i3%Ei_1.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 45 
Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=RES_1 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
KURTOSIS SKEWNESS. 
 
Resources Processor Time 00:00:00.281 





N Min Max Mean 
Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 
 







45 -8.82243 6.78808 .0000000 3.15246790 .050 .354 .905 .695 
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